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Kata Pengantar 

 

Assalamualaikum Warohmatullohiwabarokatuh 

 

 Puji Syukur Kehadirat ALLAH Subhanawata’ala, yang telah memberikan hidayah serta 

kelapangan hati, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan 

berbagai produk ilmu pengetahuan, yang dapat mencerahkan serta mampu berkontribusi pada 

perbaikan kondisi masyarakat. Karya ilmiah berupa artikel yang kemudian di himpun sebagai 

sebuah Jurnal Ilmiah merupakan salah satu bagian penting dari praktik Tridharrma perguruan 

tinggi yang memberikan kesempatan bagi para akademisi, pemerhati, dan juga praktisi untuk 

mengaplikasikan keilmuannya, sehingga bisa disebarluaskan melalui sarana tersebut. 

Perkembangan jurnal ilmiah saat ini telah sampai kepada titik dimana pengelolaannya dilakukan 

secara, Open Journal System (OJS), yakni memadukan praktik penulisan ilmiah dengan sentuhan 

teknologi, sehingga karya – karya ilmiah bisa di akses dalam satu waktu dari berbagai belahan 

penjuru negeri. 

 Jurnal ARISTO (Sosial, Politik, Humaniora), merupakan salah satu terbitan jurnal, yang 

dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 

untuk menfasilitasi karya – karya terbaik di bidang keilmuan Sosial, Politik, dan Humaniora, 

aktifitas tersebut dilakukan secara Full Open Journal System (OJS) dengan proses yang panjang 

dan melibatkan reviewer dari berbagai institusi dan juga disiplin keilmuan dengan format dan 

ketentuan baku.  Jurnal ini pernah mendapatkan undaNgan persiapan akreditasi jurnal dengan 

puhak Kemenristek Dikti, Oleh karena itu ada beberapa perubahan yang kami siapkan untuk 

memenuhi criteria yang ditentukan, tentunya yang relevan dan sesuai dengan kemampuan kami. 

 Besar harapan kami supaya Jurnal ARISTO kedepannya mampu mewadahi karya  - karya 

terbaik, dari berbagai institusi yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini 

diharapkan supaya ada tukar menukar informasi dan juga ilmu pengetahuan supaya kegiatan 

ilmiah bisa terus membawa kemaslahatan bersama. 

 

 

 

 

Editor In Chief 

 

 

 

 

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si 
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Abstract 
The cotruction of society that Gandhi is trying to build is a manifestation of his religious or 

religious faith. Where each individual jointly runs his life activity in the life of society as a holy dharma of 
religion. As dharma then every individual must be able to defeat any potential greed in developing 

autonomization of individuality to realize mutual interests. The idealization of society that Gandhi aspires 

to is inseparable from the idealization of the perfection of human beings as the main core of society. The 

idealization of society for Gandhi is what the Indian community calls the ashram. Ashram has in common 
with ashrama terminology. Ashram is the ideal conception of community building as a model community. 

Such community prototypes contain a set of cultural roots that make up the ideological constructions of 

society. The cultural roots are established as living principles that must be obeyed by the ashram citizens. 
The estuary of all is the enforcement of the principle of brotherhood of mankind. The value of humanity 

that is the culmination and the key word for every form of devotion by upholding that all human beings 

are equal and brothers, should not be exaggerated or feel more than others. This principle of 'all 

brothers' is the moral principle in Gandhi idealized society. The implications of Gandhi's thought 
increasingly find a point of relevance to forming civil society in Indonesia. 

Keyword: Community Construction, Nonviolence, and Ashram. 

 

Abstrak 
Konstruksi masyarakat yang hendak dibangun Gandhi merupakan manifestasi dari ajaran 

religiusitas atau keyakinan keagamaannya. Dimana setiap individu bersama-sama menjalankan aktivitas 

hidupnya dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu dharma suci agama. Sebagai dharma maka setiap 

individu harus dapat mengalahkan segala potensi keserakahan dalam mengembangkan otonomisasi 
individualitasnya untuk mewujudkan kepentingan bersama.Idealisasi masyarakat yang dicita-citakan 

Gandhi tidak terlepas dari idealisasi kesempurnaan dari manusianya sebagai inti pokok penyusun 

masyarakat.  Idealisasi masyarakat bagi Gandhi adalah apa yang oleh masyarakat India disebut ashram. 
Ashrammempunyai kesamaan dengan terminologi ashrama. Ashram adalah konsepsi ideal tentang 

bangunan masyarakat sebagai komunitas teladan.Prototype masyarakat seperti itu memuat seperangkat 

akar kultural yang membentuk konstruksi masyarakat yang dicita-citakan. Akar kultural tersebut 
ditegakkan sebagai prinsip-prinsip hidup yang harus ditaati oleh warga ashram.  Muara dari semua itu 

adalah penegakan  prinsip persaudaraan umat manusia. Nilai kemanusiaan yang menjadi titik puncak 

dan kata kunci bagi setiap bentuk pengabdiandengan  menjunjung tinggi bahwa semua manusia adalah 

sama dan bersaudara, tidak boleh ada yang dilebihkan atau merasa lebih dibandingkan dengan yang 
lainnya. Prinsip ‘semua manusia bersaudara’ inilah yang menjadi prinsip moral dalam masyarakat yang 

diidealisasikan Gandhi. Implikasi pemikiran Gandhi tersebut semakin menemukan titik relevansinya  

untuk membentuk masyarakat sipil (civil society) di Indonesia. 

Keyword: Konstruksi Masyarakat, Tanpa kekerasan, dan Ashram. 
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Pendahuluan   

Pada dasarnya Mahatma Gandhi secara eksplisit tidak pernah memberikan batasan dan 

pemahaman secara sistematis mengenai masyarakat. Pemahamannya tentang masyarakat selalu 

terintegrasi ke dalam seluruh gagasan-gagasan besarnya tentang perlunya tatanan dalam 

masyarakat yang harmoni dan terhindar dari berbagai bentuk konfliktual. Namun demikian, 

sebagai seorang yang sangat konsisten memegang pendiriannya dan keteguhannya untuk 

membangun suatu komunitas yang mengedepankan harmoni sosial, maka Gandhi selalu 

berusaha menampilkan suatu konsepsi tentang konstruksi masyarakat, bukan pengertian tentang 

masyarakat. 

Gagasan Gandhi tentang masyarakat tidak bisa dilepaskan dari gagasan pokoknya tentang 

prinsip-prinsip pola relasi antar manusia untuk hidup berdampingan secara damai, toleran dan 

jauh dari perilaku kekerasan. Pola relasi antar manusia yang kemudian berada dalam suatu 

tempat (wilayah) adalah jaminan pertama dan utama yang membentuk masyarakat. (Gandhi, 

1988). Artinya, masyarakat adalah suatu komunitas yang terjadi dan terbentuk dari proses relasi 

antar manusia yang menduduki suatu wilayah tertentu. 

Hubungan antar manusia tersebut tidaklah dipahami dalam proses secara individual, 

dimana manusia dianggap sebagai subjek otonom, sebagaimana dipahami oleh konstruksi 

masyarakat modern, melainkan manusia adalah mahluk yang beragama dengan kemampuannya 

untuk menjadi otonom, tetapi dengan tetap menghargai hubungannya dengan kehidupan manusia  

yang lain. Gandhi menganggap bahwa manusia tidak dapat menjadi otonom ketika tidak 

membangun suatu bentuk relasi dengan manusia lainnya. Individualitas menjadi tidak berarti 

ketika manusia hanya hadir di dunia dalam kesendiriannya tanpa manusia yang lain. (Gandhi, 

1988). 

Manusia sebagai mahluk otonom selalu berusaha sekuat tenaga untuk membangun 

hubungan baik dengan sesama. Prinsip inilah yang menjadi suatu pendasaran tentang konsepsi 

masyarakat bagi Gandhi, bahwa masyarakat terbentuk karena kehadiran manusia sebagai mahluk 

otonom dan berkorelasi. Faktor berkorelasi tersebut memberikan suatu ikhtiar bagi manusia 

untuk tidak memusnahkan manusia lainnya dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan. 

Konsepsi dasar Gandhi tentang manusia inilah menjadi titik tolak mengenai 

pemahamannya tentang masyarakat. Gandhi menganggap bahwa masyarakat yang sempurna 

tidak bisa dilepaskan dari suatu keadaan manusianya yang memiliki kesempurnaan pula. Begitu 
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pula sebaliknya, manusia yang jahat juga berakibat bagi bangunan masyarakat yang menjadi 

tempat dimana para individu tersebut mengembangkan kehidupannya. Bagi Gandhi manusia 

yang sempurna adalah pribadi yang satyagrahi, yaitu orang yang mampu mengatasi kekuatan-

kekuatan jahat yang dilakukan dengan sikap ahimsa dan pemurnian diri yang mencakup sikap 

lepas bebas terhadap harta milik dan bebas terhadap kelezatan dan kenikmatan melalui 

pengekangan diri, puasa, dan brahmacharya. Kesempurnaan manusia yang demikian pada 

akhirnya akan berhubungan dengan kondisi masyarakat yang dibentuknya. (Wegig, 1986) 

Konsekuensi logisnya, kebaikan dan kesempurnaan suatu masyarakat sangat terpengaruh 

oleh kehidupan manusia di dalamnya. Karena manusia adalah penyusun bagi bangunan sebuah 

masarakat (Gandhi, 1988). Artinya, baik buruknya suatu masyarakat dipengaruhi oleh keadaan 

dari para penyusunnya, yaitu perilaku manusianya. Tidak akan ada gunanya mengidealisasikan 

suatu komunitas yang sempurna, ketika tidak disertai dengan suatu keteguhan hati untuk 

menjadikan manusia secara sempurna pula. Meski manusia sempurna secara individu, pada 

akhirnya ia juga akan menyempurnakan dirinya secara sosial.  

Konstruksi pemahaman Gandhi yang demikian seolah mengindikasikan bahwa ia adalah 

seorang penganut paham individualisme yang mementingkan aspek otonomisasi manusia. 

Padahal Gandhi sesungguhnya adalah orang yang sangat menghargai manusia sebagai subjek 

otonom disatu sisi dan juga menekankan aspek sosialitas manusia disisi lainnya. Bagi Gandhi, 

otonomisasi manusia sebagai mahluk individu tidak mempunyai makna apa-apa manakala tidak 

dikembangkan dalam konteks sosialitas manusia. Kebebasan manusia sebagai mahluk otonom, 

tidaklah boleh melanggar  kepatuhan sosial. Artinya, otonomisasi manusia secara individual 

tetap dihargai dalam konteks hubungannya dengan orang lain. Manusia dalam sosialitasnya tidak 

hidup sendirian, melainkan ia menjadi bermakna nilai kemanusiaannya ketika hidup bersama dan 

menghormati orang lain yang juga memiliki otonomisasinya sendiri.  

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada 

proses dan makna yang akan dikaji secara utuh, statis dan konkrit yang berlandaskan pada 

filsafat sosial. Pada kondisi yang alamiah dari munculnya berbagai perubahan paradigma dalam 

fakta kehidupan sosial, realita atau fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut dapat 

diklasifikasikan, realita tetap, konkrit, teramati, terukur, dan dilakukan hubungan gejala yang 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

 
205 

 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Ketut Wisarja, I Ketut Sudarsana, Konstruksi Masyarakat Menurut Mahatma Gandhi /01/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018 

 

bersifat sebab akibat. Dalam paradigma perubahan tersebut dipandang sebagai suatu yang 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, holistik, kompleks, 

dinamis, dan penuh makna yang sering disebut paradigma positivisme yang mengembangkan 

jenis penelitian kualitatif. 

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan instrumen yang 

dipergunakan adalah berbagai alat bantu pengumpulan data, seperti pedoman wawancara, 

pedoman observasi, alat-alat perekam dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah seperti; (1) 

Reduksi data, (2) Klasifikasi data, (3) Interpretasi data, dan (4) Penarikan kesimpulan. 

 

Hasil danPembahasan 

1. Bangunan Masyarakat yang Diidealisasikan Mahatma Gandhi 

Hidup bersama dalam masyarakat pada dasarnya menunjukkan dimensi keagamaan 

yang mendalam. Hal ini karena bagi Gandhi bahwa hidup bermasyarakat merupakan dharma; 

pengabdian dari setiap manusia. Menurut Gandhi, dunia kemasyarakatan tidaklah sekuler, 

dunia kemasyarakatan adalah suci. Implikasi logisnya, setiap orang harus terlibat di 

dalamnya, ini berarti setiap orang juga harus terlibat di dalam dharma suci sebagai manusia. 

Penyerahan diri pada tuntutan-tuntutan dharma tersebut pada dasarnya merupakan wujud  

penyerahan murni serta bersahaja kepada Tuhan dan kehendak-Nya, yang dimanifestasikan 

ditengah-tengah rakyat. (Thomas Merton, 1992) 

Dengan demikian, konsepsi masyarakat yang hendak dibangun oleh Gandhi 

merupakan manifestasi dari ajaran religiusitas atau keyakinan keagamaannya. Dimana setiap 

individu bersama-sama menjalankan aktivitas hidupnya dalam kehidupan masyarakat sebagai 

suatu dharma suci agama. Sebagai dharma maka setiap individu harus dapat mengalahkan 

segala potensi keserakahan dalam mengembangkan otonomisasi individualitasnya untuk 

mewujudkan kepentingan bersama. 

Dharma telah menjadi spirit utama bagi Gandhi untuk memberikan suatu 

pemahamannya tentang hubungan timbal balik dalam masyarakat dari setiap individu. 

Hubungan timbal balik merupakan keniscayaan sejarah dalam peradaban kemanusiaan. Tiada 

kehidupan di dunia ini yang saling terlepas satu sama lain, melainkan semuanya terkait secara 
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timbal balik. Sebagaimana dikatakan Gandhi, yakni; “Keterkaitan dan ketergantungan yang 

timbal balik seharusnya dijadikan cita-cita umat manusia, selain dari hasrat untuk 

berswasembada. Manusia adalah mahluk sosial. Tanpa keterkaitan dengan masyarakat, tidak 

mungkin akan disadarinya persatuan dengan seluruh alam semesta dan tidak mungkin 

ditindasnya nafsu kepentingan sendiri. Keterkaitan timbal balik dengan masyarakat 

memungkinkan dia menguji imannya pada batu ujian kenyataan, seandainya seseorang telah 

diberi kedudukan ataupun bila dia mampu mencapai kedudukannya yang mengakibatkan dia 

lepas dari segala keterkaitan dengan sesama mahluk, dia pasti akan menjadi bangga dan 

angkuh…. Ketergatungan pada masyarakat membuat dirinya sadar akan sifat umat manusia”. 

(Gandhi.1988) 

Keterkaitan individu dengan masyarakat, dengan demikian seperti hukum sejarah atau 

hukum alam yang tidak boleh dilepaskan. Tanpa keterkaitan, manusia hanya menjadi 

seonggok subjek otonom yang tidak memiliki nilai atau jauh dari sikap dharma. Hidup dalam 

Masyarakat adalah bagian terpenting dari dharma sebagai manusia. Lebih jauh Gandhi 

menguraikan; setiap pengabdian dalam masyarakat, tidaklah mungkin saling melepaskan diri 

dari bagian-bagiannya. Kewajiban seseorang kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, 

kepada bangsanya dan kepada seluruh dunia, misalnya; mutlak saling berkaitan. Tidak 

mungkin seseorang berjasa kepada tanah airnya dengan merugikan diri sendiri atau 

keuarganya. Demikian pula tidak mungkin orang berjasa kepada tanah airnya  dengan cara 

merugikan dunia luar. Sehingga, wujud dari pengabdian seseorang kepada masyarakat adalah 

membangun secara bersama-sama kepentingannya masing-masing dengan tetap 

mengedepankan kepentingan bersama. Artinya, masyarakat yang dikembangkan adalah 

komunitas yang saling terkait dan tergantung antar setiap individu untuk bersama 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini individu juga perlu dikembangkan 

potensi otonomisasinya, tetapi tetap dalam kerangka sosialitas manusia.  

 

2.  Ashram sebagai Model Idealisasi Masyarakat 

Sebagai wujud tidak adanya konsepsi secara sistematis dari Gandhi tentang arti dan 

makna masyarakat, ia lebih mementingkan suatu wujud ideal dari masyarakat tersebut. 

Idealisasi masyarakat yang hendak dibangun dan dicita-citakan Gandhi pada dasarnya juga 

tidak terlepas dengan idealisasi kesempurnaan dari manusianya sebagai inti pokok penyusun 
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masyarakat.  Idealisasi masyarakat bagi Gandhi adalah apa yang oleh masyarakat India 

disebut ashram, yang mempunyai kesamaan dengan terminologi ashrama. Ashram disadari 

adalah konsepsi ideal tentang bangunan masyarakat yang hendak dicita-citakan oleh Gandhi 

sebagai komunitas teladan.  

Wakefield menjelaskan bahwa pengertian ashram asal mulanya berarti suatu 

pemukiman dihutan, dimana seseorang menarik diri dari sisa kehidupannya setelah memenuhi 

tugas-tugas orang tua atau rumah tangganya, untuk mencari kedamaian dan konsentrasi 

rohaniah yang kuat tentang suatu pandangan dan kesatuan realitas yang merupakan sumber 

dari segala yang berwujud. Dalam perspektif ini, ashram merupakan lembaga keagamaan, 

utamanya yang melembaga dalam masyarakat Hindu di India. Ashram biasanya didirikan oleh 

pemimpin spiritual keagamaan yang menghabiskan kehidupannya untuk men-dharma-kan 

baktinya kepada Tuhan setelah menjalani proses-proses kehidupan duniawi.  Sebut saja 

misalnya, Gopal Khrisna Gokhale dengan lembaganya ‘The Servants of India Society’, 

sastrawan Rabindranat Tagore dengan ashramSantiniketan-nya; dan Swami Sradananda yang 

mendirikan Gurukula (Andrews, 1949). 

Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual yang juga mencita-citakan terwujudnya 

suatu ashram untuk mengamalkan dan meneruskan ajaran-ajarannya.Ashram yang dicita-

citakan oleh Gandhi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh realitas kesengsaraan hidup 

masyarakat India di Afrika Selatan pada paruh tahun 1900-an yang hidup di bawah 

ketertindasan dan kesewenang-wenangan penguasa saat itu. Dilatarbelakangi oleh situasi 

tersebut, Gandhi memulai kehidupannya dengan menekankan pada kesederhanaan. Suatu 

sikap hidup yang merepresentasikan kehidupan seorang grehasta. Sikap hidup yang demikian 

merupakan upaya untuk mendasari munculnya gerakan satyagraha, yaitu suatu gerakan yang 

menggunakan prisip-prinsip non-violence (tanpa kekerasan). 

Keinginan untuk membangun komunitas yang mengedepankan gerakan satyagraha 

tersebut, Gandhi mengawalinya dengan membangun ‘Phonix Settlement’ atau Perkampungan 

Phonix, yang letaknya 12 mil dari Durban, Afrika Selatan. Perkampungan Phonix yang 

didirikan oleh Gandhi pada awalnya juga diilhami dari tulisan Unto This Last karya Ruskin; 

“Tahun 1904 pada saat saya membaca bukunya Ruskin, Unto This Last, yang amat terkesan 

pada saya. Saya memutuskan untuk memindahkan ‘Indian Opinion’ dan membuka tanah baru 
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dengan pekerja-pekerja sebagai suatu keluarga besar. Maka saya membeli tanah seluas 100 

acree dan mendirikan Phonix Settlement” (Gandhi, 1981) 

Keinginan Gandhi untuk mendirikan komunitas masyarakat India yang teladan dengan 

perilaku dan kehidupan yang mengamalkan ajaran spiritualnya adalah bukti awal bahwa ia 

memiliki sejumlah konsepsi tentang masyarakat yang diidealisasikannya. 

Berdasarkan pada keyakinan keagamaannya yang mendalam, Gandhi mendirikan 

‘Perkampungan Phonix’ tersebut. Sehingga, banyak pihak menyebut bahwa dasar 

Perkampungan Phonik adalah agama yang bertujuan melatih kemurnian badan dan pikiran 

serta mencita-citakan kedudukan ekonomi yang sama. Dalam perkampungan tersebut, setiap 

warga diharuskan melakukan kerja secara jasmani untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, 

dan mendapatkan upah yang sama untuk nafkahnya. Perkampungan Phonix menjadi 

masyarakat teladan yang dicita-citakan Gandhi untuk melakukan brahmacharya (kebersihan 

lahir dan batin). Brahmacharya seolah menjadi sine qua non, kondisi wajib bagi setiap warga 

untuk melaksanakan dharma-nya kepada kehidupan. 

Pada perkembangan selanjutnya bersama Hermaun Kallen seorang sahabatnya di 

Afrika Selatan, Gandhi mendirikan sebuah ashram yang dinamakan ‘Tolstoy Farm’ di atas 

tanah seluas 1100 acree di Lawely dekat Johannesburg. Penggunaan istilah Tolstoy 

mengindikasikan kuatnya pengaruh Tolstoy pada diri Gandhi dan berusaha untuk 

mengamalkan pemikirannya. Dalam Tolstoy Farm ini, semua didasarkan pada keyakinan 

spiritual Gandhi yang mengharuskan warganya mengamalkan ahimsa dan silibasi. Suatu 

prinsip hidup yang harus ditaati oleh setiap individu yang hidup dalam ashram tersebut. 

Doktrin ahimsa mengharuskan seseorang mencintai kehidupan, baik sesamanya 

maupun kepada mahluk lainnya dengan tanpa melukai atau menyakiti. Sedangkan doktrin 

silibasi diwujudkan dalam bentuk pemisahan tempat tinggal antara laki-laki dan wanita, 

termasuk kepada mereka yang sudah menikah-pun harus mentaati prinsip ini. Doktrin ini 

seolah mencerminkan suatu ajaran dari para sosialisme utopis klasik yang berusaha mencita-

citakan suatu komunitas teladan yang hidup dalam sebuah tempat dengan aturan yang sangat 

ketat. Plato misalnya, pernah mengintrodusir suatu komunitas teladan dimana para pemimpin 

dalam komunitas tersebut dilarang memiliki harta benda sekaligus tidak diperbolehkan untuk 

menikah, karena bagi Plato kecintaan pada harta benda dan keluarga adalah awal dari perilaku 

kerusakan, termasuk korupsi dan keserakahan. 
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Komunitas ideal dalam ashram yang dibentuk oleh Gandhi tersebut seolah-

olahmengindikasikan suatu sikapnya untuk merealisasikan konsep masyarakat yang 

sempurna. Untuk merealisasikan konsep tersebut, maka Gandhi tidak hanya berbicara pada 

tataran ide, melainkan menjadikannya dalam bentuk praksis. Setiap individu dalam ashram 

harus mengamalkan dan mentaati ajaran spiritual yang dikemukakan dan diyakini oleh 

Gandhi. Sehingga melalui pelaksanaan ajaran spiritual tersebut diharapkan terjadi kesamaan 

kehidupan dalam setiap warga tanpa terkecuali. Artinya, setiap warga yang awalnya 

berlatarbelakang sosial yang berbeda, tetapi ketika hidup dalam ashram, maka semuanya 

harus menjadi satu; yaitu satu keluarga besar tanpa ada diskriminasi. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam ashram tidak hanya terdiri dari satu komunitas 

yang sama, melainkan berasal dari berbagai ragam komunitas dengan identitasnya masing-

masing. Dalam Tolstoy Farm, para warganya tidak saja terdiri dari orang India, melainkan 

juga orang Eropa yang berlainan agama. Terminologi  ashramsendiri pada dasarnya 

menunjukkan suatu kebersamaan dan  satu kesatuan tanpa ada perbedaan. Menjadi warga 

dalam ashram dengan sendirinya menjadi satu keluarga Setiap warga diwajibkan melakukan 

kerja secara bersama, tidak ada yang menjadi pembantu, semua pekerjaan harus dikerjakan 

sendiri tanpa menyuruh orang lain yang menjadikan kedudukan orang lain sub-ordinat. 

(Gandhi, 1978). 

Prinsip hidup yang dicoba dikembangkan dalam ashram tersebut adalah 

kesederhanaan. Meskipun demikian, dalam komunitas tersebut tetap dijalankan latihan-latihan 

keagamaan dan moral. Bagi Gandhi moral merupakan keharusan bagi orang yang menjunjung 

dan membela kebenaran, karena moralitas adalah dasar bagi segala sesuatu, dan kebenaran 

merupakan inti moralitas. Dengan demikian, ashram dengan bentuk dan nama yang berbeda-

pun pada dasarnya selalu disemangati oleh penekanan hidup sederhana serta persiapan-

persiapan pada warganya untuk menjadi Satyagrahi, termasuk ketika Gandhi memindahkan 

lokasi ashram ke India pada tahun 1912. (Gandhi, 1978). 

Komunitas teladan atau ashram yang didirikan Gandhi di India diberi nama 

Satyagraha. Pemberian nama ini dilandasi oleh suatu keinginan untuk menyesuaikan diri 

dengan tujuan dan cara pengabdiannya, dan kegiatan pokok dalam ashram adalah menenun 

pakaian sebagai upaya penghargaan terhadap kerja badani yang menekankan pada 

kesederhanaan. Menariknya, dalam kehidupan sehari-hari, para penghuni diwajibkan untuk 
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menolong diri sendiri. Artinya, setiap warga baik laki-laki maupun wanita diharuskan 

berkarya pangan atau bekerja untuk hidupnya. Kewajiban ini berlaku bagi yang sehat maupun 

yang sakit, dan orang tua dibantu dalam pelayanan. (Gandhi, 1978). 

Dalam ashram diberikan sejumlah aturan berdasarkan kesepakatan bersama yang tidak 

boleh dilanggar. Kesepakatan bersama ini mengindikasikan bentuk-bentuk sosialisme utopis, 

karena di dalamnya juga menunjuk pada suatu kenyataan kepemilikan dan tanggungjawab 

bersama.  Setiap pekerjaan harus dijalankan bersama, tidak diperkenankan terjadinya proses 

pelibatan orang luar ashram yang membantu bekerja, termasuk di dalamnya adalah program 

pokok pemintalan benang sebagai upaya untuk membantu bangsa dan tanah air yang saat itu 

dilanda kelaparan. Bagi Gandhi setiap warga ashram memiliki kewajiban untuk berkorban 

demi bangsa dan tanah air. Oleh karena itu, ketika rakyat India menghadapi problem 

kelaparan akibat penghasilan utamanya dihancurkan oleh Kolonial Inggris, maka serentetan 

program kerja berkaitan dengan pemulihan kerja pokok rakyat mulai digiatkan, misalnya; 

penanaman kapas, memberus, memintal, menenun kain, memisahkan biji kapas, perbengkelan 

untuk membuat jantera, mencelup sekaligus mencetaknya, dilakukan oleh warga ashram. 

(Gandhi, 1981). 

Komunitas teladan dalam ashram ini menunjukkan watak kemandirian yang sangat 

mengagumkan, sebab selain menunjukkan kemandirian dalam usaha memintal, juga 

dijalankan usaha pemerahan susu dan penyamakan kulit sapi untuk dijadikan sandal dan 

sepatu. Penyamakan kulit harus diambil dari kulit sapi yang sudah mati, karena dalam tradisi 

Hindu terdapat larangan membunuh sapi sebagai binatang yang dilindungi. Upaya-upaya 

tersebut mengandung makna yang mendalam bagi tumbuhnya swasembada dan swadaya dari 

warga untuk tidak tergantung kepada orang lain, apalagi terhadap negara koloni. 

Sebagai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan, Gandhi juga memberikan suatu 

bentuk pengajaran bagi warga agar memiliki kemampuan intelektualitas, seperti; membaca 

dan menulis. Dalam hal ini Gandhi menjelaskan; “Jika dikehendaki dan memungkinkan, 

ashram patut memberikan kepada para pekerja waktu yang lebih lapang untuk membaca dan 

menulis, dan juga pantas kalau warga yang buta huruf diberikan seorang guru untuk 

membantu mereka dalam pekerjaannya. Namun waktu untuk membaca dan semacamnya tidak 

dapat disisihkan dengan pengorbanan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di ashram sekarang 

ini”. (Gandhi, 1981). 
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Pemahaman ini semakin memberikan bukti bahwa dalam ashram, kerja menjadi 

sesuatu yang sangat penting. Orientasi pendidikan ashram diarahkan pada kesejahteraan 

bangsa. Setiap bentuk pendidikan, baik spiritual, intelektual dan perkembangan badan harus 

dapat dikembangkan bersama. Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai melalui proses 

perangsangan untuk menciptakan kerajinan sebagai suatu karya nyata, sedangkan teori hanya 

diberikan menurut keperluannya saja. 

Realitas kehidupan dalam ashram menunjukkan suatu sisi kebersamaan dalam setiap 

warga. Semua warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta proses pentaatan 

terhadap prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ashram yang tidak pandang status sosial 

dan latar belakang agama. Hal ini menunjukkan suatu bentuk masyarakat yang mempunyai 

orientasi kehidupan yang sama berdasarkan nilai-nilai spiritual yang sama pula yang 

dijunjung tinggi sebagai kebaikan bersama. 

Proses kehidupan sosial dalam ashram adalah pencerminan sikap hidup Gandhi yang 

memiliki satu komitmen bahwa semua manusia adalah bersaudara. Tidak ada musuh dan tidak 

ada lawan, yang ada adalah kawan. Sehingga,  prinsip ini melatarbelakangi kehidupan warga 

di ashram untuk menjauhkan diri dari perilaku yang merusak dan merugikan diri sendiri dan 

orang lain. 

Dalam kehidupan ashram yang harus dijaga adalah bagaimana membangun ketaatan 

warganya terhadap setiap peraturan yang sudah disepakati bersama. Ciri yang membedakan 

antara penghuni ashram sebagai komunitas teladan dengan masyarakat lainnya adalah 

keteguhan mereka dalam menjaga dan mengemban peraturan. Selama ini realitas 

membuktikan bahwa ketidaktaatan terhadap aturan bersama merupakan awal dari kehancuran 

dan rusaknya tatanan dalam masyarakat. 

Sebagaimana disebutkan di atas, jalannya kehidupan di ashram senantiasa diatur oleh 

peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Pandangan Gandhi terhadap peraturan tersebut 

adalah sebagai sumpah yang harus ditaati, karena aturan tersebut akan menghantar pada 

tercapainya cita-cita dan sekaligus sebagai penangkal kendala yang muncul dan yang 

menghambat terealisasinya cita-cita tersebut. Bagi Gandhi, sumpah memiliki peranan yang 

penting dalam keteguhan menjaga komitmen bersama. Sebagaimana dikatakan Gandhi (1951: 

11) “Bersumpah bukan suatu tanda kelemahan, tetapi suatu kekuatan. Untuk setiap 

pengorbanan, seseorang harus melakukan sumpah. Ia akan menjadi suatu benteng kekuatan. 
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Seseorang yang mengatakan akan melakukan ‘sejauh mungkin’, berarti akan menyingkapkan 

kegagahan atau kelemahan”. 

Peranan sumpah bagi warga ashram adalah sebagai kekuatan untuk meneguhkan 

kesadaran untuk menaati peraturan yang ada. Tanpa ikatan tersebut dikhawatirkan setiap 

warga akan hidup sekehendak hatinya, dan itu sangat berbahaya bagi pencapaian cita-cita 

yang terdapat dalam ashram. 

 

3.  Moralitas Masyarakat Tanpa Kekerasan 

Konsepsi masyarakat menurut Gandhi di atas memuat seperangkat akar kultural yang 

membentuk konstruksi masyarakat yang dicita-citakan. Akar kultural tersebut diwujudkan 

dalam pendirian ashram yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip hidup yang semestinya 

harus ditaati oleh warganya.  Muara dari ketaatan terhadap berbagai bentuk prinsip tersebut 

adalah bahwa Gandhi sepakat untuk memberikan suatu argumen tentang prinsip persaudaraan 

umat manusia. Nilai kemanusiaan yang menjadi titik puncak bagi setiap bentuk pengabdian 

menjadi kata kunci untuk memberikan suatu penilaian bahwa setiap manusia adalah sama dan 

bersaudara, tidak boleh ada yang dilebihkan atau merasa lebih dibandingkan dengan yang 

lainnya. Prinsip ‘semua manusia bersaudara’ inilah yang menjadi prinsip moral dalam 

masyarakat yang diidealisasikan (Gandhi. 1959) 

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ashram yang didirikan Gandhi tersebut di atas 

merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk 

pengabdian tertinggi. Kemanusiaan adalah suatu representasi atas prinsip bahwa semua 

manusia bersaudara. Tanpa  peneguhan pada prinsip ini maka interaksi sosial dalam 

masyarakat hanya memunculkan sikap saling permusuhan, saling membenci dan saling 

menyakiti yang ujung-ujungnya adalah dibiarkannya perilaku kekerasan dalam masyarakat. 

Kekerasan bagi Gandhi adalah bentuk pengingkaran atas kemanusiaan. Kekerasan adalah 

wujud bahwa antar manusia dalam sebuah interaksi sosial tidak menjalankan suatu keyakinan 

bahwa semua manusia adalah bersaudara (Thomas Merton, 1992) 

Persepsi Gandhi bahwa semua manusia bersaudara tidak bisa dilepaskan dari 

pengertiannya tentang manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, manusia tidak akan 

menemukan dirinya  sendiri, tanpa terlibat dalam kebutuhan besar, yaitu sosialitas. Manusia 

memang mahluk otonom, tetapi otonom yang berkorelasi Artinya, tanpa korelasi, otonom 
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tidak bisa ditentukan. Itulah sebabnya, Gandhi berpegang teguh pada pemahaman untuk 

mengajarkan kepada setiap orang agar menghargai orang lain sebagai manusia. Manusia 

dengan nilai kemanusiaannya harus menjadi landasan dalam setiap bentuk pergaulan hidup 

dalam sosialitas. (Gandhi, 1988). 

Perspektif ini memberikan suatu bukti betapa Gandhi mempunyai landasan filosofis 

dalam meneguhkan ajarannya bahwa semua manusia bersaudara. Sebagai saudara, maka 

manusia tidak diperbolehkan untuk hidup saling menghancurkan, menghina dan membuat 

manusia lain sengsara. Realitas ini oleh Gandhi dikatakan: “Manusia adalah mahluk sosial, 

tanpa keterkaitan dengan masyarakattidak mungkin akan disadarinya persatuan dengan 

seluruh alam semesta dan tidak mungkin ditindasnya nafsu kepentingan sendiri. Sekalipun di 

dalam alam  cukup terdapat daya tolak, tetapi alam itu hidup berkat adanya rasa timbal balik. 

Manusia bukan hidup karena penghancuran. Rasa cinta diri mendorongnya untuk 

mementingkan orang lain pula. Bangsa-bangsa hidup rukun karena terdapat saling 

mengindahkan dikalangan warganya”. (Gandhi, 1988). 

Dalam konteks ini, Gandhi mengajukan dua ajaran sebagai penguat bahwa semua 

manusia adalah bersaudara; yaitu penolakan terhadap penghancuran orang lain dan kehidupan 

yang mementingkan orang lain. Ajaran ini bagi Gandhi akan menuntun setiap umat manusia 

untuk menjadikan orang lain sebagai saudara, bukan musuh. Bentuk persaudaraan tersebut 

sekaligus mengandaikan suatu kenyataan penghilangan setiap bentuk kekerasan, baik fisik 

maupun psikis  dalam masyarakat. Semua manusia bersaudara merepresentasikan suatu 

bentuk masyarakat damai melalui peniadaan kekerasan. 

 

4.  Bangunan Dasar Masyarakat Tanpa Kekerasan 

Masyarakat tanpa kekerasan merupakan cerminan dari model masyarakat yang 

diimpikan oleh Gandhi. Gandhi adalah seorang pemikir yang dapat dimasukkan dalam 

kategori penganut sosialisme utopis, karena ia membayangkan terbentuknya komunitas 

teladan yang ia contohkan dengan pembentukan ashram. Sebagaimana diketahui terdapat 

berbagai prinsip etis yang oleh Gandhi digunakan sebagai ajaran moral bagi warga untuk 

menciptakan prototype masyarakat sebagaimana yang ia inginkan, yaitu masyarakat damai 

yang nir-kekerasan. Kekerasan hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia 

dan penderitaan yang berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penderitaan warga India 
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akibat kekejaman perang serta penderitaan orang miskin akibat keserakahan segelintir 

masyarakat. 

Pembentukan masyarakat tanpa kekerasan bagi Gandhi hanya dapat ditemukan melalui 

komitmen warganya untuk menjalankan ahimsa dan satyagraha. Keduanya merupakan dua 

kata kembar yang melandasi perjuangan pantang kekerasan Gandhi. Ahimsa adalah falsafah 

pantang kekerasan yang dikembangkannya, dan satyagraha adalah aksi perjuangan yang tidak 

memakai kekerasan.Ahimsa dan satyagraha menjadi basis dasar pembentukan masyarakat 

tanpa kekerasan; ahimsa adalah falsafahnya dan satyagraha adalah perjuangannya. (Thomas 

Merton, 1988)   

Masyarakat yang mengamalkan kedua basis ini akan bergerak menuju komunitas  

yang emoh kekerasan. Basis tersebut menjadi kekuatan bagi umat manusia untuk 

menyelenggarakan masyarakat yang terhindar dari penghancuran manusia, termasuk nilai 

kemanusiaan. Gandhi  mengatakan; “Kekuatan yang paling hebat tersedia bagi umat manusia 

adalah emoh kekerasan. Kekuatan ini lebih ampuh dari senjata pemusnah yang terampuh yang 

dirancang oleh kecerdikan manusia. Pemusnahan bukanlah hukum bagi manusia. Manusia 

bisa hidup merdeka hanya dengan kesiapannya untuk mati, bila perlu oleh saudaranya sendiri 

dan tidak pernah dengan membunuhnya. Setiap pembunuhan dan bentuk penganiayaan lain 

tak peduli apa penyebabnya yang dilakukan oleh atau ditujukan kepada orang lain adalah 

suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan”. (Gandhi, 1966). 

Inti dari bangunan dasar masyarakat tanpa kekerasan tersebut adalah penghargaan atas 

martabat kemanusiaan. Penghargaan terhadap nilai kemanusiaan menjadi ukuran bagi 

terciptanya masyarakat yang jauh dari perilaku kekerasan. Semua warga bersama untuk tetap 

menjadikan nilai kemanusiaan sebagai syarat bagi terbentuknya masyarakat nir-kekerasan. 

Penguatan sikap moral untuk menjauhi (emoh) kekerasan adalah pilar utama merubah 

keadaan masyarakat dari himsa menuju ahimsa. “Emoh kekerasan adalah suatu kekuatan aktif 

yang mulia. Dia adalah kekuataan jiwa dan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Manusia yang 

tidak sempurna tidak bisa menangkap seluruh maknanya…. Kita bisa mendekati sifat Tuhan 

seimbang dengan kemampuan kita menghayati emoh kekerasan; tetapi kita tak akan pernah 

menyamai Tuhan. Emoh kekerasan dampaknya bagaikan Radium. Namun setitik Radium itu 

bisa disusupkan ke dalam tubuh kanker, berdampak terus menerus secara diam-diam tanpa 

berhenti sampai akhirnya dia berhasil mengubah seluruh bagian yang tertimpa penyakit 
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menjadi tubuh yang sehat. Begitu pula secuil emoh kekerasan bereaksi secara diam-diam 

halus dan tak terlihat namun sanggup mengubah seluruh masyarakat”. (Gandhi, 1978). 

Dalam konteks ini, emoh kekerasan yang dipersepsikan Gandhi tidaklah terbatas pada 

sekat-sekat keagamaan atau status sosial. Emoh kekerasan mengandung nilai universalitas, 

karena ia dikembangkan ke dalam prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Gandhi 

mengatakan; “Emoh kekerasan hanya bisa berhasil bila iman kita aktif dan kuat. Buddha, 

Yesus, dan Muhammad adalah pejuang-pejuang perdamaian dengan caranya masing-masing. 

Kita harus memperkaya warisan yang ditinggalkan oleh para jagat Guru ini. Tuhan ada 

caranya sendiri nan-hebat untuk melaksanakan maupun memilih sarananya. Nabi Muhammad 

dan Abubakar yang terperangkap dalam sebuah goa, diselamatkan dari pengejar mereka oleh 

laba-laba yang membuat sarangnya menutupi goa itu”. (Gandhi, 1996). 

Dalam perspektif ini tampak betapa Gandhi tidak pernah mempersoalkan asal-muasal 

sekat primordialisme yang terintegrasi dalam ajaran tanpa kekerasan. Artinya, pantang 

kekerasan (ahimsa) dan perjuangan tanpa kekerasan (satyagraha) yang hendak dibentuknya 

terlahir secara objektif sebagai kebutuhan manusia. Meminjam terminologi Kuntowijoyo 

objektivikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal dalam agama (misalnya) ke dalam 

kategori-kategori objektif. Nilai-nilai yang terkandung dalam ahimsa dan satyagraha sebagai 

basis bangunan masyarakat tanpa kekerasan secara implisit terdapat dalam semua agama dan 

tradisi, sekaligus merupakan objektivikasi ajaran kebenaran. (Kuntowijoyo. 1997) 

Basis penguatan masyarakat tanpa kekerasan tersebut mewujudkan diri ke dalam 

perilaku masyarakat untuk mengedepankan rasa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. 

Umat manusia sebagai saudara, tanpa permusuhan, tanpa saling membenci serta kemampuan 

untuk tidak pernah menghadirkan kekerasan di dalamnya menjadi representasi dari 

kesempurnaan sikap hidup manusia dalam mewujudkan dirinya  sebagai mahluk sosial. Nilai-

nilai tersebut jelas merepresentasikan sebuah kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan itu sendiri, 

sehingga wujud kasih sayang sebagai sebuah kebenaran merupakan tempat bersemayamnya 

Tuhan. Gandhi, berkata: “dimana ada kasih sayang disanalah Tuhan bersemayam”. (Gandhi, 

1988) 

Persepsi Gandhi yang demikian kuat terbentuk dari pengalaman panjang keperihan 

dan penderitaan yang dialaminya, serta pula dialami oleh masyarakat korban kekejaman 

perang. Perang dan kekerasan telah menghadirkan derita berkepanjangan yang implikasi 
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logisnya justru semakin menjebak manusia untuk menguatkan perilaku kekerasan dalam 

masyarakat. Dalam perang seringkali kekerasan hanya dilawan dengan kekerasan. Perilaku 

tersebut pada akhirnya hanya membentuk – meminjam terminologi Dom Camara sebagai 

spiral of violence (spiral kekerasan). Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan hanya akan 

melahirkan kekerasan terus menerus dan itu yang disaksikan oleh Gandhi dalam perjalanan 

hidupnya baik di Afrika Selatan maupun di India. (Dom Camara. 1971) 

Realitas tersebut membulatkan tekadnya untuk melakukan perjuangan satyagraha 

(Gandhi, 2001). Menurut Gandhi memulai langkahnya dengan menerapkan pola kehidupan 

ahimsa  (falsafah pantang kekerasan) kepada warga untuk menjadi semangat dalam 

menjalankan perjuangannya. Dia mengatakan bahwa: “ tidaklah mungkin sebuah perjuangan 

terhindar dari perilaku kekerasan, tatkala falsafah hidupnya tidak digerakkan oleh basis sikap 

perilaku yang juga menghindarkan diri dari kekerasan”. Artinya, falsafah hidup dapat 

berpengaruh secara massif ke dalam perilaku kongkrit masyarakat. Falsafah hidup 

menggerakkan manusia untuk menentukan sikap dan tindakannya. Itulah sebabnya Gandhi 

berkeyakinan bahwa falsafah hidup pantang kekerasan (ahimsa) harus merupakan landasan 

bagi setiap bentuk perjuangan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Kekerasan 

tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Kekerasan dilawan dengan kekerasan hanya akan 

memunculkan reproduksi kekerasan atau kekerasan jenis baru. (Gandhi.1988) 

Gandi menjelaskan pantang kekerasan dan gerakan tanpa kekerasan merupakan suatu 

kebaikan yang universal. Kedua basis tersebut bukan semata-mata sebagai suatu taktik politik 

dalam upayanya membebaskan rakyatnya dari kekuatan asing, namun semangat tersebut lahir 

dari suatu kesadaran batin tentang kesatuan spiritual dalam dirinya sendiri. (Gandhi. 1988)  

Thomas Merton memberikan penjelasan tentang keseluruhan konsep ajaran Gandhi yakni aksi 

pantang kekerasan dan satyagraha tidak akan dapat dipahami apabila dipikirkan sebagai suatu 

cara untuk mencapai persatuan serta bukan sebagai buah persatuan batin yang tercapai 

terlebih dahulu. (Thomas Merton. 1992) 

Melalui gerakan yang dilakukan oleh Gandhi, ahimsa dan satyagraha, ia berusaha 

mewujudkan tiga macam pembebasan; Pertama, ia ingin melepaskan kebijaksanaan religius 

India dari kebutaan dan kemerosotan yang sedang dialami.Kebijaksanaan religius India 

sebagai akibat ketidakadilan yang keterlaluan dari suatu sistem yang sudah menyalahi sifatnya 

sendiri yang sebenarnya. Kedua, ia ingin membebaskan kaum hina dina ‘Harijan’, bukan 
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hanya dari penindasan politik dan ekonomi melainkan juga dari mimpi buruk mereka yaitu 

kebencian diri serta keputusasaan mereka, dan Ketiga, Gandhi berkeinginan membebaskan 

para penindas sendiri dari ketergantungan mereka secara membabibuta dan tanpa harapan 

pada sistem yang mempertahankan keadaan seperti apa adanya. Ketiga upaya tersebut 

menunjukkan semangat Gandhi dari upaya untuk melakukan liberalisasi (pembebasan) umat 

manusia dari situasi-situasi yang bersifat sub-human. Yang bertidak kekerasan sekaligus yang 

tertimpa kekerasan pada dasarnya berada dalam derajat sub-human tersebut. 

Thomas Merton memaparkan yang menarik dalam konsepsi Gandhi tersebut adalah 

keluasannya, keterpaduannya dan kesatuannya. Gandhi telah memberikan ajaran sekaligus 

warisan kepada dunia bahwa kejahatan yang diderita umat manusia tidak dapat dibinasakan 

dengan serangan kekerasan, yakni satu bagian umat manusia menyerbu bagian yang lain 

dengan kemurkaan yang menghancurkan. Kejahatan yang terjadi pada umat manusia dalam 

masyarakat adalah kejahatan bersama dan pemecahannya-pun harus pemecahan bersama. 

(Thomas Merton. 1992) 

Perubahan masyarakat dengan demikian harus diawali terbentuknya pribadi luhur 

manusia penyusunnya. Sebagaimana dikatakan Gandhi bahwa tidak mungkin ada perdamaian 

di dunia tanpa jenis perubahan batin yang memulihkan manusia pada ‘hati-nurani’-nya. 

(Gandhi. 1982) namun dmeikian bagi Gandhi ahimsa (pantang kekerasan) merupakan hukum 

dasar bagi hidup manusia. Itulah sebabnya mengapa ahimsa dapat digunakan sebagai prinsip 

paling efektif untuk tindakan sosial, karena secara mendalam sesuai dengan kebenaran sifat 

alami manusia dan sesuai benar dengan keinginan bawaannya akan perdamaian, keadilan, 

ketertiban, kebebasan dan martabat pribadi. Oleh karena himsa (kekerasan) merendahkan dan 

merusak manusia, maka menghadapi kekerasan dengan kekerasan, dan kebencian dengan 

kebencian hanya akan menambah parahnya kemerosotan secara progresif dari manusia. 

Sedangkan pantang kekerasan kebalikannya, menyembuhkan dan memulihkan sifat alami 

manusia sembari memberikan kepadanya sarana bagi penyembuhan serta pemugaran 

ketertiban dan keadilan sosial. Ahimsa bukan suatu kebijakan untuk merebut kekuasaan. 

Ahimsa merupakan jalan untuk mengubah hubungan-hubungan agar terlaksana peralihan 

kekuasaan secara damai, dilakukan dengan sukarela tanpa desakan oleh semua yang 

bersangkutan. Oleh karena semua mengakuinya sebagai hak. (Gandhi. 1988) 
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Pantang kekerasan bagi Gandhi adalah kekuasaan yang dapat membentuk masyarakat. 

Kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat hanya dapat terwujud bila antara individu 

penyusunnya mempunyai kesadaran penuh untuk melaksanakan prinsip pantang kekerasan. 

“Pantang kekerasanmencakup pemurnian diri yang sesempurna mungkin bagi manusia. Bagi 

perorangan, kekuatan pantang kekerasan adalah dalam proporsi yang tepat sesuai dengan 

kemampuan, bukan kamauan, dari pengamat pantang kekerasan untuk menimbulkan 

kekerasan. Kekuatan yang tersedia bagi penganut pantang kekerasan selalu lebih besar 

daripada jika ia bersifat keras. Tidak ada kekalahan dalam pantang kekerasan. Ahimsa 

(pantang kekerasan) adalah satu-satunya kekuatan yang sejati dalam hidup. Ahimsa adalah 

satu-satunya hal yang permanen dalam hidup, satu-satunya mengandung arti, usaha apapun 

yang engkau limpahkan baginya adalah berguna sebaik-baiknya”. (Gandhi, 1972). 

Konsepsi masyarakat tanpa kekerasan yang dikonstatir Gandhi tersebut di atas 

mempunyai ciri khas. Hal tersebut dapat ditemukan dari bentuk-bentuk kekuatan yang 

menyusun bangunan dasar bagi masyarakat tersebut yang lebih bersifat spiritual daripada 

material. Spiritual dalam artian bahwa basis dasar masyarakat yang hendak dikembangkan 

oleh Gandhi berhubungan dengan aspek kerohanian manusia bukan aspek fisik dari kodrat 

kemanusiaan. 

Konskuensi logis dari penerapan ahimsa dalam pembentukan masyarakat tanpa 

kekerasan tersebut adalah diberlakukannya gerakan satyagraha atau perjuangan tanpa 

melibatkan unsur-unsur kekerasan. Gandi memaparkan secara detail jika satyagraha selalu 

lebih unggul dari perlawanan bersenjata. Untuk dapat mencapai tujuan dalam satyagraha, 

Gandhi selanjutnya memberikan tiga syarat; pertama, sang satyagrahi harus tidak mempunyai 

rasa benci kepada lawan; kedua, urusannya harus benar dan penting; ketiga, sang satyagrahi 

harus bersedia menderita sampai akhir. Muara dari semuanya adalah bahwa manusia dalam 

sosialitas harus memainkan hidup dengan cinta kasih antara sesama. Hanya dengan cinta 

kasih hidup menjadi bermakna, dan hanya melalui cinta kasih,  satyagraha dapat diwujudkan. 

(Gandhi, 1972). 

 

5.  Implikasi Pemikiran Gandhi Terhadap Pembentukan Masyarakat Sipil di Indonesia 

Sejak belakangan ini tema tentang masyarakat sipil di Indonesia mulai menunjukkan 

bentuknya. Hampir setiap saat ditemukan berbagai perdebatan panjang perihal konsepsi 
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masyarakat sipil yang cocok diterapkan di Indonesia, yang realitas masyarakatnya beragam 

dan multi-etnik. Realitas masyarakat yang demikian seringkali menyulitkan bagi terciptanya 

masyarakat sipil yang dicita-citakan. Apalagi, kenyataan menyebutkan betapa kemajemukan 

atau pluralitas tidak hanya menjadi kekuatan untuk mempersatukan (uniting factor), 

melainkan juga dapat berfungsi sebagai faktor pemecah belah (deviding factor). Berbagai 

konflik dan kekerasan yang muncul belakangan ini merepresentasikan betapa masih sulitnya 

keinginan untuk menciptakan masyarakat sipil yang dicita-citakan, yaitu masyarakat sipil 

yang mandiri, otonom dan jauh dari perilaku kekerasan. 

Berdasarkan fenomena kekerasan dan konflik yangterjadi di Indonesia, maka ajaran 

prinsip-prinsip etis yang dikembangkan Gandhi dalam ashram serta keyakinannya bahwa 

‘semua manusia bersaudara’ menemukan titik relevansinya. Sebagaimana diketahui, salah 

satu tema penting yang mengedepan dalam diskursus pemikiran di Indonesia belakangan ini 

adalah menguatkan ide tentang masyarakat sipil. Setelah lama hidup dalam bayang-bayang 

otoritarinisme kekuasaan negara pada massa Orde Baru, masyarakat Indonesia seolah terlepas 

dari kekuasaan yang hegomoni tersebut. 

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan yang bersifat hegomonik selalu 

mematikan potensi-potensi penguatan masyarakat sipil. Berakhirnya kekuasaan yang 

hegomonik semasa Orde Baru memberikan inspirasi dan semangat baru bagi munculnya ide-

ide penguatan masyarakat sipil. Artinya, selama ini negara menguasai hampir keseluruhan 

sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga ruang-ruang ‘rakyat’ yang secara kultural 

tumbuh subur dalam masyarakat menjadi tidak berkembang atau sengaja dimatikan. 

Akibatnya, masyarakat menjadi tergantung secara berlebihan pada negara. Implikasi logisnya, 

ketika negara dalam keadaan tidak stabil atau mengalami kemunduran peran, maka situasi 

masyarakat berada dalam kondisi yang chaos (kacau). Fenomena merebaknya konflik dan 

disintegrasi bangsa di berbagai belahan daerah merepresentasikan suatu bukti terjadinya 

ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola kepentingan dan perbedaan yang berkembang. 

(Antonio Gramsci. 1991) 

Menurut Umar Kayam Implikasi logisnya adalah situasi anarki atau pemecahan 

masalah dengan kekerasan telah menjadi satu-satunya jalan bagi masyarakat. Realitas ini 

membuktikan terjadinya situasi paradoks dalam perubahan masyarakat di Indonesia pasca-

reformasi nasional. Di satu sisi menginginkan terjadinya penguatan masyarakat sipil yang 
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mandiri, lepas dari intervensi negara, tetapi di sisi lain justru melahirkan fenomena konfliktual 

yang semakin terakumulasi. Padahal basis dasar dari masyarakat sipil adalah kemampuan 

untuk mengelola perbedaan dan persoalan melalui kultur masyarakat dialog. Kultur 

masyarakat dialog mencerminkan kekuatan untuk menghormati kepentingan yang berbeda 

dan penyelesaiannya juga harus meminimalkan terjadinya konflik antar kelompok. (Tim 

Maulana, 1999) 

Basis masyarakat sipil yang seharusnya dikembangkan di Indonesia adalah penguatan 

masyarakat yang mengedepankan; (1) dialog dalam menyelesaikan masalah, (2) menjauhkan 

diri dari perilaku konfliktual dankekerasan, (3) mengedepankan kepentingan bersama atas 

dasar nilai-nilai kemanusiaan, dan (4) mempunyai kemandirian dalam segala bidang, sosial, 

politik dan ekonomi. Kemandirian dalam konteks ini adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah sendiri tanpa keterlibatan kekuatan lain, termasuk negara. 

Kemandirian di bidang ekonomi misalnya, menunjukkan satu sisi kekuatan dari masyarakat 

sipil untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (AS. Hikam, 1999) 

Prinsip-prinsip yang demikian menunjukkan relevansinya dengan ajaran Gandhi yang 

terdapat dalam 11 prinsip etik yang harus dipatuhi oleh warga ashram. Kesebelas prinsip etik 

tersebut merupakan kekuatan untuk mewujudkan kemandirian secara penuh dalam 

masyarakat dari berbagai bentuk hegomoni dan intervensi oleh kekuatan manapun. Melalui 

penerapan ajaran Gandhi, maka dapat diciptakan suatu komunitas teladan yang dalam konteks 

ini minimal dinamakan sebagai civil society (masyarakat sipil). Menurut Umar Kayam  salah 

satu yang memberikan dasar bagi perlunya ide-ide penguatan masyarakat sipil adalah 

pentingnya prinsip harmoni sosial, yang mengandung pengertian untuk tidak menciptakan 

situasi chaos (kekacauan) yang dapat merusak hubungan antar manusia. (Tim Maulana, 1999) 

Masyarakat sipil dalam hal ini pada dasarnya merupakan suatu model masyarakat yang 

tercipta berkat partisipasi yang penuh kebebasan oleh sejumlah manusia yang masing-masing 

dalam kedudukan yang berkesamaan derajat, berkomitmen untuk membangun bersama suatu 

komunitas politik yang disebut Negara, Dalam kehidupan modern yang penuh dengan cita-

cita pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan, maka 

pembentukan masyarakat sipil merupakan realitas yang harus dikedepankan. (Soetandyo 

Widnjosoebroto, 1999). 
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Masyarakat sipil yang demikian adalah realitas hilangnya bentuk penindasan sekaligus 

ketertindasan dari manusia. Pembentukan masyarakat sipil merupakan keniscayaan untuk 

menghilangkan berbagai bentuk kekerasan sekaligus perilaku yang mengedepankan kekerasan 

di dalamnya. Prinsip dasar yang hendak dibangun dalam konsep masyarakat sipil pada 

dasarnya adalah pengarus-utamaan tema-tema kepentingan bersama di atas, kepentingan 

sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai yang bersifat universal. Prinsip 

ini dalam banyak hal diyakini oleh Gandhi sebagai moralitas bersama yang harus dianut dan 

dijalankan oleh setiap warga agar kehidupan umat manusia tidak dilandasi oleh nafsu untuk 

menguasai orang lain. Sebagaimana pernah diyakini Gandhi bahwa ‘semua manusia 

bersaudara’, sehingga setiap manusia harus menghormati orang lain atas dasar kemanusiaan 

sebagai nilai yang berlaku secara universal. 

 

Kesimpulan  

Secara eksplisit Gandhi tidak pernah memberi batasan dan pemahaman mengenai 

masyarakat. Pemahamannya tentang masyarakat selalu terintegrasi dengan gagasan-gagasan 

besarnya tentang perlunya tatanan dalam masyarakat yang harmonis dan terhindar dari prilaku 

konfliktual. Namun demikian, Gandhi adalah seorang yang  konsisten memegang pendirian dan 

keteguhan hati untuk membangun komunitas yang mengedepankan harmoni sosial, maka ia 

selalu berusaha menampilkan suatu konsepsi tentang konstruksi masyarakat dan bukan 

pengertian masyarakat. 

Konstruksi masyarakat yang diinginkan Gandhi adalah masyarakat nir-kekerasan (non 

violence), hal ini memungkinkan dicapai hanya  melalui komitmen warganya untuk menjalankan 

prinsip ahimsa dan satyagraha. Ahimsa adalah falsafah pantang kekerasan dan satyagraha 

adalah aksi perjuangan yang tidak mengenal kekerasan. Hal ini dicoba diterapkan Gandhi pada 

ashram, yang kemudian warga ashram  menjadi komunitas tauladan yang diidamkan. 

Mencermati fenomena kekerasan dan konfliktual yang terjadi di Indonesia, maka prinsip-

prinsip etis masyarakat yang dikembangkan Gandhi dalam ashram serta keyakinannya bahwa 

‘semua manusia bersaudara’, menjadi menemukan titik relevansinya bagi masyarakat Indonesia 

yang menginginkan terbentuknya masyarakat sipil (civil society). Prinsip dasar yang hendak 

dibangun dalam masyarakat sipil adalah pengarus-utamaan tema-tema kepentingan bersama dan 

kepentingan individu pada nilai-nilai kemanusiaan yang  universal. 
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Abstract 
Indonesian football turns to be a “colosseum” of yearly political conflict among political “gladiators”. 
The government aware that according to the history, there is a closeness between football and politics. 

The government also aware that football can be used as a soft power to stay existed on the international 

stage. The problem is, the international football federation prohibit the intervention of the government 
and give a punishment in the shape of suspension for the violators. This paper used a case study method 

to explain the phenomenon. The government choose using a political figure to indirectly resolute the 

conflict and govern the football. The military-political figure tends to have suitable characteristics to help 

the government. However, the political figure has a personal political ambition. It is reasonable in 
Indonesia. 

Keyword: Sports governance, political figure, public spaces, conflict resolution, political 

communication. 

 

Abstrak 
Sepak bola Indonesia menjadi “koloseum” konflik politik menahun bagi para “gladiator” politik. 

Pemerintah menyadari bahwa menurut sejarah, ada kedekatan antara sepak bola dan politik. Pemerintah 

juga menyadari sepak bola dapat digunakan sebagai kekuatan halus untuk eksis di panggung 
internasional. Permasalahannya, federasi sepak bola internasional melarang intervensi pemerintah dan 

memberi hukuman berupa pembekuan bagi negara pelanggar. Paper ini menggunakan metode studi 

kasus untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Pemerintah memilih menggunakan figur politik untuk 

secara tidak langsung menyelesaikan konflik dan mengelola sepak bola. Figur politik militer memiliki 
karakteristik untuk memuluskan rencana pemerintah. Meskipun demikian, figur politik juga memiliki 

ambisi politik pribadi. Hal itu wajar di Indonesia. 

Keyword: Tata kelola olahraga, figur politik, ruang publik, resolusi konflik, komunikasi politik. 
                     . 

 

 

 

 

Pendahuluan   

Pada panggung internasional, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

berlaku sebagai TNC (transnational corporations) pemasaran sepak bola global sekaligus NGO 

(non-governmental organization). Posisi FIFA sebagai aktor non-negara yang memiliki 
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kekuasaan dalam politik. Kasus dominasi politik FIFA menjadi contoh bagaimana sudut pandang 

neo-liberal berlaku di ranah global. Sebagai TNC, FIFA memiliki TPR (transnational private 

regulation), semacam regulasi yang memungkinkan penetapan regulasi dan standar global terkait 

suatu isu. Batas negara tidak berlaku dalam konteks TNC (Meier & Garcia, 2015). Statuta FIFA 

merupakan wujud TPR dari FIFA. Statuta FIFA merupakan Lex Sportiva yang berfungsi untuk 

menyelesaikan konflik dualisme dari sepak bola suatu negara (Aruan, Sirait, Leviza, 2014). 

Pemerintahan FIFA merujuk pada hierarkis kekuasaan vertikal. FIFA membawahi 

kompetisi regional, kompetisi nasional, klub, dan pemain. Pengaruh FIFA sampai ke pemain 

sebagai individu (Amara et al, 2005). Pada tahun 2005, FIFA semakin menunjukkan dominasi 

melalui kebjakan “suspension” (pembekuan). FIFA menegasi pihak-pihak diluar mereka untuk 

melakukan intervensi. Sasaran utama FIFA tidak lain adalah pemerintahan negara. Intervensi 

pemerintah merupakan alasan paling umum suspensi FIFA. Antara 2004-2013, sepak bola 17 

negara merasakan sanksi FIFA karena intervensi pemerintah.Guatemala, Kenya, Macau, Yaman, 

Yunani, Iran, Kuwait, Albania, Madagascar, Chad, Iraq, Ethipia, Peru, Brunei Darussalam, El 

Salvador, Nigeria, dan Kamerun adalah negara-negara yang terkena sanksi tersebut (Meier & 

Garcia, 2015). 

Di dalam ekosistem sepak bola suatu negara, terdapat banyak stakeholder (pemangku 

kepentingan) yang terlibat. Selain FIFA dan pemerintahan negara, ada pengaruh juga dari 

pemerintah kota, federasi regional, suporter, agen, lembaga penyiaran terrestrial, lembaga 

penyiaran satelit, klub kecil, klub semi-major, klub G14, dan FIFPRO selaku lembaga yang 

mengurusi pemainPemerintah bukan satu-satunya pemangku kepentingan dalam sepak bola. Dari 

semua pemangku kepentingan, FIFA muncul sebagai kekuatan terkuat yang dapat mengatur 

semuanya (Amara et al, 2005). Pemerintah berkepentingan untuk memajukan sepak bola. 

Sebagai olahraga rakyat, sepak bola mampu menjadi hiburan sekaligus menjadi pendongkrak 

ekonomi negara. Sepak bola juga dapat menjadi soft power bagi suatu negara (Santosa, 2017).  

Eksistensi di dunia internasional menjadi fokus pemerintah Indonesia. Gerakan tersebut 

dimulai khususnya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keaktifan dalam 

dunia internasional menjadi salah satu indikator kebangkitan Indonesia. Sepak bola adalah salah 

satu jalan bagi pemerintah untuk lebih aktif di dunia internasional. Selain itu, konflik yang terjadi 

di dalam negara harus segera diselesaikan, apalagi konflik yang sudah mengganggu stabilitas 

nasional (Santosa, 2017). 
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Belajar dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), negara tersebut menggunakan sepak bola 

untuk visi negara superpower. Sedangkan, sepak bola Asia saat ini mulai memperoleh tempat di 

dalam percaturan sepak bola internasional. Oleh karena itu, jika sepak bola Indonesia mengalami 

konflik berkepanjangan, maka sesegera mungkin harus diselesaikan (Santosa, 2017). 

Sepak bola Indonesia memiliki karakteristik unik. Dari sejak sebelum kemerdekaan, 

sepak bola Indonesia selalu digunakan untuk kepentingan politik. Archetti (2005) menentang 

bahwa sepak bola bukan tentang politik, namun, kenyataannya, sepak bola Indonesia sangat erat 

kaitannya dengan politik. Aktor-aktor politik dan partai politik mengintervensi jalannya 

persepakbolaan nasional (Colombijn, 2000). Pemerintah Indonesia sadar telah terjadi konflik 

bertahun-tahun di dunia sepak bola nasional. Konflik sepak bola berkaitan dengan politik. Oleh 

karena itu, pemerintah berkeinginan untuk menyelesaikannya. Namun, ego kedua kubu yang 

berkonflik sangat besar, pemerintah memerlukan cara khusus yang relatif aman di bawah 

pengawasan FIFA (Ariyanto, 2013).  

Secara khusus, Colombijn menyayangkan bahwa sepak bola Indonesia, khususnya terkait 

politik, kurang menarik minat kaum akademisi. Bidang tersebut hanya dikaji oleh jurnalis. Oleh 

karena itu, riset terkait politik sepak bola seharusnya diperbanyak. Colombijn dan Santosa 

mempelajari politik sepak bola berkonteks Indonesia. Bowen, Amara, dan kolega, Archetti, 

Meier & Garcia, mempelajari politik sepak bola berkonteks internasional. 

Pengamatan terhadap riset-riset sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa belum ada 

yang secara rinci membahas peran pemerintah dan figur politik kalangan militer dalam sports 

governance (tata kelola olahraga), khususnya di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah 

bagaimana tata kelola pemerintah Indonesia dalam olahraga. Tulisan ini mengidentifikasi peran 

pemerintah dan figur politik dalam mengelola olahraga. Tulisan ini terbagi menjadi empat poin 

penting dalam menjelaskan manajemen sepak bola dengan figur politik. Pertama, penjelasan 

figur politik dan komunikasi politik dalam ruang publik. Kedua, model tata kelola olahraga 

internasional dan kekuatan halus. Ketiga, model tata kelola olahraga Indonesia dan resolusi 

konflik. Juga, penglibatan figur politik serta konsekuensi negatif penglibatan figur politik.  

 

Metode  

Pada dasarnya sebuah penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban 

terhadap pertanyaan yang ingin diketahui penulis. Tulisan tentang manajemen sepak bola dengan 
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figur politikini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis 

berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan 

yang ada. Oleh karena itu, metode deskriptif di sini diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian, 

yaitu menggambarkan secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. 

Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus diperlukan 

untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa tentang fenomena yang dijadikan tujuan 

riset. Penelitian studi kasus ini hanya mengambil satu fenomena, yaitu tata kelola olahraga oleh 

pemerintah Indonesia dengan figur politik. Pemilihan kasus untuk studi kasus dengan dilengkapi 

alasan. Peneliti menemukan bahwa kecenderungan pemerintah untuk intervensi dengan cara 

tidak langsung di bawah bayang-bayang ancaman hukuman dari federasi sepak bola 

internasional menjadi isu menarik (Boue & Kjaer, 2010). 

Penulis menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi 

pustaka, buku-buku, jurnal, laporan penelitian, prosiding konferensi, dan data dari situs yang 

reliabel yang terkait dan mendukung data penelitian ini. Dalam tulisan ini digunakan tiga alur 

untuk mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dan diamati (Sugiono, 2011). 

Metode studi deskriptif kualitatif telah digunakan oleh Colombijn dan Santosa untuk 

mempelajari politik sepak bola berkonteks Indonesia. Colombijn (2000) menggunakan studi 

deskriptif kualitatif untuk menganalisis aspek kontinuitas sepak bola Indonesia, peran sepak bola 

terhadap perubahan sosial, serta peran aktor-aktor politik dalam sepak bola Indonesia. Santosa 

(2017) menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk mempelajari bagaimana negara Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT) mengelola soft power sepak bola untuk menjadi negara superpower. 

Selain melibatkan pemerintah, pengelolaan juga melibatkan sektor bisnis. 

Selain itu, metode studi deskriptif kualitatif juga digunakan oleh Bowen, Amara, dan 

kolega Archetti, Meier & Garcia dalam meneliti politik sepak bola dalam konteks internasional. 

Sesuai dengan riset-riset terdahulu, data diperoleh melalui literatur akademis dan media massa. 

Bowen menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk meneliti peran tentara PBB dalam 

mengintervensi situasi suatu negara. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan sepak 

bola, namun peran tentara dalam penyelesaikan konflik dijelaskan secara rinci dalam riset 

tersebut. 

Amara dan kolega menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk memetakan beberapa 

model intervensi pemerintah dalam sepak bola. Beberapa negara menjadi contoh kasus yang 
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diteliti, secara khusus mewakili karakteristik yang berbeda-beda. Archetti menggunakan studi 

deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasikan kebimbangan moral yang terjadi antara politik 

dan sepak bola. Konteks yang diambil adalah dalam penyelenggaraan event internasional Piala 

Dunia di Argentina yang bersamaan dengan kondisi junta militer. 

Meier & Garcia meneliti bagaimana tiga negara berusaha melawan dominasi FIFA 

sebagai TNC. Namun, pada akhirnya, ketiganya harus menggunakan cara yang direstui FIFA 

untuk menyelesaikan konflik sepak bola. Dari beberapa riset tersebut, menjadi alasan peneliti 

menggunakan metode studi deskriptif kualitatif. Pengambilan data dari media massa sebagai 

pelengkap, karena data primer penelitian politik dan sepak bola berkonteks Indonesia belum 

banyak tersedia, seperti yang diungkapkan oleh Colombijn. 

  

Hasil danPembahasan 

Figur Politik dan Komunikasi Politik dalam Ruang Publik 

Politisi berusaha meraih tujuan mereka melalui komunikasi politik dalam ruang publik. 

Politisi berkomunikasi untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Politisi dapat 

memanfaatkan ruang publik, seperti dijelaskan Habermas, sebagai ruang penghubung antara 

publik dan pemerintah. Politisi dapat memanfaatkan media massa untuk mendominasi ruang 

publik. Ketika memperoleh akses kepada ruang publik, politisi dapat mempengaruhi masyarakat 

selaku calon pemilih (Iqbal, 2016).  

Sepak bola merupakan cabang olahraga terpopuler di Indonesia. Sepak bola dianggap 

sangat menarik untuk dimanfaatkan para politisi. Mereka bisa menggunakan sepak bola untuk 

memperoleh imej positif, memperoleh pendanaan, dan memperoleh peliputan media yang luas 

(Dorsey & Sebastian, 2016). Sepak bola merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh 

politisi. Ketika politisi berhasil masuk ke sepak bola, maka mereka secara otomatis memperoleh 

ruang publik untuk berkampanye. Sepak bola adalah ruang publik yang banyak memperoleh 

visibilitas, khususnya di Indonesia (Iqbal, 2016). 

Politisi di Indonesia bahkan berani menjalankan cara kotor pengaturan skor untuk 

kepentingan politik. Pengaturan skor merupakan cara yang dilakukan politisi lintas generasi 

(Colombijn, 2000). Pengaturan skor untuk politik, merupakan cari bagi figur politik untuk 

memperoleh visibilitas dalam ruang publik. Politisi menggunakan beranekaragam cara untuk 

mempengaruhi hasil pertandingan tim yang mereka dukung. Ketika tim yang mereka dukung 
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menang, maka politisi secara otomoatis akan lebih sering memperoleh atensi media massa. 

Atensi media massa, bagi politisi dapat berarti memperoleh ruang publik, sedangkan ruang 

publik berarti visibilitas (Iqbal, 2016). 

Perebutan ruang publik, pada akhirnya menghasilkan konflik politik. Konflik internal 

dalam federasi sepak bola Indonesia, PSSI, bermula dari perubahan sistem kompetisi Liga 

Indonesia yang digaungkan ketua umum terpilih pada September 2011, Djohar Arifin 

Husein.Anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI, La Nyalla Mattalitti meminta liga tidak diubah 

dan kepengurusan lama era ketum Nurdin Halid dimasukkan dalam kepengerusan PSSI yang 

baru. Djohar menentang tuntutan La Nyalla, dan menjalankan kompetisi dengan format baru 

bernama Liga Primer Indonesia (LPI). Kompetisi ini memecah exco PSSI menjadi dua 

kelompok. Dari sinilah, kemudian terjadi dualisme PSSI dan KPSI. KPSI adalah federasi 

bayangan yang dibuat untuk menentang kebijakan PSSI (Sammy, 2012). 

Media massa dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mewujudkan 

tujuan mereka. Konflik dapat dipertajam dan diperjelas dengan adanya media massa. 

Hiperrealitas yang dibangun media massa, dramatisasi melampau realitas, menjadi ancaman bagi 

resolusi konflik. Konflik lanjutan akan tersulut melalui provokasi figur politik (Anggoro, 2014). 

Sekilas, konflik dualisme sepak bola yang dimulai tahun 2011 tersebut bukan merupakan 

konflik politik. Kedua disputan punya prinsip masing-masing untuk tetap berkonflik. Namun, 

pada perjalanannya, kedua ketua federasi Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti, menjadikan 

sepak bola sebagai jalan memperoleh visibilitas politik. Djohar mendeklarasikan diri berhasrat 

mendaftar sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Langkat untuk pemilihan umum (pemilu) 

2018 (Santama, 2017). La Nyalla juga berkeinginan menjadi calon kepala daerah di Provinsi 

Jawa Timur untuk pemilu di tahun yang sama (Priyasidarta, 2017). Selain keduanya, mantan 

ketum PSSI sebelumnya, Nurdin Halid, juga berkeinginan maju sebagai calon kepala daerah di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Wirabhuana, 2017). 

Sepak bola merubah masyarakat. Pertarungan sepak bola bergeser dari etnis ke wilayah, 

hal ini menandakan suatu integrasi karena identitas bergeser pada pembagian wilayah. Dulu 

sepak bola mempertemukan perlawanan nasionalisme dan kolonialisme. Sekarang, pemimpin 

memanfaatkan sepak bola untuk mengalahkan rivalnya untuk menumbuhkan sikap kedaerahan 

dan membuat imej positif (Colombijn, 2000). 
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Politisi, ketika muncul di ruang publik, akan mengelola visibilitas (tampilan) secara 

khusus. Sebagai figur publik, politisi akan menunjukkan nilai-nilai pribadi yang melekat pada 

mereka. Masyarakat akan menilai imej seorang politisi seperti politisi memposisikan diri mereka 

di ruang publik. Publik dapat berkomunikasi sekaligus mengamati dimensi simbolis dari politisi. 

Visibilitas terkait dengan representasi sosial. Politisi dapat memunculkan citra "pahlawan" 

maupun "orang biasa", atau menonjolkan sifat-sifat khusus. Sifat-sifat humanis yang ditunjukkan 

politisi di ruang publik dapat berupa kekuatan, kejujuran, dapat dipercaya  (Iqbal, 2016). 

 

Model Tata Kelola Olahraga Internasional dan Soft Power 

Tata kelola (governance) merupakan pergeseran dari pemerintahan (government). 

Perbedaan dari tata kelola dan pemerintahan yaitu pada prosesnya. Pemerintahan bersifat 

intervensi langsung, sedangkan tata kelola bersifat intervensi tidak langsung. Dominasi FIFA 

mengharuskan sepak bola dikelola secara tidak langsung, oleh karena itu, pemerintah 

memerlukan tata kelola yang tepat (Amara et al, 2005). 

Tata kelola sepak bola di Indonesia berbeda dengan lima negara yang diteliti oleh Amara 

dan kolega. Federasi sepak bola Inggris (FA) juga pernah mengalami konflik domestik dalam hal 

kompetisi seperti di Indonesia, namun berbeda penanganan. Inggris pernah mengalami konflik 

kompetisi domestik yang saat ini bertransformasi menjadi Premier League (Liga Primer Inggris). 

Tahun 1985, Manchester United, Liverpool, Everton, Arsenal, dan Spurs bersama-sama mogok 

dengan tuntutan adanya kompetisi tandingan kecuali tim-tim tersebut memperoleh pemasukan 

kontrak televisi yang lebih tinggi. Keinginan kelima klub tersebut juga tidak serta merta 

terwujud. Pada tahun 1961, gaji maksimum dihilangkan. Liga yang sudah terbentuk profesional 

sejak tahun 1885 tersebut menunjukkan dinamisme menuju atmosfer yang lebih kompetitif. Pada 

tahun 1965, BBC menayangkan “Match of the Day” dengan bayaran besar untuk klub peserta. 

Klub menyadari bahwa liga semakin kompetitif, mereka membutuhkan pemasukan yang lebih 

banyak melalui pengelolaan yang lebih profesional. Klub-klub bernegosiasi dengan stasiun 

televisi hingga tersepakati pada tahun 1992. Liga Primer Inggris dimulai sejak didukung stasiun 

televisi BskyB dan BBC. Liga memperoleh kontrak komersial yang tinggi pasca terbentuk Liga 

Primer Inggris (Amara et al, 2005). 

Satu hal yang unik, pada masa tersebut, FIFA cenderung menerima jadi hasil 

pemberontakan klub Inggris tersebut. Bahkan, bersama Uni Eropa, FIFA mengandemen sistem 
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transfer pemain. Pada fase-fase tersebut, dominasi FIFA belum sekuat saat ini, namun hal itu 

dapat disebabkan konflik dapat selesai tanpa campur tangan pemerintah Inggris. Peran 

pemerintah, khususnya nasional dan lokal, sangat rendah dalam sepak bola Inggris. Pembentukan 

Task Force adalah peran pemerintah dalam penyelesaian konflik, namun, lima klub besar dan 

media menjadi pemangku kebijakan utama. Dari model neo-liberal Inggris tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa konflik bukan merupakan hal yang harus dihindari. Konflik jika dikelola 

dengan benar, maka akan berdampak pada kondisi yang lebih baik bagi pemangku kebijakan 

yang terlibat dalam industri sepak bola (Amara et al, 2005). .  

Hampir mirip dengan model Inggris, intervensi pemerintah pusat di Jepang juga cukup 

rendah. Namun, pemerintah lokal memiliki kekuatan yang dominan. Bersama sektor bisnis dan 

korporat, pemerintah lokal mengelola sepak bola Jepang, termasuk penyediaan fasilitas semisal 

stadion. Kondisi terbalik terjadi di sepak bola RRT dan Perancis. Peran pemerintah sangat besar, 

khususnya di RRT. Hampir seluruh kepentingan terkait sepak bola RRT dibatasi oleh 

pemerintahan negara dan lokal. Di Perancis, peran klub hanya mempengaruhi, tidak dapat 

menginisiasi konflik terbuka seperti di Inggris. Selain ujung kiri dan kanan dalam bandul tata 

kelola sepak bola keempat negara (Inggris, Japan, Perancis, dan RRT), ada kondisi yang berada 

di tengah-tengah. Sepak bola Algeria menjadi contoh kasus yangmana pemerintah memiliki 

peran intervensi pada taraf sedang. Ada variasi tingkat pengaruh pemerintah dalam pengelolaan 

sepak bola dari negara-negara tersebut (Amara et al, 2005). 

Jika dibandingkan dengan beberapa negara yang telah disebut, pemerintah Indonesia, 

baik pusat maupun lokal, memiliki niat yang tinggi untuk mengintervensi sepak bola . Konflik di 

Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Disputan merupakan dua federasi (PSSI 

dan KPSI) dalam satu negara, keduanya didasari oleh kepentingan politik (Colombijn, 2000; 

Amara et al, 2005). Intervensi pemerintah dapat berupa kekuatan halus. Negara adalah tentang 

kekuatan terhadap negara lain. Kekuatan halus ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 

mempengaruhi pihak-pihak lain. Kelebihan kekuatan halus ini terletak pada minimnya 

penggunaan pemaksaan maupun kekerasan (Alunaza& Sanjaya, 2016). 

 

Model Tata Kelola Olahraga Indonesia dan Resolusi Konflik 

Olahraga merupakan salah satu alat untuk melanggengkan atau menghentikan konfrontasi 

dan konflik. Olahraga merupakan alat diplomasi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. 
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Olahraga juga menjadi alat untuk memperomosikan atau melindungi kepentingan (Bang, 2012). 

Sepak bola di Indonesia dapat menjadi sumber konflik (Colombijn, 2000).  

Resolusi konflik dapat dijalankan dengan menempatkan figur politik dengan 

kepemimpinan kuat. Kepemimpinan kuat merupakan faktor utama dalam perundingan 

perdamaian. Pemimpin yang kuat juga diperlukan dalam menyelesaikan konflik. Sikap dan 

perilaku pemimpin tersebut penting untuk menyelesaikan konflik (Bağriyanik, 2016). 

Figur politik sejak sebelum kemerdekaan terbiasa melakukan intervensi dalam dunia 

sepak bola Indonesia. Dibandingkan dengan kasus Inggris, dimana konflik dimulai oleh klub-

klub besar di negara tersebut. Tujuan konflik di sepak bola Inggris cenderung berasaskan bisnis, 

bukan politik (Colombijn, 2000; Amara et al, 2005). Dalam kondisi konflik politik di Indonesia, 

FIFA mengancam memberikan sanksi jika konflik tidak diselesaikan (Sammy, 2012).  

FIFA menganggap Liga Super Indonesia (LSI), liga yang dikelola KPSI, adalah liga 

tandingan yangmana orang-orang didalamnya tidak boleh mengikuti agenda FIFA. PSSI diminta 

FIFA segera menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, KONI muncul sebagai penengah 

dalam rekonsiliasi kedua belah pihak. KPSI tidak bergeming, bahkan mengadakan kongres 

tandingan. Pada Maret 2012, PSSI mengakui KPSI untuk menghindari ancaman dari FIFA. 

Kemunculan FIFA ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi politik sepak bola nasional 

(Sammy, 2012). 

Sempat berdamai untuk meredam faktor eksternal dari FIFA, kedua disputan masih 

berkonflik hingga perwakilan pemerintah turun tangan. Pada tahun 2015, Menteri Pemuda 

Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi turun tangan. Pada 17 April 2015, Menpora menerbitkan 

Surat Keputusan berisi pembekuan PSSI. Sehari setelahnya, PSSI mengangkat La Nyalla 

Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019. Namun, La Nyalla tidak diakui karena 

PSSI dalam kondisi beku oleh pemerintah. Selanjutnya, Menpora mengirimkan surat ke FIFA 

uintuk menjelaskan kronologi konflik dalam PSSI. Wakil Presiden Jusuf Kalla mencoba 

menengahi kedua belah pihak dengan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), namun belum 

terselesaikan. Sekali lagi, intervensi FIFA kembali muncul dengan ancaman sanksi pada tanggal 

29 Mei 2015. PSSI menggugat SK Pembekuan ke PTUN, sedangkan Menpora melarang 

pertandingan ISL melalui kepolisian. Selanjutnya, kompetisi berhenti di tengah jalan, hingga 

sebagian publik sepak bola memprotes Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik ini. 

Pemerintah melalui Menpora membentuk Tim Transisi (TT) untuk mengambil alih fungsi PSSI 
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yang beku. Selanjutnya, TT mencoba berkomunikasi dengan FIFA namun ditolak. FIFA justru 

meminta PSSI mencabut SK Pembekuan PSSI sebelum tanggal 29 Mei 2015 (Christian, 2015).  

Selanjutnya, karena konflik belum selesai, FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia 

pada tanggal 30 Mei 2015. Indonesia tidak dapat mengirimkan wakil tim nasional maupun klub 

ke pertandingan tingkat internasional yang dibawah FIFA. Karena mengagnggap campur tangan 

pemerintah dalam PSSI cukup besar, FIFA mencantumkan syarat pencabutan sanksi. FIFA 

mensyaratkan PSSI harus bebas dari intervensi pemerintah. Setahun terkena sanksi, FIFA 

mencabut sanksi terhadap Indonesia pada tanggal 13 Mei 2016, hal ini dilakukan setelah 

Menpora mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI (Susanto, 2016). 

Dengan pemberian sanksi ini, sebagai faktor eksternal FIFA memegang peran penting 

dalam mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri. Pemerintah juga melakukan aktivitas yang 

dilarang oleh FIFA sendiri, yaitu mengintervensi PSSI. Sebagai TNC yang memiliki TPR, FIFA 

menggunakan regulasi untuk menundukkan pemerintah. FIFA bahkan dapat memaksa 

pemerintah untuk memfasilitasi resolusi konflik. Posisi tawar FIFA sangatlah kuat, karena FIFA 

adalah satu-satunya jalur partisipasi sepak bola dunia (Meier & Garcia, 2015).  

Statuta FIFA berfungsi sebagai Lex Sportiva dalam komunitas internasional. Lex 

Sportiva adalah hukum transnasional yang dapat digunakan untuk menghukum stakeholder sepak 

bola. Hukum bersifat self-regulatory, yang artinya dirumuskan secara sepihak oleh FIFA namun 

bersifat mengikat. Pemerintah menyelesaikan sengketa dengan membimbing dan memfasiltiasi 

berpegangan dengan instruksi FIFA. Hal ini akhirnya dianggap bukan bentuk intervensi. Negara 

sebaiknya hanya turun tangan, bukan campur tangan, secara strategis, terbatas, dan fokus sesuai 

dengan kapasitas dan kompetensinya (Aruan, Sirait, Leviza, 2014). 

Jika menentang, maka industri sepak bola akan disingkirkan dari panggung internasional. 

Selain itu, jika memperoleh sanksi, subsidi FIFA terhadap suatu negara akan dicabut, begitupula 

perlindungan para pemain. Jika hal ini terjadi, maka banyak sekali pemangku kebijakan yang 

terkena imbas dari sanksi FIFA. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa intervensi secara 

langsung bukan merupakan solusi yang tepat (Meier & Garcia, 2015). 

 

Penglibatan Figur Politik dari Tentara 

Dengan adanya sanksi FIFA, pemerintah Indonesia melibatkan figur politik untuk 

mengintervensi PSSI. Jika sebelumnya menggunakan SK Pembekuan, saat ini pemerintah 
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menggunakan figur politik yang diinjeksikan ke dalam tubuh PSSI. Pengaruh pemerintah 

Indonesia diarahkan untuk pemenangan Edy Rahmayadi untuk Ketua Umum PSSI yang baru. 

Pada tanggal 10 November 2016, PSSI resmi mengangkat Edy Rahmayadi. Edy adalah figur 

dalam militer dengan jabatan Pangkostrad. Edy melengkapi deretan ketua umum PSSI dari 

militer, setelah Ali Sadikin, Maulwi Saelan, Kardono, dan Agum Gumelar. Ketua umum dengan 

latar belakang militer dianggap sebagai pribadi yang teguh pendirian, tegas, dan tepat untuk 

meresolusi konflik PSSI (Pandit Football, 2016). 

Peran tentara dalam resolusi konflik dapat dipelajari dari konflik antara pemerintah 

Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik pemerintah Indonesia dan GAM 

dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1976. Presiden dari kalangan 

militer, Soeharto, memulai konflik dengan GAM setelah deklarasi sepihak mereka untuk 

memerdekakan Aceh. Konflik tetap berjalan meskipun sudah beberapa kali berganti presiden. 

Konflik berhenti pada tahun 2005 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

(Bağriyanik, 2016). 

Uniknya, penelitian Bağriyanik (2016) membandingkan resolusi konflik yang terjadi di 

dua negara. Pemerintah Indonesia berkonflik dengan GAM, sedangkan Pemerintah Turki dengan 

Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), gerakan suku Kurdi. Pemerintah Indonesia berhasil 

menghentikan konflik menahun, sedangkan Pemerintah Turki gagal. Perbedaannya adalah 

kepemimpinan militer yang tepat. 

SBY menolak untuk melanjutkan konfrontasi dengan GAM, namun memilih jalur 

negosiasi. Bahkan, SBY memberhentikan Panglima TNI saat itu. Ryamizard Ryacudu. Posisi ini 

menunjukkan kepada disputan niat pemerintah untuk menggeser konflik ke meja negosiasi. 

Sikap dan perilaku SBY sebagai pemimpin militer ini menjadi pembeda dalam resolusi konflik 

ini (Bağriyanik, 2016). Jika diamati dari sudut pandang perilaku, kepemimpinan  politik sangat 

dipengaruhi latar belakangnya (Burns, 2010). Dengan latar belakang militer, otomatis Edy sejak 

dini dididik untuk berjiwa nasionalis dan membela negara. Didikan nasionalisme ini cenderung 

berbeda dibandingkan ketua umum yang berasal dari sipil. Oleh karena itu, ada kecenderungan 

Edy cenderung lebih dekat dengan pemerintah (Hanifan, 2016). 

Intervensi tidak langsung ini dapat diamati dari poin-poin yang dititipkan Menpora untuk 

Edy. Menpora meminta Edy untuk menjalankan konsolidasi internal, dedikasi terhadap 

organisasi, melawan pengaturan skor, menemukan kebijakan untuk suporter, menjaga hubungan 
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dengan pemerintah, mengembangkan sepak bola usia dini, mempersiapkan Asian Games 2018, 

membuka akuntabilitas keuangan, dan mendinginkan konflik. Jika diamati, jika Edy 

memperbaiki hubungan dengan pemerintah, maka pemerintah tetap dapat mengintervensi secara 

tidak langsung (Pandit Football, 2016). Intervensi ini terkait dengan kekuatan halus pemerintah 

(Alunaza& Sanjaya, 2016). 

Meskipun demikian, secara struktural, hanya Edy dipandang sebagai satu-satunya 

perwakilan pemerintah dalam struktur organisasi PSSI. Wakilnya dan seluruh bawahannya 

didominasi oleh kubu-kubu yang dekat dengan federasi disputan sebelumnya. Jadi, secara 

internal organisasi sekalipun, porsi intervensi pemerintah juga terbatas, hanya mengandalkan 

Edy (Hanifan, 2016). Pada tahun 2017, pemerintahan Joko Widodo memberikan perhatian 

khusus pada sepak bola. Presiden mengadakan rapat terbatas Percepatan Pembangunan Sepak 

bola Nasional dan melalui Menpora memaparkan program-program yang akan dijalankan, 

seperti infrastruktur, pembinaan, hingga keterbukaan komunikasi dengan PSSI. Dengan 

masuknya sepak bola nasional pada agenda negara, maka peran Edy dianggap vital (Tempo, 

2017). 

Tentara ditugaskan untuk menjaga integritas teritorial negara, menjaga dan 

mempromosikan kepentingan, dan sebagai simbol kenegaraan. Tentara juga ditugaskan untuk 

merespon ancaman luar maupun menjaga kepentingan dalam negeri. Peran tentara dijelaskan 

pada kondisi “something must be done”. Tentara akan diturunkan jika pemerintah menyadari 

bahwa mereka lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Tentara juga 

diminta menengahi konflik yang susah diselesaikan. Tentara memiliki kelebihan yaitu 

ketangkasan dalam segala kondisi. Tentara juga dapat menerjemahkan dan menjalankan 

penugasan langsung di lapangan. Tentara memiliki kedisiplinan yang jauh melebihi masyarakat 

sipil. Kekuatan memaksa adalah kelebihan tentara yang dapat digunakan untuk resolusi konflik 

(Bowen, 1998). 

Intervensi tentara dalam sepak bola dapat dipelajari melalui kasus Argentina era 70-an. 

Dalam kondisi junta militer, militer yang saat itu memegang kendali pemerintahan, melakukan 

intervensi pada Piala Dunia 1978. Militer menghalalkan segala cara agar Argentina juara dunia, 

termasuk membayar pihak lawan agar mengalah. Meskipun diliputi kontroversi, pada tahun 1978 

Argentina juara dunia untuk pertama kalinya (Archetti, 2005). 
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Meskipun dalam sejarah PSSI berkali-kali ditekan oleh FIFA, namun secara perilaku, 

Edy Rahmayadi menunjukkan sikap yang konsisten. Edy sebagai tokoh militer menunjukkan 

kebijakan yang tegas.  (Prayugi, 2017). Ketegasan ini dapat dikaitkan dengan gaya komunikasi 

efektif dan gaya komunikasi konteks rendah (low-context). Gaya komunikasi efektif dapat 

menarik simpati dari pengikut dengan beranekaragam karakter. Gaya komunikasi konteks 

rendah, dapat diartikan sebagai penglibatan pesan yang lugas dan tepat pada pokok 

permasalahan. Dengan gaya komunikasi ini, ada peluang bagi seorang pemimpin dapat diterima 

masyarakat (Lestarini, 2014). 

Edy menerapkan kebijakan perubahan yang kontroversial yang bagi sebagian pihak 

dianggap sebagai wujud perlawanan dari Law of The Game dari FIFA. Edy merubah jumlah 

pergantian pemain dalam kompetisi dari tiga menjadi lima. Angka lima ini ditujukan untuk 

memfasilitasi perkembangan pemain muda, karena ada syarat wajib menurunkan tiga pemain 

muda minimal satu babak. Kebijakan lima pertandingan ini berbeda dengan aturan pertandingan 

resmi di negara-negara lain di bawah FIFA. Secara tegas, Edy memaksa FIFA harus menyetuji 

aturan tersebut. Padahal, peraturan penambahan pergantian pemain ini masih dalam tahap uji 

coba di beberapa turnamen oleh FIFA (Prayugi, 2017). 

Dari pemberlakuan aturan pergantian pemain tersebut, dan pemberian tekanan terhadap 

FIFA, dapat diidentifikasikan bahwa Edy tidak lain adalah penyalur kepentingan pemerintah. 

Pemerintah sadar bahwa induk PSSI adalah FIFA.Namun, FIFA harus disadarkan bahwa PSSI 

beroperasi di Indonesia (Hanifan, 2016). 

 

Konsekuensi Negatif Penglibatan Figur Politk 

Meskipun tergolong berhasil menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam resolusi 

konflik PSSI, tata kelola sepak bola melibatkan figur politik memiliki kekurangan. Pertama, Edy 

menentang proses perpindahan dua pemain Indonesia ke Malaysia, yaitu Evan Dimas dan Ilham 

Udin Armaiyn. Proses perpindahan dua pemain itu dikritik karena bersamaan dengan persiapan 

tim nasional dalam Asian Games 2018. Target Edy pada kejuaraan tersebut sangat tinggi, yaitu 

semifinal. Di sisi lain, pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi tidak sepakat dengan 

kebijakan tersebut (Ridwan, 2017). 

Kebijakan kontroversial Edy ini disebabkan keinginan figur politik tersebut untuk 

memperoleh visibilitas dalam ruang publik. Prestasi timnas di level regional akan berdampak 
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besar kepada figur politik tersebut. Figur politik tersebut ingin menjadi pusat perhatian 

masyarakat Indonesia, meskipun dengan cara-cara yang kontroversial. Selain itu, Edy 

berkeinginan menunjukkan sikapnya kepada publik. Sebagai tentara, Edy seharusnya memiliki 

sikap tegas dan nasionalis. Oleh karena itu, Edy mengkomunikasikan pesan-pesan kepada media 

massa untuk memposisikan diri pada kedua sikap (Iqbal, 2016).  

Kedua, Edy pada perjalanannya menunjukkan ambisinya sebagai figur politik. Pada 

Agustus 2017, Edy mendeklarasikan diri berniat menjadi cagub Sumatera Utara. Kondisi 

pencalonan ini memverifikasi argumen Colombijn bahwa sepak bola Indonesia tidak jauh dari 

politik. Selain itu, sepak bola Indonesia juga digunakan sebagai alat untuk menjadi kepala 

daerah. Jika Edy berhasil terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, maka ada kemungkinan 

Edy rangkap jabatan sebagai Pangkostrad, Ketua Umum PSSI, dan Gubernur Sumatera Utara. 

Pada dasarnya, seorang Pangkostrad dilarang rangkap jabatan dengan kepala daerah. Hal ini juga 

berusaha tidak digubris oleh Edy (Fajriyah, 2017; Wiratri, 2017).  

Melihat kondisi ini, PSSI melalui sekjennya Ratu Tisha Destria, tidak menentang ambisi 

ketua umumnya. Tisha menganggap bahwa hal tersebut sebagai urusan politik pribadi Edy, 

seharusnya tidak disangkutpautkan dengan masa depan federasi. Pada satu sisi, pemerintah tidak 

dapat mengatur sepenuhnya ketua umum militer tersebut. Meskipun demikian, pemerintah 

berhasil memanfaatkan figur politik untuk menjalankan tata kelola sepak bola (Wiratri, 2017).  

Sepakbola Indonesia hanya menjadi ruang publik bagi figur politik didalamnya. Edy 

Rahmayadi memverifikasi tren tersebut. Edy menjadi ketum PSSI demi memperoleh visibilitas 

dalam ruang publik penting seperti sepak bola. Edy mengkomunikasi pesan-pesan politik dalam 

setiap aksinya di ruang publik. Kemudian, Edy memanfaatkan ruang publik untuk mewujudkan 

visi politiknya memperoleh jabatan eksekutif dalam pemerintahan. 

 

Kesimpulan  

Dari paparan dalam artikel ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, tata kelola 

olahraga di Indonesia menggunakan figur politik. Berbeda dengan beberapa kasus di negara lain, 

konflik politik mengharuskan tata kelola olahraga yang juga melibatkan aspek politik. Dominasi 

FIFA menjadi alasan lain perlunya tata kelola olahraga di Indonesia memerlukan figur politik. 

Pemerintah Indonesia tidak dapat secara langsung mempengaruhi sepak bola, hal tersebut sesuai 

dengan implementasi konsep governance. Kedua, tata kelola olahraga di Indonesia memerlukan 
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figur tentara sebagai ketua federasi. Tentara adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk 

mengamankan kepentingan negara sekaligus berpengalaman dalam menyelesaikan konflik. 

Kekuatan pemaksaan yang dimiliki figur dari kalangan militer diharapkan dapat menghentikan 

para disputan untuk semakin memperkeruh konflik. Dengan peran ketua umum dari militer, 

konflik berhasil diselesaikan. Ketua umum memiliki ketegasan untuk melakukan perubahan 

internal sepak bola nasional. Ketiga, ada hal yang tidak berubah dalam sepak bola Indonesia. 

Sepak bola selalu digunakan sebagai kendaraan politik bagi politisi. Dengan segala kelebihan 

seorang tentara dalam resolusi konflik, ambisi politik pribadi tetap ada, khususnya di Indonesia. 

Figur politik memanfaatkan sepak bola untuk mendominasi ruang publik dan memperoleh 

visibilitas. Citra positif dalam sepak bola (disebabkan prestasi) diusahakan oleh figur politik 

sekalipun itu menggunakan cara kontroversial. Imej positif yang berhasil dihimpun figur politik 

pada selanjutnya digunakan untuk mengikuti pemilu kepala daerah. Penelitian ini hanya 

memfokuskan pada kasus penglibatan figur politik dalam tata kelola olahraga, khususnya sepak 

bola. Penelitian mendatang dapat ditujukan pada kepemimpinan dan gaya komunikasi figur 

politik dalam sepak bola (Lestarini, 2014). Selain itu, penggunaan media baru untuk tata kelola 

sepak bola, yang merupakan produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), dapat dijadikan sebagai fokus penelitian mendatang. Misalnya adalah implementasi 

konsep “smart city” (kota pintar) pada konteks sepak bola. Konsep kota pintar digunakan oleh 

pemerintah sebagai solusi dari permasalahan urban. Sejarah sepak bola Indonesia diliputi 

konflik, oleh karena itu, penggunaan TIK dapat menjadi urgensi sebagai solusi sekaligus sarana 

pembangunan sepak bola (Sanjaya et al, 2017). 
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Abstract  
Water related problem usually involving many stakeholder with different interest, attitude, power scale 

and level, which make it complex as well as  water contestation problem in Begal State production forest  

in Ngawi Regency which involving different level government agency and its community base institution. 
Teak production forest and rice agriculture area usually located nearby especially in Ngawi regency with 

40% agriculture area and 32% forest area, which make high occurrence of water related problem. This 

research purpose is to identify and analyze the root of water contestation among involved stakeholder in 
Ngiyom and Margo spring water utilization and its leading factors.  In depth interview was done to all 

involved stakeholder in February 2017 to obtain the data about the water contestation problem in this 

area. Although changes in water and forest land utilization are causing water contestation problem but 

understanding root of water problem in this research from agriculture and forestry policy are important 
to make a sustainable solution. Forestry and agriculture governance are use to understand the relation 

among stakeholder toward water contestation in this area. Social ecological system framework that 

captures the relation among resource users and governance to resources utilization is useful to get the 
whole picture of water contestation problem in this area. Government policy on rice agriculture and 

forestry sector was indirectly affecting the water contestation problem in this area. Combined with in 

field governance, government policy effect were causing social and economic gap among water resources 
user in this area. 
Keyword: Irrigation Water Contestation, Forestry Governance, Rice Agriculture Governance  

                     . 

 

 

 

 

Introduction 

  Water is important resources in human livelihood and has no administrative boundary 

which create mismatch problem of resource and institutional boundaries. Resource boundaries 

rarely match institutional boundaries such as water related problem and face several kinds of 

scale mismatch institutions which do not “fit” to resource or ecosystem boundaries for a number 

of ecological reasons, including the complexity and dynamics of ecosystems. Interconnected 

surface water and groundwater in quantity and quality has to consider in viewing the water 

utilization related problem which usually involve many institution with different interest and 

different level governance institution as happened in Margo and Ngiyom spring water. 
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  Land utilization of an area also describing it main activities. The potential land utilization 

of Ngawi regency is on agriculture and forestry, from total area of 129,598 Ha (2.75% of the 

total area of East Java Province) about 39 percent (50,476 Ha) is utilize as paddy fields and 32 % 

(41,903 Ha) utilize as forest which 4,470 Ha of it is community forestry and state forest 37,433 

ha (Ngawi statistic data, 2015).  Agriculture and forestry as main land utilization in this area 

make the water contestation problem in this area often appear and quite similar in term of 

motive. If in good condition, Ngawi forest area is enough to maintain the water recharge rate in a 

good condition. But,  in 1997’s monetary crisis and political chaos has destroy java forest, mass 

illegal logging that happened at that time  was deforest at least 21% of Java forests during the 

period 1997 – 2000 as well as  state production forest in Ngawi regency. 

  State teak production forest in Ngawi regency was established in Dutch colonial and now 

governed by Perhutani (Indonesian Forest enterprises) which under State Enterprises Ministry 

authority. Long history of teak production forest governance is shaping the relation between 

forest authority and villager near the forest area in seeing forest and its resources.  After 

Indonesia independence, the state forest authority was under forestry ministry and later delegated 

to Indonesian Forest Enterprises. Through Indonesia Consultative assembly decree No. 

11/MPRS/1960, Indonesian Forest Enterprises functioned to financially support national 

development project. Over harvest timber was done to cope with government target of non oil 

revenue growth for 4% per year (Peluso, 2009). 

  In 8th  world forestry congress  held in Jakarta 1978, the term of Social forestry was start 

to take into account by Indonesian forestry policy as mentioned by vice president Adam Malik in 

his speech. Although already politically stated, but social forestry was not well implemented in 

Indonesia since this program regulated without assistance and willingness to empower local 

people. social conflict of local people and Forest authority resulted in mass illegal logging that 

deforest at least 23% (558,749 ha) of Java forests during the period 1998 – 2000 (Santoso, 2004). 

  On the other hands, from agriculture governance, previous centralized agriculture 

development is affecting nowadays rice agriculture activities in this area. Green revolution is the 

movement of significant increasing crop production from modern agriculture innovation in third 

world country since 1960’s. “High yield varieties/ HYV” terminology is used to mislead 

monoculture agriculture benefit which is high productivity from new seed variety itself (Shiva, 

1993).  
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 The Green revolution packages introduced in Indonesia through rice self sufficiency 

program under the Suharto government in 1961. This program not only aimed to fulfill national 

food security need but also maintain political and economic stability. Major factors that cause 

high yield increase are high utilization of fertilizer and improved irrigation network. Much larger 

government budget was allocated to rehabilitation and expansion irrigation infrastructure which 

mostly funded by foreign aid and soft loan from World Bank (Manning, 1987). 

East Java role in supporting national food security proven by it contribution to national 

rice production which always positioned in top 3 of highest rice producer area in Indonesia since 

1993- 2012 (Indonesia statistic report 2013) and Ngawi regency is including top 5 of rice 

producer in East Java province. Irrigation water is essential to support the success of rice 

agriculture in this area. Viewing agriculture and forestry governance in this area would help in 

capturing the whole water contestation problem in the state production forest in this research 

area. 

Begal forest is located 3 sub district; Ngrambe, Widodaren and Kedunggalar sub district. 

Ngiyom and Margo spring water are two spring water that located inside of Begal forest (state 

teak production forest) which previously utilized by local government irrigation agency to 

irrigate more than 1.400 hectares rice field in nearby area but after 2000, the land utilization 

changes in forest area was stopping the water supply to irrigation rice field area as described 

below; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  the water utilization changes in Margo and Ngiyom Spring water 

 

  The water contestation  problem is complex because  involving multi level government 

institutions and its community empowerment organization which are; state production forest 

governance (Indonesian Forest Enterprises) under Ministry of State own Enterprises, Community 
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based forestry in Sekarputih Village, local government irrigation agency for Agriculture 

governance and water user association in Begal village. Since there is not any improvement in 

spring buffer area vegetation, some local people through Kraton Ngiyom non-profit organization 

try to establish buffer area conservation through series of happening art in 2015. This initiative 

rooted from traditional local belief on spring and able to gather Indonesian Forest Enterprises, 

Ngawi Local Government, forest an irrigation farmer to support spring area conservation. 

although successes in gathering all stake holder on reforesting buffer area but the water 

contestation problem is still occur and need to be resolved in order preventing further 

environmental and social risk from water scarcity. Water contestation in forest and rice field area 

is unique phenomenon that needs to be understanding in order to establish sustainable spring 

water utilization and reduce water contestation problem in Although happen in local level, but 

the complexity of the problem as well as the relation among involved stakeholder in this area is 

the small model of complex regional water problem since there are many villages in Ngawi that 

borders to state production forest and shared the water resources for agriculture use. 

Furthermore, un-resolved water contestation problem in this area would lead into other 

environmental problem. 

Well known Hardin (1968) parable about  “Tragedy of the common” problem that appear 

from uncontrolled resources utilization was proposed solution  as either government or private 

party control are the best resources management. But through Elinor Ostrom seminal work 

(1990), the success story of resources management by local people are used to build Social 

Ecological System (SES) framework to depict all involved stakeholders interaction regarding 

resource utilization in broader social (political) and ecological setting. SES framework is used in 

this research to find the causal of water contestation problem in this area through governance 

policy and each involved stakeholder interaction. SES framework is a new and dynamic theory, 

many case studies on resources governance system are enriching the establishment of this theory. 

 

Method  

This research is exploratory case study with a qualitative and quantitative approach to 

identify the relation among stakeholder and resources governance policy that involved in Margo 

and Ngiyom spring water and buffer area utilization which contribute to water contestation in 

this area. the Social Ecological System Framework approach, is used to capture the interaction 
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among resource system, governance system and actor as well as social, political setting which 

resulting water contestation in this area. 

 
Figure 2. The core system of social ecological system framework (Ostrom, 2009) 

 

Social-ecological system (SES) framework is sub section of social systems in which  

interdependent relationships among humans are mediated through interactions with biophysical 

and non-human biological units, its complexity of multi level and multi scale relationship among 

its component captured by this SES framework (Anderies, 2004). The social-ecological system 

represents the integration of the social/political and the ecological scales. It emphasizes the view 

that social and ecological systems are linked, and that the delineation between the two is artificial 

and arbitrary (Berkes and Folke 1998). Action situation (Interaction and outcomes) of particular 

resources and it resources user on their livelihood from social and ecological component can be 

breakdown to smaller situated context or broader aggregates.  In depth interview was done to 37 

respondents from involved stakeholders in February 2017. 

 Some stakeholders in this research are grouping into resources governance, users and a 

local NPO (Non-profit organization) as described in figure3. 

 

 
Figure 3 involved stakeholder and their connection 
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Research workflow of this study is shown in figure 4. This study start with identify the 

past and recent policy related to agriculture and forestry, current condition of resources  system 

both forest and water resources, resource governance and their relation with resources user group 

regarding water contestation problem. Stakeholder and data analysis was done respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. the research framework 

 

Result and Discussion 

Begal forest is a state production forest under Indonesian Forest Enterprises authority 

with area width 2,737.80 ha and teak tree (Tectonia grandis) as the main product. Teak tree is 

well known as strong log for house making material but it grows very slowly which takes 80 

years to harvest fully grown tree. This forest vegetation dominated by 1st (0-10 years tree age) 

and 2nd  (10-20 year tree age, each tree age class is ranged 10 years) which means, mass 

deforestation destroy almost all trees in this area in 1998-2000.  The condition of deforested 

Begal forest area is affecting the spring water condition which reduces its water debit.  

 
Picture 1. Rice agriculture in spring buffer area (left) and spring water utilization by forest 

farmers 
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 The entire respondent stated that the spring vegetation in spring area was drastically 

changes after 1998 mass deforestation such as less buffer vegetation, the disappearance of small 

spring in river side area, decreasing spring water debit into 8l/s (from 10l/s according to Ngawi 

Irrigation agency) and converted buffer and river side area into rice field area. Margo and 

Ngiyom are spring water that located inside Begal forest, which is state production forest under 

Indonesian Forest Enterprises KPH Ngawi. These two spring water located near one to each 

other (500 m), but its utilization is a little bit different.  In Margo spring water, water tapping 

pool was built by Dutch government in late 19th century for recreational and rice field irrigation 

purposes. Whilst, Ngiyom spring water is remain natural and utilize for daily activities and 

irrigation use.  

Although located inside state production forest, but the water from these two spring  was 

utilize by irrigation agency to irrigate  1,400 ha rice field in this area. There was not any problem 

before 2000, but when political and monetary crisis hit in 1998, mass deforestation was happen 

in Begal forest. Along with deforestation effect, changes in forest land utilization, more intensive 

rice planting cycle and Indonesia decentralization policy has made water contestation conflict is 

annually happen in this area especially in dry season. 

Decentralization policy that regulated in the end 2001 has change the government 

structure.  Delegation of authority from central government as well as managing local natural 

resources in short time bring some consideration in governing local resources that under other or 

central  authority  governance. Eventually, overlapping authority of centralist Indonesian Forest 

Enterprises (autonomous institution under ministry of state Enterprises) and decentralist 

irrigation agency under Ngawi local government become a problem afterward. In order to get the 

picture of existing relationship among stakeholder in this area based on field observation, chart 

below will be describes each stakeholder interest and its power on authority and influence 

regarding water contestation problem. 
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Table 1. Stakeholder analysis regarding water contestation problem 

 
 

Forest farmers and irrigation farmers condition 

 

 
figure 5. Farmer’s income (Left) and land access (forest farmer)/ land ownership (irrigation 

farmers) (Right) 
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From the graph above, there is income and land ownership gap between irrigation farmer 

and forest farmer. It was gross income calculation, with high production input cost which cost up 

to 30% of gross production (Indonesian Statistic data, 2015), farmer earn less than decent living 

standard in this area which is 1,334,000 idr.  Small agriculture income make farmers have to 

seek another source of income.  According to interview with farmer, usually work as seasonal 

agriculture labor, trade labor in local market, construction labor or even taking care of other 

people livestock. For agriculture income is regular income that they can count on once every 6 

month for dry agriculture (peanut or maize) and 4 month for rice field agriculture 

The loose forest ranger monitoring on forest agriculture is lead forest farmers to prolong 

the agro forestry time and constrain the main tree growth.  Usually agriculture in forest area was 

done among the teak tree lines for only 1-3 year of teak tree aged and it prolong into 5 year after 

2000. After 5 year period, teak tree canopy will constraint the agriculture crop to grow optimally. 

Since almost all forest area is reforested in almost same time, it means that although the 

agriculture time already prolonged, but available area for the agriculture will be not continuously 

available like before mass deforestation.  The forest farmer resistance to cope this problem is by 

preventing the successful reforestation program as shown on some picture bellow.   

 

Picture 2. Peanut agriculture in forest area and some burnt dead trees (left) and Small lines 

for teak tree and less tree canopy in forest area for rice agriculture (right) 

 

Rice agriculture in Ngawi regency is affected with green revolution through rice self 

sufficiency policy. Farmer in this area becomes more familiar with chemical fertilizer, pesticides 

and herbicides to increase their productivity. It can be seen that Ngawi regency during 2000-

2010 has productivity above East Java Province and Indonesia productivity, but decreased in 
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2011 up to 2014. The decreasing was because the brown plant hopper annual attack. Intensive 

rice farming is prone to pest outbreak risk, since 2010, the infestation of brown plant hopper 

(BPH), Nilaparvata lugens happen in Ngawi rice field and then in 2011 severely damaged 

18,448 hectare rice field (East Java Province Board Planning Agency).  

 

 
Source: Ngawi and Indonesia Statistic data 

Figure  6. Rice productivity in Ngawi regency 2000-2014 

 

Some reasons for farmer to cultivate rice in dry season are the higher productivity and 

price. In dry season when the sun ray intensified without many cloudy days, rice plant can grow 

optimally and produce less moisture content grain which increases the grain price. According to 

interviewed farmer, rice price in dry season could reach 3,700 idr which is higher than in rainy 

season which only range from 3,000- 3,500 idr. 

 The success of dry season rice agriculture is on irrigation water availability. Whilst existing 

irrigation systems only support rainy season cultivation, irrigation farmer start copied well 

irrigation from irrigation agency to fulfill their water need.  Some other factor that promoted the 

use of well irrigation are:  

a) Relatively cheap water pump price   

b) High rice harvest yield and price in dry season 

c) Prepaid electricity policy that released in 2010 is open the access for electricity in rice 

field and enable deeper ground water extraction by using submersible pump. 
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Source: Ngawi statistic data compiled by author 

Figure 7 Trend of pump number in Ngawi Regency area in 1999-2014 

 

The number of water pump indicates the rapid ground water extraction in this area. 

Although decreased in number since 2002, but through the fieldwork observation, the wells 

become deeper up to 100 meters depth. According to Dani (2011), the decreasing water table 

was happen 2011 in many areas in Ngawi regency such as in Paron sub district for  3-5 m,  in 

Geneng Sub district  for 6-8 meter, and Gerih sub district for 7- 14 meter.  In Begal rice field 

area, there are 7 well that ranged from 30 -100 m and one of it is artesian well. If assumed that 

the condition of rice field that irrigated by Margo spring water (16.5 ha with 7 well) is the same 

with Ngiyom irrigation area, it predicted that more than 600 well established in this area or even 

more. The resulting situation is that ground water is almost impossible to extract with manual 

effort (dug well).  

 

 

Picture 3.  Diesel pump in 30m depth well, many hut in rice field for well equipment, and 

deep well using electric submersible pump in rice field area 
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Furthermore, not every well drill is successful. There are some cases of failed drilling from 

failed to get the water into gas explosion. Ngawi regency located near inland oil drilling in Cepu 

oil blocks which only 60.5 kilometres away. The two case of well drill explosion was happen in 

Kedunggalar and Widodaren sub district where Begal forest located. The drill well explosion risk 

is faced by farmer in this area and worsen with the loose law enforcement of ground water 

utilization in Indonesia Government Law 43/2008 and it derived Law 

 

 
Source: Surya tribun  news 

Picture 4.  Well drilling explosion in Widodaren Sub district 2013 and 2014 

From the interview, some factor that affecting the water contestation problem in this area are;  

 

Unequal resources benefit distribution 

Unequal spring water benefit distribution between forest and irrigation farmer 

Economic gap among forest farmer which is landless and irrigation rice farmer land own 

become justification for forest farmer to utilize spring water. Margo and Ngiyom spring are 

located in Begal production forest which the main access is from Sekarputih village. But the 

water from these two spring water was utilized for rice field irrigation in another village and sub 

district. Based on the interview, landless farmer in Sekarputih felt that the economic advantages 

from spring water utilization only benefit other village farmers and it proved by the monthly 

average income gap of forest farmers which only achieved 142.916 rupiah/ month whilst 

irrigation farmers 2.296.875 rupiah/month and housing condition where forest farmers mostly 

live in wooden house without paved floor while irrigation farmers mostly live in permanent 

concrete house. After loose forest governance, they start doing rice agriculture in river side and 

near spring area.   

Water utilization that monopolized by forest farmer is lead to water contestation in this 

area. After tried to confront with forest farmer about water utilization and mediated with city 
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council but not yet resolved, irrigation farmer start to find surplice water from ground water 

extraction.  The intensive rice agriculture is causing well irrigation become more common for 

rice field irrigation which creates rapid ground water extraction in this area. Moreover, high 

fertilizer use is dried up the soil which makes water demand increase (Shiva, 1993).  

 

Unequal forest resource benefit distribution between forest farmer and Indonesian Forest 

Enterprises 

Long history of state production forest governance was affecting local people near forest 

area. According to Peluso (1993), from the beginning of state production forest establishment, 

forester and government officer believed that excluding local people from forest utilization will 

reduce their claim over forest product. Repressive way often used to limit local people access to 

forest. Local people were seen as cheap labor provider for production forest work. 

After Indonesia independence, the state forest authority was under forestry ministry and 

later delegated to Indonesian Forest Enterprises to fund the Indonesia development. In 2001, 

Indonesian Forest Enterprises was under the authority of State Enterprise Ministry, which 

cleared the production forest profit oriented purpose. Less sustainable log harvest is also caused 

by timber theft in forest area to supply furniture industry material.  

Timber theft actors always associated to local people, which create social problem 

between forest authority and local people. Most of forest farmer respondent felt offended and 

afraid to answer about the Begal forest condition in mass deforestation or if asked about their 

relation with forest authority. It might be caused by stereotyping by forest authority to local 

people near forest area. Based on researches that conducted by NGOs Arupa and LBH 

Semarang, during 1998 - 2011 Indonesian Forest Enterprises had 108 conflict cases with 

villagers around forests for timber theft or forest destruction in Java Island, 34 of them were shot 

or abused by Forest security officer and 74 others injured. Types of violence committed by forest 

officials ranged from terror, torture, up to killing citizens and criminalize people who accused as 

timber theft. 

Usufruct forest product, such as tree branch for fire wood as well as agriculture in forest 

area which done through taungya agroforestry system,.was given to local people to reduce their 

claim over forest product. taungya was initiated by Ducth forester in late 19th century (Peluso, 

1993) and continued after independence up to nowadays despite of its failure in improving local 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

256 
 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Anna Istyaningrum, Forestry and agriculture policy governance regarding water contestation in State Production Forest (Case of 

Margo and Ngiyom spring water in Begal forest, Ngawi Regency) /03/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018. 

 

 

people economic condition. After 2000, Community based forestry program also adopt, modify 

and legalized this agro-forestry mechanism to overcome post mass deforestation problem. 

Unavailable continuous agro forestry area because mass reforestation, has made forest farmer 

overcoming the problem by resisting the reforestation success and do rice agriculture in spring 

and riverside in forest area which causing water contestation problem. . In Begal forest area,   

this program regulated in 2004 with the establishment of Community Base Forestry named “Jati 

Lestari but its partnership contract agreement content was only decided by Forest Company. 

Some benefit that achieved by CBFM from log thinning in forest area according to the 

partnership contract are will be achieved in 10 year, 15 year, 25 year, and 40  year tree age with 

forest authority decided term and condition. 

 Unequal partnership between local people (Forest Farmer) and forest authority 

(Indonesian Forest Enterprises) is hindering the success of forest co-management program 

through community base forestry.  Furthermore, it creates lack of choice to local people near 

forest area to sustain their source of income from forest area utilization. It was not so easy for 

poor rural people to define a choice, not only because their assets are limited, but also poor 

people often experience and feel of being isolated, left out, looked down upon, alienated, and 

ignored by the mainstream socio-cultural and political process (Narayan, et al,2000, p 133).   

 

High dependency on intensive agriculture sector 

Limited job opportunity due to low education level and limited available formal job 

vacancies in this area make almost all local people in Sekarputih and Begal village work in 

agriculture sector. Green revolution policy has make farmer in this area becomes familiar with 

chemical fertilizer, pesticides and herbicides to increase their productivity. Benefit from cash 

crop practices encourage farmer to produce more in order to gain more and led irrigation farmer 

to shift their rice cultivation trend into intensive rice agriculture 3 times per year) which cause 

increased rice agriculture water need and  forest farmer start doing rice agriculture in river side 

and near spring area. 

The increasing water demand was not fulfilled by the irrigation system which designated 

for 2 times rice cultivation per year (in the first and third cultivation period). The convenience of 

using well irrigation from irrigation agency deep well, water contestation problem and the 

changing in rice cultivation make farmer started to make their own well. Unfortunately, Intensive 
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rice agriculture productivity in Ngawi regency was decreased in 2011 up to 2014 because the 

brown plant hopper infestation.  Increasing production cost for irrigation water and pest 

infestation make rice farmer livelihood at risk and make them more dependent on rice 

agriculture. 

 

 Loose forest governance 

Based on conducted interview, freedom of speech and human right recognition which 

intensified in reformation era has deprived Forest Company officer to secure forest in strict way.  

Previous failure of social forestry program implementation is resulting constant conflict of 

Indonesian Forest Enterprises and Local people near forest area over the access to forest resource 

for livelihood.  1998-2000 mass deforestation can be seen as the peak of conflict in forest 

governance by Indonesian Forest Enterprises. In overcoming the problem, community base 

forestry program was regulate in 2001 by establish legal forestry community in village level. 

However, this program done without equal partnership because all articles in partnership contract 

were made by Forest Company and less benefited local people which resulting on forest farmer 

resistance and un-improved local people economic condition (short agroforestry time and long 

period of achieving shared benefit).  

Due to supporting National food security program for state own Enterprises, some forest 

area has been allocated for agro-forestry by local people farmer. Moreover, less forest officer 

number in this area (only 5 officer) and  highlighted by many NGO for occupy 2.4 million 

hectare production forest in Java Island and high number of poverty near forest area make 

Indonesian forest enterprise loosen their governance in this area. 

 

No law enforcement on ground water extraction 

In Indonesia the law that regulated water resources management and utilization is 

Government Law 43/2008 about water resources.  This law was already adopted by Ngawi Local 

Government with Ngawi regency Regional Law no. 23/2012 on water conservation and Ground 

Water management. According to article 34 (3), this law allowed ground water extraction for 

agriculture use without applying formal permission if followed several condition such as; 

a. The discharge of groundwater does not bring problem to local community daily water 

needs; 
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b. Wells  should located in agricultural areas away from the settlements; and 

c. Use no more than 2 (two) litters per second per hectare, if surface water is not sufficient. 

This article usually used by local regency officer to allow the ground water extraction for 

agriculture water need.  However, loose regulation has resulting on addition of agriculture well 

number and utilization of submersible pump which have high suction capacity (for 100m depth, 

maximum flow rate is 15 liter per second, which lowering the water table (deepen the well up to 

100m). although already impacting the water table but up to now there is not any act from Ngawi 

local Regency to limit the ground water extraction. Not enough socialization of the ground water 

law and information on Ngawi regency hydrogeology condition which lies in Ponorogo-Ngawi 

ground water basin are made local people unaware of potential risk of excessive ground water 

extraction.  

The effort to socialize and enforce the Government Law no. 43/2008 on water 

conservation and Ground Water management should be done immediately to avoid further 

environmental risk. According to my observation, the trend of well irrigation is also happening in 

other region of east java and central java province as cheap electricity power and  modify water 

pump with high suction power is easily available. 

 

Conclusion 

In summary, government policy on rice agriculture and forestry sector was indirectly 

affecting the water contestation problem in this area. From forest resource governance side, 

changes in forest area utilization after 2000 mass deforestation in Begal forest area into rice field 

in spring and river area, un-success community base forestry management program  make forest 

farmer utilize spring water  for rice agriculture in forest area (the water previously utilize for 

irrigation farmer), loose forest governance because of internal and external pressure on Indonesia 

forest Enterprises are some factor that causing water contestation between forest farmers and 

irrigation farmers in this area. 

 From agriculture governance, government policy on rice self sufficiency program (on 

Suharto’s era) which weighed triggered the change in rice planting cycle into 3 times per year 

which resulting increasing water demand which cannot be fulfilled. As the water resources 

monopolize by forest farmer, the water contestation problem was remain unresolved, and then 

dam damages are some cause of water problem. Well irrigation is utilized by irrigation farmer as 
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self–solution for fulfilling agriculture water need, and then well number is increase and more 

deep overtime in almost all Ngawi area. Decreasing water table, well drilling failure and 

increasing groundwater extraction cost are some risk that faced by irrigation farmer. Located in 

cross province groundwater basin make depletion water table in this area would affect many 

other region. 

In conclusion, Combination of; agriculture and forestry policy management side effect 

are causing economic gap (between forest vs. irrigation farmers) and led to more intensive rice 

agriculture; and loose forest and agriculture governance which allow rice agriculture in forest 

area and deep well irrigation in rice field were causing water contestation problem in this area 

and would led into water scarcity problem in future. This condition was in line with SES 

framework which stated that the resources user actions toward resources utilization are affected 

by the resources governance policy.  
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Abstract  

This study aims to analyze the performance of  North Maluku Representative Ombudsman as a 

supervisory body in realizing excellent public service in the city of Ternate. This study used a qualitative 
approach with emphasis on phenomenology. The data obtained from this research is through observation, 

in-depth interviews and documentation, and secondary data is document tracking. Data analysis 

technique is qualitative analysis with Milles and Huberman model that is, collecting data, data reduction, 

display data, conclusion and verification. The results showed that the performance of Ombudsman 
representative of North Maluku in Ternate City was quite good by looking at the process and stages of 

acceptance of reports submitted by the community or the Ombudsman's initiative, clarifying the report, 

field infestigation to convince the existing information, performing mediation actions against the 
complainant and reported , as well as on the stages of recommendations based on the mechanisms and or 

rules contained in Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia. North Maluku 

Ombudsman is also always working with related institutions and socialize about the functions, duties and 
authority of Ombudsman, and coordination in order to prevent maladministration practices so that the 

community can contribute actively and can support the existence of Ombudsman as an independent 

oversight institution to public service providers both government and private in Ternate City 

Keyword: Performance, Ombudsman, Public Service. 

 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga 

pengawasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada fenomenologi. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, serta data sekunder yakni 
penelusuran dokumen. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan model Milles dan Huberman 

yakni, mengumpulkan data,  reduksi data, data display, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara (OPMU) di Kota Ternate 
cukup baik dengan melihat pada proses dan tahapan penerimaan laporan yang di sampaikan masyarakat 

atau insiatif Ombudsman, melakukan klarifikasi terhadap laporan, infestigasi lapangan untuk meyakinkan 

informasi yang ada, melakukan tindakan mediasi terhadap pelapor dan terlapor, serta pada tahapan 

rekomendasi yang berdasarkan mekanisme dan atau aturan yang ada dalam UU No 37 tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI. Ombudsman Maluku Utara juga senantiasa kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait 

dan melakukan sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman serta koordinasi dalam 

rangka mencega terjadinya praktek maladministrasi, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dan 
dapat mendukung eksistensi Ombudsman sebagai lembaga independen pengawasan terhadap 

penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta di Kota Ternate. 

Kata Kunci : Kinerja, Ombudsman, Pelayanan Publik 
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Pendahuluan 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga 

Negara. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka 

kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup di dalam Negara 

hukum Republik Indonesia. Sebelum reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan 

diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, 

sehingga mutlak di perlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, 

demi terwujudnya penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 

bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan Negara 

dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur 

penyelenggara Negara dan pemerintahan, juga penegakan asas-asas pemerintahan umum yang 

baik (good governance).   

Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 

dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna 

bertanggung jawab serta bebas KKN (Uar, 2016). Setelah reformasi bergulir, reformasi 

mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, yaitu 

kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang demokratis. 

Sejalan dengan semangat reformasi itu, pemerintah melakukan perubahan-perubahan 

mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Perubahan 

yang di maksud antara lain dengan membentuk lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga 

pemerintahan yang baru. Salah satu di antaranya adalah lembaga Ombudsman Repblik Indonesia 

(ORI). Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu dengan visi “Mewujudkan pelayanan publik yang 

prima yang mensejahterakan dan berkeadilan seluruh rakyat Indonesia“. Tujuan mulia ini 

tentunya memerlukan proses panjang untuk mewujudkannya, mengingat pelayanan publik 
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kondisi saat ini secara umum masih rendah kualitasnya, masih banyak masalah yang 

mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan pelayanan publik di masyarakat secara luas. 

Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin 

strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, 

sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-

ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik,budaya dan lain-lain (Mahsyar, 

2011). 

Sejalan dengan pendapat di atas maka kinerja secara kelembagaan sangat perlu 

ditingkatakan. Pada dasarnya kinerja merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sinergi 

antara lembaga, individu dan kelompok terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi. Kinerja 

didasarkan pada kesepakatan tentang sasaran, rencana kerja dan pengembangan yang mencakup 

pengkajian ulang terhadap kinerja secara berkesinambungan dan dilakukan secara bersama 

berdasarkan kesepakatan mengenai sasaran pengetahuan, keahlian, serta pengimplementasian 

peningkatan dan pengembangan lebih lanjut sebagaimana Dharma (2013) yang mengatakan 

bahwa kinerja ditunjukkan untuk meningkatkan aspek-aspek kinerja yang meliputi : Sasaran 

yang akan dicapai, kompetensi yang akan meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

efektivitas kinerja. 

Ombudsman Perwakilan Maluku Utara adalah merupakan sebuah lembaga pengawasan 

eksternal yang memiliki fungsi kerja yakni (1) mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam 

upaya memperoleh pelayanan umum yang berkualitas dan efisien, penyelesaian masalah secara 

adil, tidak memihak dan jujur; (2) meningkatkan perlindungan perorangan dalam memperoleh 

pelayanan publik, keadilan, kesejahteraan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap 

kejanggalan tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), keterlambatan yang berlarut-

larut (undue delay), diskresi yang tidak layak. Selanjutnya kinerja Ombudsman Perwakilan 

Maluku Utara meliputi: Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, Menindaklanjuti laporan yang 

tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, Melakukan infestigasi atas prakarsa 

sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelengaraan pelayanan publik, Melakukan 

koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta 

lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, Membangun jaringan kerja, Melakukan upaya 

pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,  dan Melakukan tugas 
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lain yang diberikan oleh undang-undang. Menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Menurut  

Patarai tugas pokok utama Ombudsman adalah mengangkat perilaku buruk pemerintah atau 

pejabat pemerintah sehingga menjadi perhatian publik agar mendorong suatu perubahan. Dengan 

demikian dapat di katakan bahwa Ombudsman adalah salah satu aktor sentral dalam penegakan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan mekanisme voice, dan 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ternate. (Patarai. 2010) 

Keberadaan lembaga Ombudsman di Maluku Utara menjadi harapan baru bagi seluruh 

masyarakat Maluku Utara khususnya Kota Ternate, dalam pelaksanaan pemerintahan yang 

bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Ombudsman di Maluku Utara, masyarakat berharap 

mendapatkan hak-hak minimumnya dan dapat merasakan pelayanan yang berkualitas dan 

berkeadialan. Menurut Pramusinto pelayanan publik sudah saatnya diberikan pada masyarakat 

untuk memenuhi nilai-nilai tentang demokrasi, keadilan, dan transparansi, akuntabilitas yang 

mencerminkan keinginan masyarakat untuk dapat dilayani secara cepat, profesional, dan mudah 

diakses di mana pun berada. (Pramusinto.2009) 

Dwiyanto menjelaskan bahwa aparatur birokrasi harus bertindak sebagai pelayanan 

publik yang profesional, santun dan peduli, memiliki integritas tinggi dan mampu menjadi pilar 

kesatuan bangsa. Menyimak  pada pendapat tersebut di atas, maka tentunya pemerintah punya 

tanggung jawab besar terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Oleh 

karena itu menurut peneliti, salah satu tugas utama pemerintah birokrasi Kota Ternate adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sepuasnya penuh dengan keadilan, transparansi 

dan akuntabilitas. (Dwiyanto. 2015) 

Beberapa temuan dari berbagai sumber baik melalui data sekunder Ombudsman, maupun 

Observasi peneliti diantara Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda dan  Olahraga (DIKBUDPORA) terkait tidak diberikannya tunjangan 

profesi guru dari tahun  2015 hingga awal tahun  2016 serta tidak adanya penyaluran dana rutin 

sekolah tingkat SD, Dugaan maladministrasi yang dilakukan pihak Jasa Raharja Ternate terkait 

pembayaran klaim garansi Asuransi yang tidak sesuai dengan jumlah yang diklaim, Keluhan 

warga kelurahan Tanah Masjid Kota Ternate Tengah atas sering macetnya air  dan dinilai PDAM 

tidak merata dalam pendistribusian air bersih dan, Keluhan masyarakat atas prosedur atau 

penambahan tarif daya  yang dilakukan PLN Cabang Ternate. Kasus-kasus pelayanan publik 
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yang lain baik disektor pemerintah seperti dalam pelayanan kesehatan, standar operasional 

prosedural yang berbelit-belit, layanan administrasi kependudukan yang juga demikian, Begitu 

pula pada BUMD dan kasus-kasus pada sektor  Swata lainnya. Namun Ombudsman perwakilan 

Maluku Utara sebagai lembaga independen pengawasan pelayanan publik dengan segala tugas, 

fungsi dan wewenangnya dapat memberikan saran perbaikan kepada penyelenggaraan layanan 

publik yang melakukan maladministrasi untuk dapat memperbaikinya. Dengan demikian peneliti 

dapat menyatakan bahwa problem pelayanan publik Kota Ternate dewasa ini perlu melakukan 

perbaikan dari Ombudsman sesuai dengan harapan masyarakat Kota Ternate.   

Pernyataan tersebut di atas dapat diperkuat dengan melihat pada laporan masyarakat 

maupun temuan Ombudsman Maluku Utara khususnya pada wilayah Kota Ternate mulai Tahun 

2014 sebanyak 30 (tiga puluh) aduan terhadap SKPD maupun pihak swasta yang melakukan 

pelanggaran maladministrasi, di Tahun 2015 laporan yang masuk pada Ombudsman baik 

pemerintah maupun swasta sebanyak 46 (empat puluh enam) laporan dan terahir Januari-Juni 

2016 sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan. Sementara laporan yang masuk dalam kewenangan 

Ombudsman mulai pada tahun 2014-2016 sebanyak 110 (seratus sepuluh) laporan, dan 

semuanya menjadi tanggung jawab Ombudsman untuk dapat ditangani dan diselesaikan. Selain 

itu dalam kinerjanya ada kendala yang dihadapi Ombudsman Maluku Utara itu sendiri, baik 

sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, dan pengetahuan 

masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Ombudsman. 

Ombudsman perwakilan Maluku Utara yang keberadaannya begitu muda dengan berbagai 

problem yang dialami, baik secara internal maupun eksternal kelembagaan dan dengan segala 

tugas dan wewenangnya, serta kendala dan permasalahannya yang dihadapi, tentunya 

mengisyaratkan bahwa kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga 

pengawas dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate perlu ditingkatkan. 

Untuk menjawab problem yang dialami Ombudsman baik secara internal maupun eksternal 

kelembagaan dan dengan segala tugas dan wewenangnya, maka tentunya kinerja Ombudsman 

harus memiliki indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan 

tugasnya, menurut Danim untuk mencapai hasil yang baik maka mereka harus mampu tampil 

prima dengan kinerja yang sangat tinggi yaitu memiliki spesifik yang jelas, sehingga dapat 

dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, Dapat diukur secara objektif baik 

yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, Relevan, artinya bahwa kinerja harus menangani 
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aspek objektif yang relevan, Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau 

penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan, Efektif data atau informasi yang 

berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan 

biaya yang tersedia. Hal ini penting dilakukan oleh ombudsman karena akan meningkatkan 

partisipasi publik dalam pengaduan terhadap maladministrasi atau kasus pelayanan publik dan 

tentunya akan lebih mempermudah Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang prima di Kota Ternate. (Danim. 2008), 

 

Metode 

Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara selama 2 (dua) bulan 

dengan pertimbangan bahwa fenomena aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kota Ternate 

Propinsi Maluku Utara diwarnai dengan kondisi birokrasi yang kurang sesuai dengan landasan 

normatif dan prinsip-prinsip ilmiah, yang membuat pelayanan publik tidak efisien. Sehingga 

menuntut kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga pengawasan 

pelayanan publik untuk lebih mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima di Kota 

Ternate. Penelitian ini menggunakan  deskriptif kualitatif dengan melihat bahwa  kinerja 

Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate memuat problem 

sosial yang membutuhkan pemahaman secara universal agar dapat memperoleh data secara 

akurat. Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif, maka berdasarkan 

fenomena yang ada, pendekatan penelitian ini adalah fenomenalogi yaitu berdiskusi tentang 

suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan 

mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya 

apa pengalaman utama yang akan dijeleskan informan tentang objek kajian penelitian, serta 

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang  dalam situasi-

situasi tertentu, maka dengan demikian peneliti  menggambarkan pengalaman yang dilakukan 

dan dialami oleh para informan terhadap kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate.  

Penelitian ini juga menggunakan sumber data yaitu data primer  yang diperoleh melalui 

observasi, melakukan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti memilih informan 

berdasarakan teknik Purposive yaitu memili informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan yang sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dianggap cakap, kredibel untuk 
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menjawab masalah penelitian. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Komisioner  

Ombudsman, Asisten dan Staf, masyarakat pelapor, tokoh masyarakat atau LSM dan Pemerintah 

Kota Ternate yang terlapor. Kemudian sumber data selanjutnya adalah data sekunder berupa 

data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, baik berupa 

penelusuran dokumen laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan lainnya. Kedua sumber 

tersebut dapat diuji kredibilitasnya dan dapat dianalisis dengan menggunakan model interaktif 

teknik analisis data oleh Miles and Huberman yaitu data Collection, data Display, data 

Reduction, Conclution Drawing/Verifyingi. (Sugiyono, 2014) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam rangka menjalankan kinerjnnya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, 

maka peneliti mengacu pada tiga indikator untuk mengukur kinerja organisasi publik oleh 

Dwiyanto (2006) yaitu produktivitas kinerja, responsivitas dan responsibilitas yang dapat 

digambarkan berdasarkan hasil penelitian diantaranya: 

 

1. Produktivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Produktivitas menunjukkan pada dua dimensi yaitu efektivitas dan efisiensi dengan 

pandangan bahwa kinerja yang dilakukan hari ini itu lebih baik dari pada kinerja yang selalu 

ditunda-tunda,  dimana pada efektivitas yaitu melaksanakan sesuatu yang benar dalam 

memenuhi kebutuhan organisasi berkaitan dengan pencapaian untuk kinerja yang maksimal. 

Sementara pada efisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi 

bagaimana kinerja tersebut dapat dilaksanakan.  Sebagai upaya Ombudsman perwakilan 

Maluku Utara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produktivitas kinerja 

Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasannya maka,  pendekatan yang perlu 

dipakai adalah pendekatan Simamora (2004) yang mengatakan keberhasilan produktivitas 

kerja sangat berpengaruh pada kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketetapan waktu oleh karena 

itu untuk melihat kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu kinerja sebuah organisai publik 

terutama kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara maka, sejauh peneliti melakukan 

penelitian dan dengan hasil kajian dan observasi yang ada, untuk itu peneliti dapat 

menguraikan beberapa bahasan dengan melihat pada sub indikator dibawah ini:  

Kuantitas kinerja berkaitan dengan suatu hasil yang dicapai oleh Ombudsman 

berdasarkan standar dan mekanisme kerja sesuai dengan tugas yang dimilikinya. Oleh karena 
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itu, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan kinerja Ombudsman perwakilan 

Maluku Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang ada di Kota Ternate, berdasarkan 

tugas Ombudsman yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 diantaranya: 

Hasil observasi peneliti dan telaah dokumen  menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman 

diawali dengan penerimaan laporan yaitu sejak 2015 dan Januari-Juni 2016 dari 81 kasus 

yang ditangani oleh Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sebanyak 23 hasil temuan atau 

inisiatif sendiri sementara 34 berasal dari laporan langsung dan 24 adalah laporan melalui via 

email, surat, telepon maka dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa inisiatif 

Ombudsman itu sangat penting walaupun dengan capaian yang minimal tetapi sangat 

berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam menjalankan fungsi 

pengawasannya. Adapun gambaran data mengenai jumlah kasus aduan atau laporan 

berdasarkan instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup Kota Ternate, dapat 

digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1 : Laporan Kasus Ombudsman Perwakilan Maluku Utara 2015-2016. 

No Instansi Terlapor Jumlah Kasus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Disnakersos 

Dinas Pendidikan 

Dinas Tata Kota dan Pertamanan 

BLHK 

Dinas Perhubungan 

Badan Perlindungan Perempuan dan Anak 

BRI 

Kelurahan 

Dinas Pasar 

Dinas Kesehatan 

RSUD 

Telkom 

Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kecamatan 

Sekolah 

PT. Danamon 

Dinas Kebersihan 

Kepolisian 

ASDP 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pertamina 

BPN 

Pengadilan Negeri 

Pengadilan Agama 

Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan 

Dinas Kebudayaan dan Parawisata 

Jasa Raharja 

PLN 

PDAM 

Perguruan Tinggi 

3 

3 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

4 

5 

Total Jumlah Kasus 81 

        Sumber : (Data sekunder OMPU, 2016) 
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Hasil observasi dan telaah dokumen juga menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah 

instansi terlapor yang ditangani Ombudsman baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang 

paling dominan melakukan pelanggaran pelayanan publik atau maladministrasi adalah 

instansi pendidikan atau sekolah dengan jenis kasus yang sangat seragam yakni masalah 

pungutan liar (pungli), iuran kepada siswa yang penggunaannya tidak jelas, hal ini 

memungkinkan dampak dari pada kebijakan pendidikan gratis yang pada aspek lain pihak 

sekolah merasah kewalahan, sementara yang sering berulang kali melakukan kesalahan adalah 

PLN dengan jenis kasus yang juga seragam yakni pemadaman listrik yang berlarut larut, 

listrik yang sering mati dan sebagainya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya yang 

melakukan pelanggaran berulang kali tetapi tidak seperti yang terlihat pada angka yang 

dominan, kondisi ini memungkinkan peran serta pengaruh pemimpin yang yang kurang 

efektif dalam dalam mengorganisir sebuah lembaga atau instansi.  

Pernyaatan ini didukung oleh Terry yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi prilaku pengikut untuk mencapai tujuan serta mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budaya organisasi. Maka dengan demikian peneliti 

berkesimpulan bahwa pelanggaran yang berulang kali dilakukan oleh instansi terlapaor 

menandakan manajemen kepemimpinan dari instansi yang belum maksimal dan sikap 

Ombudsman yang harus  lebih tegas.  (Thoha 2010) 

Kualitas kerja Ombudsman terhadap penanganan laporan masyarakat yang masuk, dapat 

diselesaikan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman.  kinerja Ombudsman 

dalam penanganan laporan sudah mulai terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat pelapor.  

 
     Tabel II: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk dalam Kewenangan OmbudsmanTahun 2014-2016 

No 
Jenis 

Pelayanan 

Tahun 
Jumlah 

2014 2015 2016 

1. 

2. 

Pemerintah 

Swasta 

20 

10 

29 

17 

31 

4 

79 

31 

Total Per Tahun 30 46 35 110 

     Sumber: (Data Sekunder OPMU, 2016) 
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Berdasarkan Tabel II di atas dapat digambarkan bahwa kinerja OPMU dalam 

penanganan laporan sudah mulai terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat 

pelapor, akan tetapi pada tahun 2014 terdapat penurunan laporan sebesar 30 laporan, dengan 

alasan bahwa diawal-awal berdirinya Ombudsman perwakilan Maluku Utara, bekerja dengan 

serba keterbatasan personil yang hanya memiliki 2 (dua) Asisten dan pengetahuan masyarakat 

atas kehadiran Ombudsman yang sangat kurang sehingga, kehadiran Ombudsman diawal 

tahun bekerja sangat mengalami kekurangan laporan. 

Gambar I : Diagram Klasifikasi Laporan / Aduan Berdasarkan Mekanisme 

Penyampaian Laporan 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Data Sekunder OMU 2016 

 

Hal penting yang juga perlu dikemukakan adalah lembaga sektor publik maupun sektor 

swasta yang dilaporkan dari jumlah keseluruhan laporan atau aduan serta temuan selama 

tahun 2015 dan Januari-Juni Tahun 2016 kepada Ombudsman perwakilan Maluku Utara 

sebagaimana tercantum pada tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel III: Jumlah Instansi Terlapor Sektor Pemerintah 

No Instansi Terlapor Jumlah Laporan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kantor Dinas atau Badan 

Pemerintahan Kecamatan 

Pemerintahan Kelurahan 

Satuan Pendidikan/ Sekolah 

BUMN/BUMN 

37 

1 

4 

15 

20 

Total 77 

     Sumber : (Data sekunder OPMU, 2016) 

42%

5%10%

15%

28%

Diagram Klasifikasi Berdasarkan Persentase

Laporan Lansung Laporan Surat

Laporan Via Email Laporan Via Telepon

Temuan
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Dari hasil olahan data sekunder OPMU pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa, instansi 

terlapor dari sektor pemerintah yang paling banyak mendapat laporan adalah kantor dinas dan 

atau badan yakni dengan jumlah laporan yang masuk pada Ombusman Maluku Utara adalah 

sebanyak 77 kasus, ini menunjukkan bahwa aduan atau laporan masyarakat untuk dinas atau 

badan dapat digaris bawahi diantaranya pelayanan yang berbelit-belit dan kaku, kemudian 

kepentingan masyarakat yang tidak mampu diakomodir, pungutan pembayaran yang diluar 

dari mekanisme dan prosedur pelayanan. Sedangkan pada Kantor kecamatan dan kelurahan 

pada umumnya juga pelayanannya berlarut-larut dan melalaikan kewajibannya serta bertindak 

diluar kewenangan yang ada. Pada pendidikan atau sekolah antara lain adalah pungutan atau 

biaya partisipasi yang penggunanya tidak jelas, serta penjualan buku kepada siswa. 

Selanjutnya jumlah instansi yang terlapor pada sektor Swasta sebagaimana pada tabel 

berikut ini: 

Tabel IV: Jumlah Instansi Terlapor Sektor Swasta 

No Bidang Terlapor Jumlah Laporan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kontraktor 

Asuransi dan Pembiayaan 

Perdagangan barang dan Jasa 

Perbankan dan keuangan 

Pribadi 

0 

1 

0 

3 

0 

 Total 4 

    Sumber : (Data Sekunder OPMU, 2016) 

Pada tabel IV tersebut dapat menjelaskan bahwa jumlah aduan atau laporan terhadap 

sektor swasta yang masuk pada Ombudsman itu sangat menurun, dimana jumlah laporan 

terbanyak hanyalah 3 kasus yaitu perbankan dan keuangan dengan jenis kasus yang 

dilaporakan oleh masyarakat adalah pemutusan pinjaman pelapor sebelum berahirnya 

perjanjian pinjaman yang mengakibatkan sertifikat pelapor yang dijaminkan disita oleh pihak 

Bank Danamon, pihak Bank BRI tidak mau memberikan sertifikat milik pelapor yang 

dijaminkan pada saat pinjaman uang di Bank padahal pelapor sudah melunasi pinjaman 

tersebut.  Minimnya laporan terhadap sektor swasta dengan asumsi bahwa pihak swasta telah 

bekerja berdasarkan manajemen profesional. Untuk lebih mempertegas penjelasan diatas 

tentang kondisi laporan pada sektor swasta. 
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Tabel V: Klasifikasi Laporan atau Aduan Berdasarkan Proses Tindak Lanjut 

No Tindak Lanjut Laporan Jumlah Laporan 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kasus selesai atau tutup (yaitu selesai dengan 

investigasi, mediasi, dan penghentian tindak 

lanjut) 

Rekomendasi 

Dalam Proses 

Tahapan Konsultasi 

Tidak ditindak Lanjuti 

68 

 

 

0 

12 

1 

0 

Total 81 

     Sumber : (Data sekunder OPMU, 2016) 

Pada tabel V tersebut dapat dilihat bahwa klasifikasi laporan berdasarkan proses tindak 

lanjut menunjukkan jumlah kasus yang diselesaikan dengan investigasi, mediasi, dan 

penghentian tindak lanjut sebanyak 68 laporan. Dengan alasan kasus selesai dikarenakan 

proses tindaklanjuti laporan terhadap instansi yang terlapor Ombudsman lebih memberikan 

saran perbaikan kepda pihak terlapor dan mereka langasung melaksanakan, sementara pada 

tahap proses penyelesaian kasus, saat ini sedang berlansung karena Ombudsman butuh kajian 

mendalam dan pengutan data-data yang valid, begitu juga tahapan konsultasi yang tentunya 

saling mencocokkan antara data dari pihak terlapor dengan dengan jenis kasus yang 

dilaporkan. Sementara untuk tahapan rekomendasi dan kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh 

Ombudsman perwakilan Maluku Utara itu tidak ada. Melalui data tersebut dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa kinerja OPMU dalam menangani permasalahan yang dilaporkan 

masyarakat mulai 2015 -2016 tergolong cukup tinggi. 

Untuk melihat persentase laporan berdasarkan tindak lanjut penyelesaian laporan dapat 

dilihat pada gambar 4.4 berikut: 
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Gambar II : Diagram Klasifikasi Laporan Berdasarkan Proses Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sumber : (Hasil olahan data sekunder OPMU, 2016) 

Maka dengan demikian  produktivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsi 

pengawasan berdasarkan tugas Ombudsman yang diatur dalam undang-undang No 37 Tahun 

2008 yakni di mulai dari Proses dan tahapan penerimaan laporan, proses klarivikasi, proses 

investigasi, dan mediasi telah dijalankan oleh Ombudsman perwakilan Maluku Utara 

khususnya fungsi pengawasan yang dilakukan pada pemerintah Kota Ternate. Hanya saja 

pada tahapan rekomendasi Ombudsman perwakilan Maluku Utara belum mengeluarkan 

kepada instansi terlapor terhadap sejumlah kasus yang di dilaporakan oleh masyarakat 

maupun hasil temuannya sendiri. rekomendasi senantiasa belum dilaksanakan, karena 

rekomendasi bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas terhadap pelaku 

maladministrasi bahkan pada tingkat pidana, atas dasar itulah instansi terlapor yang ada di 

Maluku Utara terutama Kota Ternate lebih mempertimbangkan kemudaratannya dan 

menjalankan saran perbaikan yang diberikan Ombudsman, sehingga sampai saat ini 

Ombudsman perwakilan Maluku Utara belum mengeluarkan tahapan rekomendasi. 

 

2. Responsivitas Ombudsman terhadap aduan masyarakat 

  Responsivitas menurut Dwiyanto (2006) adalah merupakan kemampuan organisasi 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, dalam konteks ini responsivitas mengacu pada 

keselarasan antara program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsivitas menggambarkan kemampuan lembaga dalam menjalankan misi dan tujuannya. 

Ombudsman perwakilan Maluku Utara sangat merespon dengan baik dan selalu 

memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan masyarakat yang merupakan 

pihak yang merasa dirugikan.  

84%

0%

15% 1% 0%

Diagram Kalsifikasi laporan Berdasarkan Persentase

Selesai Rekomendasi

Dalam Proses Konsultasi

Tidak ditindaklanjuti
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Seiring dengan pembenaran pernyataan tersebut maka dapat diperkuat melalui hasil 

wawancara dengan RS seorang informan pelapor yang menyatakan bahwa: 

“Pada saat saya melaporkan sebuah kasus maladministrasi di Ombudsman, kasus dugaan 

maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Sekolah SMP Negeri 2 Kota Ternate 

terkait penjualan buku pelajaran, dan ketika saya melaporkan kasus itu ke Ombudsman 

saya tidak kenakan pungutan biaya atau imbalan apapun itu (Hasil wawancara  RS, Juli 

2016)”. 

Berdasarkan pernyataan dari RS sebagai pihak pelapor, hal ini membuktikan bahwa 

benar Ombudsman perwakilan Maluku Utara tidak memungut biaya atau imbalan dari 

masyarakat ketika memasukkan laporannya, hasil temuan peneliti bahwa  memang untuk 

mengenai laporan masyarakat ke Ombudsman itu tidak dikenakan pungutan biaya atau 

imbalan, dan itu diatur dalam Undang-Undang Ombudsman pasal 23 ayat 2. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Ombudsman perwakilan Maluku Utara 

dalam menerima laporan dari masyarakat tidak sama sekali dikenakan biaya atau imbalan, 

melaporkan pelanggaran baik itu berupa korupsi, kolusi, nepotisme merupakan hak mutlak 

bagi setiap warga negara atau masyarakat setempat yang merasa dirugikan sejauh laporan atau 

aduan masyarakat itu berhubungan dengan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang oleh 

pejabat atau Instansi terkait itu adalah tindakan semena-mena dan perilaku tidak etis sebagai 

penyelenggara negara, terutama penyelenggara negara dibidang pelayanan publik, maka 

dengan demikian temuan yang seperti itu wajib hukumnya sebagai masyarakat untuk 

melaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi atau merekomendasikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ombudsman sebagai 

lembaga independen yang mengawasi pelayanan publik sangat merespon dengan baik 

terhadap aduan masyarakat. 

Ombudsman merupakan lembaga pengawasan pelayanan publik, setelah menerima 

laporan atau aduan dari masyarakat, maka Ombudsman juga melakukan pemeriksaan 

substansi terhadap laporan yang diterima dari masyarakat, apakah laporan tersebut masuk 

pada kewenangan Ombudsman, atau tidak termasuk dalam kewenangan Ombudsman, karena 

sebagian juga masyarakat yang memasukkan laporan yang substansinya bukan dalam 

kewenangan Ombudsman, sehingga pemeriksaan substansi sangat perlu untuk dilakukan. 

Dengan segala kewenangan yang dimiliki Ombudsman maka akan mengurangi berbagai 

praktek mal administrasi terhadap aparatur penyelenggara layanan publik. Ini kemudian 
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sangat relevan dengan pendapat Syamsudin (2009), bahwa dengan wewenang yang relatif 

luas, kehadiran lembaga Ombudsman akan mengikis berbagai praktik maladministrasi publik 

(penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan wewenang atau jabatan) oleh oknum aparatur 

instansi pelayanan publik, dengan segala wujud dan modusnya, dari dunia pelayanan publik di 

Indonesia. 

Hasil Observasi menunjukkan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan 

publik yang memiliki posisi mandiri dan independen, membangun jaringan yang luas kepada 

seluruh stakeholder guna memperlancar kinerjanya terutama dalam mencari informasi dan 

data yang akurat terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang bersifat maladministratif. 

Lembaga-lembaga yang dijadikan mitra dengan Ombudsman terdiri dari Lembaga Sosial 

Masyarakat (LSM), lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, RT/RW, sebab 

dengan membangun jaringan kepada lembaga tersebut akan memperlancar dan memudahkan 

koordinasi jika ternyata ada dugaan yang terjadi. Selain itu tentunya juga jaringan harus 

dibangun dengan instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara 

independen lainnya yang ada di Maluku Utara khususnya Kota Ternate, selain itu juga 

Ombudsman juga bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi baik itu negeri maupun 

swasta. Selanjutnya dalam merespon  segala permasalahan yang ada dan untuk perbaikan 

penyelenggara layanan terhadap pencegahan maladministrasi maka Ombudsman senantiasa 

melakukan kegiatan antara lain: (a) melakukan sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan 

wewenang Ombudsman, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dan dapat mendukung 

eksistensi Ombudsman sebagai lembaga independen pengawasan terhadap penyelenggara 

pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta. Melakukan diskusi publik, dialog dan 

seminar terkait eksistensi Ombudsman di Maluku Utara di Kota Ternate, (b) Melakukan 

sosialisasi tentang prosedur pelayanan publik aparat pemberi layanan kepada penerima 

layanan, serta swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 kepada 

masyarakat, (c) melalui Focus Group Discusiion (FGD) dengan menghadirkan masyarakat 

sebagai penerima layanan publik dan pemberi layanan publik selaku penyelenggara pelayanan 

publik, (d) talk show melalui media, pemasangan iklan layanan publik di media cetak, media 

online seperti facebook, twitter,WA, dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut dapat 

dibuktikan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh AFA salah seorang asisten yang 

menyatakan bahwa: 
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 “Memang upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi di 

Kota Ternate adalah melakukan sosialisasi tentang peran Ombudsman, dialog, diskusi 

maupun seminar, Focus Group Discusiion (FGD), pemasangan iklan, pemanfaatan media 

cetak dan online, baliho, spanduk dan penyuluhan kepada instansi terkait (Hasil wawancara 

AFA,Juni 2016) ” 

 

Pencegahan terhadap maladministasi dengan upaya yang dilakukan Ombudsman 

merupakan langkah yang paling baik untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan 

oleh instansi baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta, hal ini menunjukkan bahwa 

Ombudsman memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kesadaran akan hak-hak 

masyarakat mendapatkan pelayanan yang sepatutnya, kesadaran tugas dan kewajiban sebaga 

aparatur penyelenggara Negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka 

dengan demikian wujud dari pada pelayanan publik yang prima itu bisa tercapi dan hasilnya 

dapat dirasakan oleh masyarakat,apabila masyarakat diutamakan dan merasakan kepuasan, hal 

ini kemudian diperkuat oleh Nadzaria (2013) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

pelayanan prima itu adalah masyarakat merasa penting, sebagai mitra, pelayanan yang cepat 

dan tepat serta mengutamakan pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan. 

 

3. Responsibilitas Ombudsman terhadap penerimaan dan penyelesaian laporan 

masyarakat. 

Responsibiltas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana 

pemberian layanan telah berjalan sesui dengan aturan yang diberlakukan atau prosedur yang 

telah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan 

organisasi yang benar telah ditetapkan sebagaimana dikatakan oleh Lenvine dalam 

(Sembering 2012) bahwa responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan pelaksanaan 

organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesui dengan 

kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit. 

Responsibilitas Ombudsman terhadap penyelesaian laporan masyarakat yang dimaksud 

dalam penelitian kali ini adalah bagaimana kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara 

dalam menyelesaikan aduan atau laporan, baik dari masyarakat atau hasil temuan sendiri 

berdasarkan insiatif, itu kemudian berdasarkan prinsip administrasi atau tidak lepas dari 

mekanisme dan prosedur yang berlaku secara konstitusi atau Undang-Undang Ombudsman 
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dan dengan kata lain prosedur yang telah disepakati bersama atau biasa disebut dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada lembaga Ombudsman. Suatu hal yang 

menjadi penentu atas keberhasilan Ombudsman dalam menjalankan fungsinya adalah sejauh 

mana kesiapan dan kelengkapan administratif untuk mendukung setiap kegiatan Ombudsman 

dalam hal penerimaan dan penyelesaian laporan.  

Gambar III: Alur Penerimaan dan Penyelesaian Laporan/Pengaduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Sumber : (Data Sekunder OPMU, 2016) 

 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa proses penerimaan dan 

penyelesaian laporan atau pengaduan itu kemudian didasari berdasarkan mekanisme dan 

prosedur yang ada pada Ombudsman, yakni mulai dari tahapan registrasi, seleksi, 

pemeriksaan secara substansi, tahapan klarifikasi, mediasi sampai pada pemanggilan dan 

rekomendasi. Ombudsman Maluku Utara sebagai sebuah lembaga yang berperan menangani 

persoalan maladministrasi yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik tentunya telah 

memiliki standar Operasional Prosedur (SOP), sebab setiap laporan yang diterima maupun 

yang diselesaikan harus mengacu pada SOP yang berlaku secara baku atau bersifat tetap. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Ombudsman MU selanjutnya menjadi landasan kinerja 

bagi setiap personil termasuk dalam melakukan tindakan penanganan kasus yang dilaporkan 

oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dipertegas oleh AI asisten Ombudsman yang menyatakan 

bahwa: 

“Setiap laporan yang kami terima maupun yang akan kami selesaikan itu sesuai dengan 

mekanisme yang tentunya tidak lepas dari pada Standar Operasional Prosedur  (SOP) yang 

berlaku di Ombudsman, dan telah menjadi sandaran baku bagi Ombudsman dalam 

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya (Hasil wawancara AI, Juni 2016)”. 
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Dari uraian diatas mempertegas bahwa setiap jenis dan tahapan laporan yang 

disampaikan oleh pihak pelapor kepada Ombudsman, telah memiliki standar yang baku, 

sehingga sangat sedikit kemungkinan untuk terjadi kelambatan dan kesalahan dalam 

penanganan perkara yang dilaporkan ke Ombudsman secara administrasi, kemudian 

pernyataan yang diperkuat adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa setiap 

menerima laporan maupun laporan yang diselesaikan Ombudsman memiliki standar baku 

yang telah ditetapkan. Pernyataan ini sebagaimana diperkuat oleh Komisioner  SA yang 

dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa: 

“Di Lembaga Ombudsman ini tentunya juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), 

dimana kami dalam melakukan kinerja baik dalam penerimaan laporan maupun tahapan 

penyelesaian laporan pun berdasarkan SOP yang ada, apalagi Ombudsman ini adalah 

lembaga independen pengawasan pelayanan publik terhadap maladministrasi, sehingga kami 

harus memberikan contoh teladan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat (Hasil 

wawancara SA, Juni  2016)”. 

Hasil wawancara ini juga kemudian diperkuat oleh Yayan (2013) bahwa standar 

operasional prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 

berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 

di mana dan oleh siapa dilakukan. Ombudsman perwakilan Maluku Utara senantiasa bekerja 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki. Hal ini dapat pula dimaknai 

bahwa setiap lembaga apapun itu baik sektor pemerintah maupun swasta harus memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap. Ombudsman perwakilan Maluku Utara 

sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik memiliki ciri khas tersendiri yang dapat 

membedakan dengan lembaga lain, ciri khas tersendiri yang dimaksud adalah Ombudsman 

diberi fungsi, tugas dan kewenangan secara konstitusi untuk memberantas yang namanya 

maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sampai dengan tahapan 

rekomendasi, ini yang dapat membedakan sehingga Ombudsman juga dituntut bekerja secara 

profesional, produktif, responsif dan responsibilitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

administrasi dan prosedur yang berlaku (SOP). 

 

Kesimpulan 

Kinerja Ombudsam Perwakilan Maluku Utara (OPMU) dalam mewujudkan pelayanan 

yang prima di Kota Ternate cukup baik dengan melihat pada produktivitas Ombudsman dalam 

menjalankan fungsi pengawasannya, yakni mulai dari (a) kuantitas kerja Ombudsman meliputi: 
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Proses dan Tahapan Penerimaan Laporan, melakukan Klarifikasi laporan, Infestigasi lapnagan, 

serta mediasi dan Rekomendasi (b) Kualitas Kerja meliputi: jumlah pengaduan masyarakat Kota 

Ternate yang masuk pada Ombudsman berjumlah berkisar 81 laporan suda termasuk swasta dan 

pemerintah, kemudian penyapaian laporan dari masyarakat yang cukup baik karena sesuai 

dengan mekanisme,  melakukan proses tindaklanjuti laporan yang masuk dalam kewenangnan 

Ombudsman, (c) ketetapan waktu dalam penyelesaian laporan masyarakat. 

Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara khususnya di Kota Ternate cukup baik 

dengan melihat pada responsivitas Ombudsman terhadap aduan masyarakat meliputi: (a) sikap 

Ombudsman dalam merespon keluhan/laporan masyarakat Kota Ternate, (b) ombudsman 

melakukan perbaikan penyelenggara layanan dengan sosialisasi ke instansi penyelenggara 

layanan publik baik pemerintah maupun swasta, melakukan  Focus Group Discusiion (FGD), 

seminar, Talk show   melalui media, ombudsman juga bekoordinasi dan kerja sama dengan 

Stakeholder sebagai upaya terhadap pencegahan maladministrasi oleh pemerintah Kota Ternate. 

Selanjutnya dapat dilihat pada responsibilitas Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam 

penerimaan dan penyelesaian laporan dengan meliputi: kelengkapan administrasi/registrasi yang 

disiapkan ombudsman, kemudian pemeriksaan administrasi dan substantif  laporan masyarakat , 

serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dan berlaku berlaku pada 

Ombudsman. 
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Abstract  

This article discusses the development paradigm that focuses on human  or people centered development. 

Many development paradigms have been applied in many developing countries, but the results have not 
been satisfactory. During this time the various paradigms emphasize economic growth, equity of 

development, and others, but the distortion of development appears everywhere. For example, 

development by emphasizes economic-growth was followed by massive environmental damage. In 
addition, poverty is still a portrait of people in developing countries, although the country is experiencing 

high economic growth. In realizing a prosperous society free of poverty, a new strategy or development 

paradigm that emphasizes its human factors are needed. In this case, this paradigm discusses the 
importance of the human element as the 'core' of development itself. If human beings are capable, have 

sufficient knowledge, adequate skills by themselves poverty will be reduced. Therefore, this paradigm 

more implies that is a 'capacity building ' of human beings so that it can become the subject of 

development and not just as an object of development themselves. Capacity building can be achieved 
through social development that emphasizes elements of education, knowledge, and skills so that they can 

try or do entrepreneurship and open their own job opportunities. Many cases, various development 

paradigms that emphasize economic growth are not able to absorb the available labor so that many are 
unemployed. With the ability of human or people, they have will be able to open their own business and 

do not depend on the provision of employment from the government. In the end they are able to alleviate 

self-poverty.  

Keyword: Economic Growth, Capacity Building, Entrepreneurship 

 
Abstrak 

Artikel ini membahas tentang paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada manusia 

(people centered development). Banyak paradigma pembangunan yang telah diterapkan di 

banyak negara berkembang, tetapi hasilnya belum memuaskan. Selama ini berbagai paradigma 

menekankan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan lainnya, namun distorsi 

pembangunan muncul di mana-mana. Sebagai contoh, pembangunan yang menekankan 

pertumbuhan ternyata diikuti oleh kerusakan lingkungan yang sangat masif. Selain itu, 

kemiskinan masih menjadi potret masyarakat di negara berkembang, walaupun negara tersebut 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera dan terbebas dari derita kemiskinan, diperlukan strategi baru atau paradigma 

pembangunan yang menekankan faktor kualitas manusianya. Dalam hal ini, paradigma ini 

membahas pentingnya unsur manusia sebagai ‘inti’ dari pembangunan itu sendiri. Jika 

manusianya mampu, mempunyai pengetahuan cukup, ketrampilan yang memadai dengan 

sendirinya kemiskinan akan dapat dikurangi. Oleh karena itu, paradigma ini lebih 

mengisyaratkan ‘capacity building’ dari manusia sehingga mampu menjadi subyek 

pembangunan dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata. Akhirnya, peningkatan 

kapasitas manusia dapat dicapai melalui pembangunan sosial yang menekankan unsur 
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pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga mereka bisa berusaha atau melakukan 

wirausaha dan membuka peluang kerja sendiri. Banyak kasus, berbagai paradigma pembangunan 

yang menekankan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia 

sehingga banyak sekali yang menganggur. Dengan kemampuan yang dimiliki mereka akan 

mampu membuka usaha sendiri dan tidak menggantungkan dari penyediaan lapangan kerja dari 

pemerintah. Pada akhirnya mereka mampu mengentaskan kemiskinan diri sendiri. 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Manusia, Wirausaha 

                    . 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Di era industrialisasi merupakan suatu masa yang tidak sejalan atau searah antara 

pencapaian pembangunan bidang teknologi dan juga bidang ekonomi bagi kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan. Secara substansial keduanya mencapai keberhasilan dalam membawa 

pengaruh luar biasa dan sangat luas bagi penduduk di Negara Industri Barat pada umumnya, 

yang telah memberikan inspirasi mengenai visi global tentang pembangunan satu dunia dan 

memimpikan suatu kondisi tanpa ada kemiskinan pada masyarakatnya. Industrialisasi itu sendiri 

merupakan kesuksesan dari suatu model perencanaan pembangunan yang digagas dalam bentuk 

‘Marshall Plan’ dan mampu mempercepat rekonstruksi kembali Eropa dari kehancuran setelah 

Perang Dunia Kedua dan mendorong suatu pencapaian tujuan satu dunia yang sejahtera. Visi 

global tersebut menyebar dengan cepat dan sangat luas sehingga mempengaruhi jutaan orang di 

berbagai belahan dunia dan bangsa dengan beberapa tahapan pembangunan ekonomi. Rahasia 

keberhasilan itu,  diperkiraan sebagai artikulasi dari penerapan teori pembangunan saat itu dan 

disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi melalui investasi besar-besaran dalam 

bidang industrialisasi. (Magid, 2012)       

Teori Marshall tersebut memperkirakan bahwa negara yang selalu setia mengejar 

pertumbuhan ekonomi dengan suatu resep kebijakan ekonomi, secara perlahan dapat 

mengembangkan sektor ekonomi mikro yang mandiri sehingga dapat mengurangi kemiskinan di 

negara berkembang (Green, 2006). Dengan model ini pada akhirnya semua warga negara dapat 

mengakses keuntungan dari berkembangnya kehidupan masyarakat modern yang didukung 

sektor ekonomi mikro. Strategi pembangunan demikian berasal dari teori yang disebut 

‘konsentrasi produksi’ dengan menekankan perhatian pada semua sumber daya dalam mencapai 
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kemungkinan pertumbuhan ekonomi secara maksimun. Berbagai sarana dan prasarana 

managemen dikembangkan dan diperluas untuk membantu menentukan keputusan yang tepat 

agar pengalokasian sumber daya secara konsisten dapat dilakukan dengan tepat sebagai 

prioritasnya. 

Semua kegiatan didasarkan atas maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi semua 

manusia sehingga strategi dan metodologi tersebut pada awalnya disebut dengan pembangunan 

berpusat pada produksi (Wong and Fung, 2017). Para penganutnya memperkirakan bahwa 

penekanan satu pemikiran dalam produksi akan secara otomatis dapat mengubah peningkatan 

keuntungan bagi semua orang dalam suatu negara. Sedangkan indikator dan kebijakan yang 

menjadi kriterianya adalah dalam periode tertentu biasanya dapat diukur dengan produksi yang 

dihasilkan baik secara individu maupun masyarakat. 

Selanjutnya, kedua pakar di atas menjelaskan bahwa dalam model ini, dapat disebut 

dengan investasi untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Secara rutin 

bisa dibenarkan pada tataran dasar – yakni para pekerja mendapatkan hasil yang lebih tinggi 

dalam bentuk pembayaran gajinya dalam proses produksi yang merupakan alternatif investasi -  

tidak hanya karena mereka mendapatkan keuntungan secara langsung dari pertumbuhan ekonomi 

tetapi juga mendapatkan keuntungan lain secara tidak langsung.  

Sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi yang berbasis pusat produksi bukan hanya sekedar 

teori, tetapi merupakan hal yang sangat rumit dalam merealisasikannya. Suatu definisi yang jelas 

dari tujuan pembangunan dan merupakan suatu resep kebijakan untuk dapat diterapkan. Namun, 

visi demikian, merupakan suatu keyakinan yang sangat kuat bahwa berdasarkan suatu sistem  

produksi masal pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pembentukan pusat produksi 

sebagai suatu paradigma pembangunan yang diterapkan. Di beberapa   negara Eropa, penerapan 

teori tersebut dengan membentuk pusat produksi mengalami keberhasilan, namun setelah 

diterapkan di negara berkembang dan berada di luar Eropa banyak mengalami kegagalan. 

Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, 

penerapan paradigma pertumbuhan tidak  menghasilkan keuntungan, namun hasilnya adalah 

‘tumpukan’ hutang dan kerusakan lingkungan. Atas dasar tersebut kemudian muncul 

perkembangan paradigma yang disebut dengan ‘teori dependensi’ (Cardoso, F.H. and Falleto, E., 

1979). 
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Teori dependensi atau paradigma ini berkembang di akhir tahun 1960-an, yang 

melakukan kritik terhadap keterbatasan mengenai teori pertumbuhan neo-klasik. Kritiknya secara 

substansial muncul dari kalangan ilmuwan atau pakar terutama barisan ekonom juga. Para pakar 

menyadari bahwa teori merembes ke bawah (trickle-down effects) seperti dikemukakan oleh 

Ambrose et al. (2013), baik secara ekonomi maupun keadilan sosial diperkirakan secara teoritis 

dan praktis mengalami kegagalan. 

Sebaliknya, justru kebalikannya yakni pengaruh merembes ke atas (trickle-up) yang tidak 

pernah dipahami secara tuntas sehingga diperlukan bakat berwirausaha, tersedianya  lapangan 

kerja, dan suatu kebijakan dari bawah ke-atas (Ghatak, 2007). Dengan menguji dan memahami 

kembali yang terjadi dan dimulai akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an, maka 

diperlukan suatu keberanian untuk berkomitmen di seluruh dunia bahwa perlu menempatkan  

secara langsung tiga tantangan pusat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Pertama. adalah pengurangan kemiskinan bagi masyarakat di negara berkembang, 

kedua perlindungan kapasitas produksi berdasarkan sumber daya lingkungan dan tidak 

menimbulkan kerusakan, dan ketiga adalah pemberdayaan manusia melalui peningkatan 

partisipasi di dalam proses pembangunan dengan model bottom-up. Komitmen demikian disertai 

dengan menguji kembali teori dan resep yang digunakan terkait dengan teori pusat produksi. 

Ketiga tantangan tersebut dirujuk dalam pembangunan yang diprakarsai PBB yakni MDGs 

(UNO, 2000) dan SDGs (UNO, 2015). 

Model pertumbuhan dengan mendatangkan teknologi baru yang efisien diyakini dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara substansial terkait dengan penyerapan dan 

produktivitas tenaga kerja industri perkotaan (Gomulka, 2006). Namun, dalam kenyataannya 

menurut paradigma dependensi kebijakan tersebut tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru 

pada tingkat bawah sehingga tidak sepadan antara investasi dengan penciptaan lapangan kerja.  

Dengan  memberikan tekanan pada strategi pertumbuhan ekonomi ‘murni’, sesungguhnya 

strategi tersebut justru sebaliknya dan menjadi bukti yang didasarkan atas asumsi yang keliru – 

yakni bahwa negara berkembang dan miskin menjadi lebih miskin karena mereka tidak 

mempunyai tenaga kerja potensial produktif untuk mendukung penerapan paradigma 

pertumbuhan. 

Dalam hal ini, keyataannya pada masyarakat luas di negara berkembang bahwa secara 

sosial budaya masalahnya adalah sikap malas sehingga tidak mampu bekerja secara produktif 
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secara ekonomi. Sikap demikian berkaitan dengan dorongan yang rendah untuk berprestasi 

(McClelland, 1961) dari masyarakat di negara berkembang memang rendah. Hal tersebut terkait 

dengan kebiasaan masyarakat yang melakukan kegiatan secara komunal dan tidak produktif 

dalam pencapaian pekerjaan masyarakat. Kebiasaan mereka dengan kegiatan yang bersifat 

subsisten dan terjadinya ‘involusi pertanian’ (Geertz, 2016) sehingga tidak banyak menghasilkan 

suata karya tertentu secara individual maupu masyarakat. 

Dipihak lain, masyarakat kecil di negara berkembang secara subsisten mampu dan mahir 

membuka lapangan kerja secara sendiri sebagai pedagang kecil. Berbagai pekerjaan informal, 

seperti tukang rongsokan besi, pengumpul barang bekas, pengangkut air, dan pedagang kecil yan 

mampu menyediakan kesempatan untuk hidup (Sangeeta and Erwan, 2006). Dengan realitas 

yang demikian, banyak pakar yang menganalis dan mencurahkan perhatiannya guna mengatasi 

masalah sosial yang muncul di negara berkembang  adalah dengan menambah jumlah pekerjaan 

yang bisa disediakan untuk mengatasi tambahan dan pertumbuhan tenaga kerja dengan kualitas 

yang lebih baik. Selain itu, perlu juga mendorong dan memberikan pelatihan sehingga kapasitas 

masyarakat dapat meningkat 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perspektif Pembangunan Berpusat Pada Manusia  

Perspektif pembangunan yang menekankan kapasitas pada manusia, terus mendapatkan 

kritikan tetapi juga banyak yang mengakui sebagai paradigma pembangunan yang menjanjikan. 

Hal ini terkait dengan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan mulai tahun 1974 

sampai 2003 oleh Bank Dunia dan Studi Pembangunan Institute Sussex yang mengisyaratkan 

paradigma baru terkait pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan dan pemerataan (Sumawinta, 

2004)  

Model ini strateginya adalah memperluas penggunaan produktivitas sumber daya dalam 

skala kecil di bidang pertanian dan sektor informal perkotaan sehingga dapat membuka lapangan 

kerja bagi sebagian besar rumah tangga orang miskin. Model itu direkomendasikan juga dalam 

strategi pembangunan perdesaan yang tekanannya adalah peningkatan akses bagi petani kecil 

dan buruh tani yang bekerja di sawahnya sendiri. Mereka diberikan air bersih, kredit usaha, dan 

berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung dan dapat memberikan mereka kesempatan untuk 

meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, di negara-negara Asia telah dikembangkan program 
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satu desa satu produk sehingga bisa mendorong dan mewadahi pertumbuhan ekonomi perdesaan 

(Natsuda, et al., 2012).  

Sedangkan strategi di wilayah perkotaan ditekankan pada pembukaan kesempatan untuk 

meningkatkan produktivitas para pekerja subsisten sebagai produsen kecil melalui pemberian 

seluas-luasnya akses terhadap perubahan kebijakan. Selama ini, kebijakan bersifat diskriminatif 

kepada orang miskin di perkotaan sehingga mereka tidak mampu bertahan hidup – karena 

termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. (Mulyadi, 2017)  

Tema lain yang menujang munculnya perspektif pembangunan manusia juga 

diperkenalkan melalui kebijakan mengenai kebutuhan dasar manusia.  Seperti kebutuhan 

sekolah, kesehatan dengan menganjurkan dan memperluas kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan yang murah dan layanan kesehatan yang mudah bagi sebanyak mungkin masyarakat 

bawah. Salah satu untuk dapat mengukur hal tersebut adalah Indeks Kualitas Hidup Fisik  atau 

The Physical of Life Index yang dikembangkan sebagai alternatif dari Produk Nasional Brutto 

untuk mencapai tujuan pembangunan yang berbasis pada kapasitas manusia dan kesejahteraan 

sosial. (Larson and Wilford, 1979) 

Dalam hal ini, pengembangan pemikiran sangat penting dengan disertai memperkenalkan 

reformasi kebutuhan manusia dalam prioritas pembangunan. Dengan berbagai kegiatan  yang 

diprogramkan untuk mendukung pertumbuhan dengan pemerataan, maka prioritas menyediakan 

kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan sangat penting. Dua hal ini bukan hanya 

sebagai alternatif melainkan prioritas yang harus ditekankan sebagai realisasi dari strategi 

pembanguman yang diterapkan. Dengan adanya penyesuaian di dalam kedua prioritas tersebut 

maka akan dpat diwujudkan perspektif dari paradigma ‘people-centered development atau PCD 

(Corten, 1987).  

Selain itu, dengan mengembangkan tiga pusat tantangan pembangunan seperti dijelaskan 

di atas maka pengentasan kemiskinan dapat segera terwujud. Pada era dekade lalu, sesungguhya 

merupakan waktu yang membawa ketenangan dan keharmonisan karena adanya keberhasilan 

dalam pengembangan pembangunan yang dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan adanya 

perkembangan tekonologi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia. 

Manusia sudah merasa memerlukan bantuan teknologi dalam kehidupannya sehingga 

memuculkan kesadaranya tentang keterbatasan manusia dengan segala potensi yang ada.  
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Meskipun tampak harmonis antara kehidupan manusia dan lingkugannya, tetapi masih 

ada hal perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong para pakar 

mengembangkan pemikirannya tentang perspektif dari PCD dalam kerangka menyempurnakan 

paradigma pembangunan berpusat pada produksi dan membuka seluas-luasnya kemungkinan 

baru  untuk menciptakan suatu masyarakat global yang sungguh-sungguh harmonis dalam 

kehidupan yang sejahtera dengan dukungan kelestarian lingkungan (Giddings, 2002). 

Para pakar yang menganut paradigma pembangunan yang berfokus pada manusia, 

mengemukakan bahwa situasi kemanusiaan pada saat ini dalam perspektif perubahan sosial 

jangka panjang dan terus berlangsung. Argumen dasarnya adalah mereka mengembangkan suatu 

masyarakat industri yang didukung oleh masyarakat pertanianKeduanya adalah suatu masa 

transisi penting termasuk perubahan besar mengenai keberadaan nilai sosial masyarakat, struktur 

sosial, dan teknik produksi yang terus berkembang. (Mardzuki, 2014). 

Suatu tranformasi sosial menuju suatu model masyarakat post-industri yang lebih pantas 

bagi negara dan bangsa yang lebih ramah di seluruh dunia yang berdasarkan pertanian 

(agricultural based) guna lebih maju, dengan melakukan langkah cepat menuju masyarakat 

industri. Di dalam era industrialisasi demikian seharusnya lebih banyak menciptakan suatu 

kondisi yang dapat mendorong dan mendukung terjadinya suatu tranformasi (perubahan). Suatu 

perubahan sosial yang dapat menciptakan kemungkinan pencapaian suatu masyarakat global bagi 

semua orang  yang bisa memberikan kesempatan untuk merealisasikan atau mewujudkan potensi 

yang dimilikinya.  

Salah satu hal yang sangat penting saat ini peran teknologi informasi, sudah menjadi 

pemain utama dalam kehidupan manusia terutama dalam proses pembelajaran masyarakat, maka 

yang perlu disadari adalah bahwa masyarakat manusia berada dalam suatu terminologi yang 

kenyataan hidup di dalam suatu planet bumi yang kecil. Hal ini karena jarak tidak menjadi 

penghalang manusia berinteraksi dengan orang lain di seluruh muka bumi ini. (Kwatolo, 2010) 

Akibat dari realitas ini, dapat digambarkan bahwa suatu dasar alternatif ekonomi, yakni 

dengan mengeksplorasi reorientasi mengenai nilai-nilai dasar kemanusiaan yang diperlukan 

untuk hidup harmoni melalui proses alamiah dan membahas alternatif yang bisa dibuat terkait 

dengan bentuk organisasi (lembaga) yang tepat di dalam mengelola sumber daya yang ada. 

Persaingan memperebutkan sumber daya alam khususnya semakin meningkat sehingga 

menimbulkan banyak dinamika kemiskinan (BPS, 2016). Meskipun secara absolut kemiskinan  
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akan berkurang secara berangsur-angsur melalui proses perubahan sosial yang dilakukan tetapi 

masih banyak tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya melalui transformasi sosial yang 

dilakukan. Dalam hal ini, dinamika kemiskinan menjadi penting dan terus diperdebatkan melalui 

perbaikan sistematik yang terus-menerus dilakukan.  

Pendukung perspektif  dari munculnya paradigma PCD adalah membahas dan 

mengkritisi masalah definisi dengan mengedepankan isu-isu berdasarkan pada pilihan rekayasa 

sosial yang tepat bagi tujuan yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada teori 

pembelajaran sosial / social learning dan aplikasinya di dalam membuat pembelajaran lebih 

cepat dan efektif bagi individu dan lembaga sosial. (Maisto, 1999).   

Selain hal itu, para pakar juga memperdebatkan pula fungsinya paradigma tersebut dalam 

perubahan sosial sebagai metodologinya. Sedangkan fokusnya pada perhatiannya terhadap 

sistem produksi, sistem pendidikan, dan sistem layanan kesehatan.  Selain itu, paradigma ini juga 

harus menitikberatkan pada manusia sebagai subyek pembangunan dan kesejahteraan mereka, 

dengan penekanan pada pentingnya wilayah dan kepercayaan diri masyarakat.  

Hal ini sebagai petunjuk dasar implementasinya, sehingga dapat memberikan pilihan 

terbaik dalam menggunakan sumber daya lokal di bawah kendali masyarakat lokal untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri sehingga terjadi ‘self help to them selves’ (Oliver, 1996), 

dari masalah kemiskinan yang dialami. 

 

Kerangka People Centered Development 

 PCD sesungguhnya  lebih menekankan pada pemberdayaan manusia melalui peningkatan 

kapasitasnya, sehingga mampu mengendalikan kehidupan mereka sendiri dengan melakukan 

pengelolaan terhadap sumber dayanya. Dalam hal ini, mereka mampu menciptakan sumber 

kehidupan rumah tangganya dan secara langsung dapat mengejar pembangunan nasional yang 

diprogramkan sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan sebagai wujud dan realisasi dari 

tujuan akhir PCD. Meskipun suatu langkah baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang dilakukan pemerintah, namun PCD terkadang mendapatkan kritik dari berbagai kalangan 

dan banyak pakar. (McGinty, 2002). 

Kompleksitas isu terkait dengan PCD seringkali dikaitkan dengan lembaga sosial modern 

saat ini yakni suatu lembaga yang demokratis sampai kepada terwujudnya birokrasi di bidang 

bisnis, dan lembaga perburuhan yang condong melakukan pembelaan terhadap ketidakberdayaan 
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masyarakat. Selain itu, ketidakberdayaan manusia seringkali menjadi sasaran kebijakan yang 

memarjinalkan mereka. Satu hal penting dalam PCD adalah tanggung jawab penuh terhadap 

keberadaan dan pembelaan orang miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.  Oleh karena 

itu, masyarakat miskin menjadi persoal penting dalam PCD karena mereka merupakan bagian 

besar masyarakat. Dengan membahas secara holistik sebagai strategi penting dalam pembanguan 

suatu negara dan bangsa, maka argumen logis perlu dijabarkan untuk mendukung kerangka PCD. 

Konsep sentral dari PCD sangatlah sederhana. Konsep tersebut sebagai suatu pendekatan 

pembangunan yang memperhatikan proses yakni berasal dari inisiatif yang kreatif dari 

masyarakat atau orang-orang yang menjadi sumber daya utama pembangunan dan materinya. 

Selain itu, sangatlah penting memperhatikan konsep dari sisi kesejahteraan spiritual sebagai 

akhir dari proses dan implementasi pembangunan yang diprogramkan. Kalau menengok 

kegagalan terbesar dari model pembangunan konvensional (Majid, 2012), sebelumnya yang 

bersifat sosialis dan kapitalis, pada dasarnya keduanya mengandalkan pusat produksi dengan  

sistem produksi masal. Dalam hal ini, asumsi yang dibangun adalah pemenuhan kebutuhan 

manusia harus didahulukan karena pertambahan atau pertumbuhan penduduk terkait dengan 

kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai sarana terpenuhi kehidupan. Dalam pembangunan 

konvensional, bagi yang beruntung dan dapat berpartisipasi dalam keseluruhan pembangunan 

maka akan mendapatkan kehidupan dengan mudah, terutama bagi masyarakat yang terlibat di 

dalam birokrasi, baik swasta maupun publik. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan mudah karena mendapatkan akses terhadap sumberdaya dalam rumah tangganya dan 

tidak terbatas dalam memperoleh kesempatan berbagai bidang untuk menciptakan kreativitas 

dirinya. Bagi masyarakat yang kurang beruntung dan tidak bisa berpartisipasi secara penuh di 

dalam proses pembangunan, maka mereka terjerumus dengan kehidupan yang marginal sebagai 

makhluk manusia dan harkat serta martabatnya bisa turun di tengah kehidupan masyarakat.  

Dengan sistem sosialis dan kapitalis dengan mengandalkan pusat produksi dan sistem 

produksi masal, maka dalam waktu yang sama permintaan akan kebutuhan barang meningkat 

tajam. Guna mensuplai hal tersebut dapat dilihat bahwa kedua sistem dengan menggunakan 

berbagai perusahaan-perusahaan yang mendorong banyak pihak dalam masyarakat untuk 

melakukan pengrusakan (eksploitasi) terhadap sumber daya alam sehingga membahayakan 

ekosistem secara keseluruhan bagi kehidupan di bumi, baik manusia maupun binatang dalam 

menjaga kelangsungan atau kelestarian hidupnya.  
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Dengan bayangan demikian kemudian muncul kesadaran tentang dehumanisasi 

(ketidakmanusiawian), ketidak-adilan, dan lingkungan yang tidak lestari yang mengakibatkan 

model pembangunan konvensional mulai ditinggalkan dan kemudian memunculkan  langkah 

alternatif. Banyak alternatif dan pilihan program sangat meyakinkan sehingga dapat digunakan 

secara substansial dan dapat meningkatkan produktivitas hasil untuk memenuhi kebutuhan dan 

perkembangan jumlah penduduk dunia. Namun, langkah yang diambil harus merupakan langkah 

yang beriringan dan harmonis dengan kebutuhan dasar yakni, partisipasi masyarakat yang seluas-

luasnya, pemerataan dan kelestarian lingkungan hidup (UNO 2015). 

 Dari pengalaman yang telah lalu disarankan terhadap semua negara dan bangsa yang 

peduli terhadap kesejahteraan penduduknya untuk segera mencari suatu langkah yang tepat 

dengan menggunakan eksperimen atau percobaan. Hal ini dapat dijadikan suatu alat perencanaan 

baru yang mendukung definisi baru dari masalah pembangunan. Dengan usaha demikian 

diharapkan tercapai reorientasi kelembagaan melalui pengelolaan sumber daya masyarakat 

secara produktif – khususnya sumber daya tanah dan air – mengembalikan pengendaliannya pada 

masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupan pada lingkungannya. Namun, para pembela 

terhadap praktik pembangunan konvensional tidak akan ragu menjaga dan mempertahankan 

model pembangunan tersebut dengan asumsi bahwa semua pembangunan yang dilaksanakan 

bermaksud untuk menguntungkan dan mensejahterakan semua masyarakatnya.   

Dalam kenyataannya, banyak kejadian bahwa secara substansial bahwa pembangunan 

konvensional yang berfokus pada sistem produksi terkadang mengalami kendala atau distorsi 

(Midgley, 1995), sehingga pendekatan tersebut banyak mendapatkan kritikan. Alasan lain dari 

pembela paradigma konvensional adalah bahwa program pembangunan demikian merupakan 

suatu pendekatan yang efektif pada masanya dan mampu merealisasikan potensi produksi yang 

ada guna mewujudkan produksi masal bagi umat manusia. Selain itu, pembangunan 

konvensional dengan basis menciptakan sistem produksi masal terkadang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan berbagai kendala tersebut 

kemudian pembangunan yang menekankan kapasitas manusia menjadi sangat penting dan secara 

singkat dapat dikemukakan ciri dari pembangunan konvensional dan pentingnya PCD sebagai 

berikut: 
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1. Industrialisasi seringkali mengalahkan bidang pertanian, padahal bidang tersebut merupakan 

bidang sangat penting karena sebagaian besar masyarakat di dunia ini menggantungkan 

kehidupannya.  

2. Wilayah perkotaan memang merupakan komunitas yang lebih kompleks daripada perdesaan, 

namun jangan dikesampingkan bahwa wilayah perdesaan merupakan tempat sebagaian besar 

penduduk hidup dan mensuplai kebutuhan masyarakat kota. 

3. Sistem sosialis dan kapitalis dalam pembangunan konvensional seringkali melewati batas 

kepemilikan mengenai aset produktif dan komunal, sehingga hasil produksi atau 

produktivitasnya hanya menguntungkan sedikit orang kota daripada kepentingan banyak 

orang.  

4. Penggunaan modal melebihi batas optimal sumber daya manusia yang digunakan, akibatnya 

modal mendominasi dan sangat kuat sehingga pada akhirnya memperdaya orang miskin yang 

tidak memiliki modal. 

5. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan terjadi sangat masif padahal kegiatan 

demikian hanya untuk mencapai kekayaan material yang berjangka pendek. Sedangkan untuk 

memulihkan kembali sumber daya yang ada dan rusak dibutuhkan waktu dan biaya yang 

sangat banyak. Memulihkan kembali lebih berat daripada melakukan konservasi awal.   

6. Model pembangunan konvensional berbagai program saling ketergantungan dalam skala 

produksi sangat besar dan didasarkan pada kemajuan kebutuhan internasional yang berbeda. 

Oleh karena itu, diperlukan produksi dalam skala kecil dan lokal dengan melakukan adaptasi 

serta mengorganisir kepercayaan lokal yang kuat sehingga menghasilkan kondisi ekonomi 

yang tangguh. Selama ini, pembangunan di banyak negera berkembang menhasilkan kondisi 

ekonomi yang rapuh dan mudah terpengaruh kekuatan ekonomi kapitalis dunia. 

7. Banyak ditemui di dalam produksi masal ternyata menggunakan teknologi yang tidak efisien 

sehingga memerlukan biaya operasional tinggi, mengotori lingkugan dan tidak adaptif. 

Namun anggapan demikian dapat pula dimanipulasi secara praktik politik di berbagai sistem 

sosial.  

Dengan berbagai asumsi dan alternatif seperti dijelaskan di atas, kini tiba saatnya melihat 

dan memahami pemikiran Korten tentang pencetus paradigma PCD. Menurutnya, dominasi dari 

era industrialisasi yang berpusat pada produksi masal adalah logika yang dibangun bahwa 

produksi dan tujuan akhirnya merupakan hal yang penting dan pokok, yakni untuk mewujudkan 
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kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat produksi ada nilai-nilainya tertentu, sistem, dan metode 

praktis yang digunakan untuk mengeksploitasi dan memanipulasi sumberdaya alam untuk 

kepentingan produksi. Hal tersebut dimaksudkan agar apa yang dilakukan dapat meningkatkan 

arus barang yang lebih cepat, standar, dan selalu tersedia dalam jumlah besar sehingga layanan 

kepada masyarakat dapat diberikan dengan leluasa. Dengan kondisi demikian, maka seluruh 

konsumen yang memerlukan kebutuhan akan barang tertentu tersedia cukup banyak dan dapat 

menjamin kepastian terpenuhinya kebutuhan konsumen, meskipun mereka dalam jumlah yang 

sangat banyak. (Korten, 1987) 

Pusat-produksi sebagai basis industrialisasi dapat menciptakan sejumlah besar birokrasi 

yang mengorganisir masyarakat ke dalam sistem produksi yang efisien – pengendalian terpusat 

dan fungsional. Selain itu, suatu pasar dan sistem keuangan dapat dikendalikan secara efisien 

guna kepentingan semua bangsa di seluruh dunia. Pengelolaanya dirancang dengan suatu system 

terkendali terpusat untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Jika semua 

yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dapat menghasilkan dan mendorong 

perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut akan mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan perekonomian dapat diwujudkan dan suatu perubahan sosial yang secara otomatis 

terkait dengan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

 Selanjutnya keberadaan paradigma PCD juga sering menghadapi sejumlah kejadian yang 

membatasi dalam merealisasikannya. Hal ini sebagai suatu wujud dari suatu program 

pembangunan semata dan tidak hanya kepada sistem nilai individu dan struktur kelembagaan, 

melainkan juga keberadaan kerangka pemikiran teoritis dan metodologinya yang dapat 

mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi yang diberikan, baik terkait dengan 

masalah individu maupun masalah kelembagaanya. Diterimanya model managemen krisis 

menurut Pearson and Judith (1998), adalah suatu upaya untuk mencari solusi model 

pembangunan ekonomi ortodoks dan klasik yang ditengarai kurang berhasil dalam menjembatani 

praktik politik-ekonomi dunia yang menguntungkan negara maju. Oleh karena itu, para pakar 

dan pemimpin di seluruh dunia berusaha mencari formulasi berupa instrumen-instrumen 

kebijakan yang dapat digunakan, namun, kadangkala beberapa pemikiran yang dikemukakan 

atau disampaikan digunakan dalam waktu terbatas karena dalam era berikutnya pemikiran 

tersebut tidak digunakan sama sekali. Padahal upaya yang berkelanjutan tersebut sesungguhnya 

dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki program berikutnya.  
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Suatu alternatif paradigma pembangunan sangat dibutuhkan untuk memperbaharui model 

sebelumnya. Di masa sebelum post-industrialiasasi, (Featherstone, 1990).  program dan strategi 

pembangunan menghadapi kondisi dan situasi yang sangat berbeda dari era industrialisasi 

sesudahnya. Sekarang waktunya menggunakan potensi baru sangat penting dalam rangka 

mewujudkan pembangunan untuk memperkuat kemampuan manusia atau kapasitas manusia dan 

kesejahteraannya. Hal tersebut terkait langsung dengan pemerataan, dan keberlanjutan yang 

menurut para pakar dan ahli kebijakan disebut dengan PCD. Namun, untuk dapat mewujudkan 

kerangka teotis dan praktis dari konsep ini masih menemui hambatan, tidak hanya terkait dengan 

konsep utama dari PCD tetapi juga metode penerapannya. Sekali lagi di dalam era post-

modernisasi dan industrialisasi, semua elemen dan unsur pembangunan harus diarahkan pada 

suatu paradigma baru yang dilandasi suatu alternatif penting tentang PCD, khususnya berkaitan 

dengan suatu alternatif pemikiran, nilai, dan rekayasa sosial serta penggunaan teknologi yang 

dapat digunakan untuk mendukung PCD tersebut.  

 Ada banyak alasan dan pemikiran untuk menyakini bahwa paradigma PCD yang 

berkembang saat ini munculnya terkait dengan perubahan sosial yang terjadi secara global. 

Perubahan sosial tersebut secara integral dan berlangsung bersama-sama di seluruh masyarakat 

dunia. Tentu saja, dominasi logis dari paradigma PCD adalah pembangunan sosial 

(Midley,1995), yakni suatu pembangunan yang menyeimbangkan ekologi manusia dengan 

terwujudnya kreativitas  seluruh masyarakat. Sedangkan inti atau fokusnya adalah pertumbuhan 

manusia tentang kapasitasnya atau potensi diri yang dimilikinya. Hal ini dapat ditandai dengan 

berkembangnya peran individu yang selama ini menjadi obyek pembangunan dan kemudian 

individu sebagai subyek pembangunan. Dengan kata lain, manusia dan masyarakat menjadi aktor 

dari program pembangunan yang dilaksanakan sendiri, mengikuti proses perencanaan, mengelola 

sumber daya alam yang lestari. PCD berarti menempatkan substansi nilai masyarakat lokal 

sangat penting dan berusaha menyandarkan sifat harmonis atas berbagai perbedaan. 

Berkembangnya model pembangunan PCD harus didukung oleh suatu sistem organisasi yang 

kuat dan efisien sehingga mengutungkan masyarakat dan organisasi sosial dan pada akhirnya 

memunculkan kepercayaan masyarakat. 

 Barang produksi yang diproduksi secara masal oleh pusat-pusat industri memang 

merupakan hal yang sangat penting terkait dengan upaya mencapai kesejahteraan manusia dan 

kepercayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesugguhnya merupakan inti dari PCD yang 
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mendasarkan suatu pemikiran bahwa kekayaan sendiri yang dimiliki berasal dari partisipasinya 

dan bukan dari pemberian atas dasar belas kasihan dan amal tertentu. Di dalam kegiatan produksi 

yang dilakukan masyarakat akan menentukan kualitas diri mereka sendiri yang dilandasi dengan 

kerja yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pemikiran penting yang membedakan antara pusat 

produksi dengan PCD adalah pada mulanya manusia dan masyarakat hanya sebagai penyumbang 

dalam proses sistem produksi dan pada akhirnya justru sekarang sistem produksi tidak bisa 

berjalan manakala tidak ada partisipasi dari masyarakat sebagai penyokong utama sebagai tenaga 

kerjanya (Hendry, 2011). 

 Suatu pemahaman penting dari perbedaan antara pusat manusia (people centered) dan 

pembangunan pada pusat produksi adalah pada esensinya tentang pilihan mengenai rekayasa 

sosial (Peltier, 2006). Dalam hal ini pilihan dari rekayasa sosial haruslah tepat dan sesuai dengan 

tujuan program pembangunan yang dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu, sejak dari awal 

metode perencanaan, bentuk organisasi yang netral, dan lainnya harus mendukug dan condong 

terhadap maksud dari nilai yang dituju. Rekayasa sosial  dari PCD pada produksi, misalnya suatu 

bentuk sistem komando dalam organisasi, bebas nilai, metode analisis kebijakan yang tepat, 

metodologi penelitian sosial  yang dilandasi atas prinsip ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan 

demikian fungsi dalam sistem produksi dan alat, maka faktor manusia sebagai bagian inherent 

yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, baik secara eksternal dan internal dari lingkungan 

dari penerapan PCD. 

 Perencanaan dan rekayasa sosial terkait dengan PCD terkadang berlawanan arus dengan 

paradigma sebelumnya. Hal ini ditunjukkan bahwa PCD ciri umumnya adalah berbentuk 

organisasi yang peran utamanya adalah individu dalam proses pengambilan keputusan. Model ini 

sering disebut sebagai aplikasi dari nilai humanisme atau kemanusiaan dalam 

mempertimbangkan semua kebijakan yang diambil dan ditentukan. Selain itu, model demikian 

merupakan proses pengembangan pengetahuan yang dilandasi oleh konsep dan metode 

pembelajaran sosial (social learning). Secara khusus sesungguhnya bermula dari perspektif 

fungsional, yakni didominasi oleh perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang efisien 

dengan menggunakan model sistem pusat produksi 

 Suatu tantangan yang terus berkembang dan penting dalam PCD adalah reorientasi dan 

revitalisasi dari pengembangan birokrasi total pemerintahan untuk menjadi suatu organisasi 

efisien dan dapat memperkuat program pembangunan yang didalamnya didukung oleh anggota 
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organisasi dan warga masyarakat. Dengan demikian maka layanan yang diberikan akan lebih 

maksimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui organisasi yang dapat menjadi wadah 

PCD maka dapat berfungsi sebagai sarana dan media di dalam mewujudkan peningkatan 

kapasitas masyarakat, baik secara individual maupun kelompok masyarakat. Menurut Battilana 

(2006), dengan organisasi sosial lokal dapat pula terbentuk suatu team work yang memadai di 

dalam masyarakat sehingga semua program dalam pembangunan yang fokusnya kapasitas 

manusia atau masyarakat menjadi sangat kuat. Karena individu dan masyarakat merupakan unsur 

utama dalam PCD, maka keberhasilan dari pembangunan yang menggunakan paradigma ini akan 

ditentukan pula oleh keberadaan sumber daya manusia baik secara individual maupun 

masyarakat tersebut. Dengan kata lain, komunitas masyarakat mempunyai peran penting di 

dalam  kerangka jangka panjang untuk merealisasikan PCD karena individu dan masyarakat 

tidak dapat dipisahkan dalam kerangka komunitas di dalam memberikan kontribusi keberhasilan 

pembangunan yang telah direncanakan atau diprogramkan. Sekali lagi, dalam komunitas perlu 

terus dikembangkan proses pembelajaran sosial, karena hal ini akan dapat mewujudkan kapasitas 

masyarakat baik tentang pengetahuan dan ketrampilannya yang sangat dibutuhkan dalam PCD. 

 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari membangun kekuatan berbasis 

pembelajaran sosial dalam paradigma PCD adalah memberikan layanan terbaik kepada seluruh 

individu dan masyarakat dengan melakukan program dan tindakan guna mempercepat 

munculnya kreativitas baru, daripada hanya berwujud konflik politik yang sulit dihilangkan. 

Proses persiapannya berlangsung lama melalui kegiatan kolektif dari kreasi manusia dan belajar 

sosial yang dimulai dari tidak mempunyai visi organisatoris, tidak ada pemimpin, tidak 

anggaran, tidak mengenal batas negara, melampaui ideologi tradisional dan kepentingan politik 

tertentu. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikemukakan di sini bahwa pembangunan 

ekonomi yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menggunakan pusat-pusat 

produksi memang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, model pembangunan 

demikian masih menyisakan distorsi, yakni kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, yakni PCD.   
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Paradigma ini diyakini bahwa untuk mengurangi kemiskinan dan membebaskan 

penduduk dunia dari kemiskinan dapat dilakukan dengan menekankan pembangunan pada 

manusianya, yakni suatu pembangunan yang titik beratnya atau fokusnya pada menusianya 

sendiri. Suatu pembangunan penekanannya pada kapasitas manusia yang terkait dengan 

pengetahuan dan ketrampilan sehingga individu dan masyarakat tidak hanya sebagai obyek 

pembangunan semata tetapi menjadi subyek dan perancang serta pelaku pembangunan itu 

sendiri. 
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Abstract  
This research aims to illustrate and analyze the role of local elites in increasing voter participation and 

impact of local elite involvement in North Toraja District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 by 

using qualitative descriptive method. Data were obtained by using interviews as well as literature and 

document studies.The results indicate that local elites play a role in increasing participation in Pilkada in 
North Toraja according to their capacity. Local political elites socialize candidate pairs, become 

campaign teams and volunteer teams of candidates for regent / vice bupati candidates. Religious figures 

become part of the election organizers and socialize the implementation of Pilkada through religious 
activities. Adat leaders play a role by utilizing the charisma owned socialize information Pilkada to the 

community, build communication with the candidate pair then support it in the elections.The involvement 

of local elites in the implementation of North Sulawesi District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 
has a significant impact on the political participation of the community. Increasing the political 

participation of the people in Pilkada is not solely because of the involvement of local elites in 

disseminating information on Regional Head Election. However, there are other motivating factors that 

enable the community to actively participate, namely (1) to be given material rewards (including piloting 
gambling activities) and (2) the religious sentiments of one of the candidate pairs on religious leaders in 

worship activities. 

Keyword: Local Elite, Political Participation, Toraja Utara 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan 
partisipasi pemilih serta dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh 

dengan menggunakan wawancara serta studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya. Elit 

politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon 

bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan 
pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma 

yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan 

pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang signifikan terhadap 
partisipasi politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-

mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor 

pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu (1) diberikan imbalan materi (termasuk 
kegiatan judi Pilkada) dan (2) adanya sentimen keagamaan salah satu pasangan calon terhadap tokoh 

agama (pendeta) dalam kegiatan ibadah. 

Kata Kunci : Elit Lokal, Partisipasi Politik, Toraja Utara 
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Pendahuluan 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana legal untuk pergantian kekuasaan. 

Disamping bertujuan untuk pergantian kekuasaan, Pemilu juga bermanfaat sebagai ruang 

evaluasi atas kepemimpinan lima tahunan oleh masyarakat. Pemilu dalam tataran praksisnya 

adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-

jabatan politik tersebut mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota serta wakil rakyat di 

berbagai tingkat pemerintahan. 

Selain itu, Pemilu juga merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah 

satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeterdalam Gustiana A. Kambo dkk. (2016:1) 

yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria 

utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Penyelenggaraan 

Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang 

menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat 

yang diawali dengan Pemilu akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibiltas pemerintahan 

yang didukung oleh rakyat. 

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari 

sistem elite vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan 

permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling sering terjadi adalah benturan 

berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang 

sepertinya sulit terhindarkan. Kedudukan kepala daerah sebelumnya ditunjuk langsung oleh 

pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik 

kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.  

Tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, rakyat Indonesia kembali disuguhkan sebuah pesta 

demokrasi. Kali ini untuk pertama kalinya pemerintah melaksanakan pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah berlangsung serentak secara nasional di 9 (sembilan) provinsi untuk 

memilih gubernur dan wakil gubernur, 36 (tiga puluh enam) kota untuk memilih walikota dan 
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wakil walikota, serta 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten untuk memilih bupati dan wakil 

bupati, totalnya ada 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah melakukan Pilkada pada hari 

tersebut. 

Pilkada serentak secara umum relatif berlangsung dengan demokratis, aman dan damai, 

bahkan Pilkada serentak ini juga mendapat apresiasi positif sejumlah kalangan atau pengamat 

yang menilai penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia sebagai sebuah eksperimen 

demokrasi yang demikian mengagumkan dan patut dicontoh oleh negara-negara lainnya. Namun 

dari keberhasilan pelaksanaan itu terbersit hal yang menganggu dan merisaukan, yakni: 

rendahnya partisipasi pemilih. Data yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (www.tribunnews.com 2015/12/16), tingkat partisipasi 

pemilih pada Pilkada serentak secara umum hanya sekitar 64,02%. Lebih rendah daripada target 

yang dipatok oleh KPU, sekitar 77,5%. 

Partisipasi pemilih pada Pilkada Kab. Toraja Utara tahun 2015 di atas rata-rata partisipasi 

nasional yaitu 73,96% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Pilkada tahun 

2010. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 

bukanlah merupakan hal yang terjadi begitu saja. Selain peran penyelenggara Pilkada dalam 

melakakukan sosialisasi, juga karena dukungan dari pihak lain, yakni peran elit lokal. 

Keikutsertaan elit lokal mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada sangat strategis 

dalam menyukseskan penyelenggaran Pilkada.  

Keberadaan elit lokal di Kabupaten Toraja Utara tentunya menjadi sosok penting dalam 

masyarakat karena mereka dapat diposisikan sebagai opinion leader. Dalam masyarakat Toraja 

opinion leader sendiri mencakup elit politik, tokoh agama, dan tetua adat. Hal tersebut terjadi 

karena elit lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh elit lokal tersebut mendapat perhatian khusus oleh 

masyarakatnya.  

Masyarakat adat di Toraja memiliki lingkungan adat yang dapat dibagi tiga yaitu; 

pertama daerah adat bahagian barat dengan penguasanya ialah Makdika, kedua, daerah utara 

penguasanya adalah Siambe'/Sindo', dan ketiga, daerah tallu lembangna penguasanya adalah 

Puang. Penguasa Adat di tiap daerah lingkungan adat dibantu oleh pemimpin adat yang langsung 

menangani pelaksana adat sebagaimana mestinya. Pemimpin adat umumnya mempunyai nama 

yang sama untuk semua lingkungan kolektif dalam sebuah desa. Di wilayah Toraja Utara 
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dipimpin oleh Ambe' Tondok ataupun Toparengnge’ yaitu pemimpin masyarakat kolektif dalam 

sebuah desa. Tugasnya pluralistik, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk 

menjaga kestabilan masyarakat desanya.  

Ambe’ Tondok ataupun Toparengnge’ sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh 

di dalam masyarakat tergolong kedalam elit lokal yang tidak  memerintah  namun  memiliki  

pengaruh  dan  peran  yang  besar di dalam masyarakatnya. Di dalam sebuah lembang atau desa 

di Kabupaten Toraja Utara, pengaruh Ambe’ Tondok ataupun Toparengnge’ sangat 

diperhitungkan dimana segala sesuatu yang akan dan telah dilakukan di  dalam sebuah lembang 

harus seizin dan sepengetahuan oleh Ambe’ tondok ataupun Toparengnge’. Meskipun di dalam 

lembang tersebut ada elit yang memimpin yaitu kepala lembang namun keberadaan elit tersebut 

tidak mampu mengurangi peran Ambe’ tondok.  

Tokoh adat yang pada awalnya sebagai pemuka masyarakat adat dimanfaatkan oleh elit 

politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pilkada. hal ini dilakukan dengan cara 

memodifikasi peran dan dan kedudukan tokoh adat yang pada dasarnya sebagai orang yang 

dipercaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat menjadi bagian dari tim sukses 

pasangan calon.  

Pengaruh elit lokal khususnya tokoh agama dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja 

Utara tahun 2015 juga terlihat pada saat kejadian marahnya Wakil Bupati petahana, Frederik 

Buntang Rombelayuk kepada tokoh agama yang terkadang menggunakan kata kaboro dalam 

ceramah agama. Kata kaboro dalam Bahasa Toraja mengandung arti menyayangi atau 

mengasihi. Sementara kata kaboro merupakan tagline dari pasangan calon lawan petahana yaitu 

Pasangan No. Urut 1, Kalatiku Paembonan dan Yosia Rinto Kadang (KABORO).  

Kemarahan Frederik Buntang Rombelayuk selaku wakil bupati petahana terhadap tokoh 

agama tersebut kemudian memicu rasa ketidaksenangan masyarakat terhadap Pasangan No. Urut 

2, Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk (SOBAT). Sehingga para tokoh 

agama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencoblosan Pilkada agar tidak memilih 

pasangan SOBAT. Himbauan serta ajakan tokoh-tokoh agama ini yang kemudian membuat 

masyarakat turut berpartisipasi dalam mencoblos calon No. Urut 1 dan diduga merupakan salah 

satu faktor kekalahan pasangan petaha dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. 

Pernyataan kaboro yang selalu disebutkan oleh pendeta dalam kegiatan khutbah 

sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menggiring opini jemaat untuk memilih calon tertentu. 
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Akan tetapi tema khutbah tersebut telah dijadwalkan oleh Badan Pekerja Sinode (BPS) satu 

tahun sebelumnya. Selama satu bulan khutbah dalam kegiatan keagamaan harus menggunakan 

Bahasa Toraja dan bertepatan dengan khutbah tersebut menggunakan Bahasa Toraja.  

Fenomena menarik lainnya dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara adalah adanya 

kebiasaan masyarakat Toraja bermain judi. Dalam masyarakat Toraja, bermain judi sudah 

merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama, mereka bermain judi sabung ayam, judi 

perkelahian kerbau, dan lain sebagainya. Kebiasaan bermain judi ini juga akhirnya ikut dalam 

pelaksanaan Pilkada. Sebagian warga Toraja Utara yang memiliki dana, bermain judi Pilkada 

dengan memasang taruhan untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Permainan judi Pilkada 

ini biasa dilakukan di TPS dengan mencari pemenang di TPS sekitar tempat tinggal warga yang 

berjudi. Nilai uang yang digunakan untuk berjudi juga bukan merupakan angka yang tidak 

sedikit karena mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.  

Selain fenomena tersebut di atas, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 

2015 juga diwarnai dengan terjadinya politik uang. Hal ini dilakukan oleh elit politik untuk 

mengajak serta mempengaruhi masyarakat pemilih agar memilih calon tertentu. Meskipun 

mereka mengetahui larangan dan sanksi berat bagi pelaku politik uang, namun mereka berdalih 

bahwa yang mereka lakukan bukanlah politik uang, melainkan sebuah cost politic. Bagi elit 

politik di Kabupaten Toraja Utara, cost politic merupakan sesuatu hal yang harus dikeluarkan 

sebagai sebuah konsekuensi dari sebuah pelaksanaan Pilkada.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisispartisipasi elit lokal 

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.Penelitian ini juga 

menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta 

menggambarkan dan menganalisis dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan memperlihatkan dan 

menggambaarkan keterlibatan elit lokal dalam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Toraja Urata tahun 2015. Diharapkan juga akan memberikan bahan rujukan kepada 

masyarakat yang berminat memahami dan mengkaji permasalahan keterlibatan elit lokal 

kaitannya dengan partisipasi politik. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi 

KPU serta stakeholders lainnya untuk terus mengoptimalkan partisipasi politik pada Pemilu dan 

Pilkada.  

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

306 
 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan 

Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015  /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 

2018. 

 
 

Metode  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, fokus 

penelitian pada elit lokal Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian diarahkan untuk 

mengetahui atau mengkaji peran dan dampak keikutsertaan elit lokal dalam kaitannya dengan 

partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam serta studi pustaka dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui: (1) 

wawancara mendalam, dalam menentukan informan yang diwawancarai, penulis menggunkan 

metode purposive. Penulis melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) mengacu pada 

pedoman wawancara (interview guide) yang telah dibuat sebelumnya agar wawancara tetap 

berada pada fokus penelitian, meski dalam pelaksanaan wawancara, terdapat pertanyaan 

lanjutan. Pedoman wawancara berisi beberapa poin konsep kunci pertanyaan yang kemudian 

pertanyaan tersebut berkembang selama proses wawancara mengikuti alur pembahasan, dan (2) 

studi pustaka dan dokumen, dilakukan dengan mengumpulkan data yang sumbernya dari buku-

buku/literatur yang berkaitan dengan partisipasi politik, karya-karya ilmiah sebelumnya yang 

mendukung penelitian ini, atau referensi lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian 

yang fokusnya tentang partisipasi politik.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif 

sehingga serangkaian data dapat dimengerti oleh pembaca. Analisis data kualitatif deskriptif 

dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian,  seperti 

persepsi, motivasi, perilaku, atau tindakan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-

kata dan bahasa. Proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.  

 

Tinjauan Pustaka 

a) Teori Elit  

Teori  elit  mengandung  bahwa  setiap  masyarakat  terbagi  dalam  dua kategori yang 

luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya 
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menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk 

diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagi individu-individu yang 

superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau 

kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan 

Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (governing elite), 

elit yang tidak memerintah (non-governing elite)dan massa umum (non- elite). (Jayadi Nas, 

2007) 

Secara struktural ada disebutkan tentang administratur-administratur, pegawai-

pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para intelektual, tetapi pada 

akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara elit fungsional dan elit politik. 

Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa 

lalumaupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara 

dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang 

terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar 

perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan 

fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan 

golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis. (Robert Van Niel, 1984) 

Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh 

dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang 

mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa 

golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca 

dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang 

berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya 

adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron). (Jayadi Nas, 2007) 

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang 

yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok 

kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-

orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto 

mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya 

dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang  musik, karakter moral dan 

sebagainya. (Jayadi Nas, 2007) 
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Sejalan dengan Pareto, Gaetano Mosca, seorang teoritisi elit lainnya, mengatakan 

bahwa tiap masyarakat – entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil – 

selalu membentuk dua kelas utama: yang memimpin (a class that rules) dan yang dipimpin (a 

class that is ruled). Mosca (1939), menjelaskan sebagai berikut: 

“The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes 

power and enjoys the advantages that power brings, whereasthe second, themore numerous 

class, is directed and control ledby the first.” (Kelas pertama, selalu semakin sedikit, 

melakukan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati kelebihan yang 

dimilikinya, sedangkan kelas kedua, semakin banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh yang 

pertama.) 

 

Mosca menjelaskan hubungan dinamis antara elit dan massa. Dalam pandangannya, 

para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain, tetapi 

juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya, melalui para “sub-elit” yang 

terdiri dari kelompok besar dari “seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur 

pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya. Setiap masyarakat di manapun 

berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas sejumlah 

besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, untuk tunduk dan mematuhi perintah-

perintahnya. Elit lokal  yang dimaksud dalam hal ini adalah elit politik, elit agama, dan elit 

masyarakat. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal 

yang mereka miliki. (Mosca. 1939) 

1) Elit Politik  

Elit partai politik di daerah secara umum terbagi dua macam. Pertama, elit partai politik 

yang berda di parlemen. Kedua, elit partai politik yang non parlemen alias sebatas menjadi 

pengurus partai. Dua jenis elit partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan 

efektivitas kerja partai politik. Elit partai politik yang bertugas di parlemen harus 

menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro 

rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat dipulihkan kembali apabila 

peran kadernya diparlemen memukau. Jika kader partai politik di parlemen tidak bermutu 

maka wibawa partai politik menurun.  Sementara elit partai politik non parlemen, yaitu elit 

partai politik yang tidka duduk di DPR, juga memiliki peran. Peran elit partai politik non 

parlemen sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan politik warga masyarakat. Sebagai 

elit partai non parlemen, tugas utamanya bukan hanya merekrut dukungan massa 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

309 
 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan 

Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015  /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 

2018. 

 
 

melainkan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi yang baik. Dengan demikian, 

partai plitik menjadi ruang kaderisasi yang dapat mealhirkan intelektual organik. Fungsi ini 

akab berjalan apabila para elit partai politik non parlemen menjalankan fungsi kaderisasi 

dengan baik.  Selain itu, tugas para elit partai politik di daerah adalah mempengaruhi 

warga masyarakat daerah untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Ini merupakan salah 

satu tugas yang prinsipil, terlebih dalam kaitannya dengan proses demokrasi di daerah. Hal 

yang paling pokok bagi elit politik adalah melakukan usaha-usaha rasional persuasif untuk 

mendorong  masyarakat supaya lebih aktif dalam partisipasi politik. Masyarakat harus 

diyakinkan tentang arti penting dan nilai vital politik. Sehingga dengan pemahaman seperti 

itu, masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk warga masyarakat di 

daerah. (Abd. Halim, 2014) 

2) Elit agama  

Elit agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elit agama 

mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan kharisma, 

yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali, dalam 

sebuah Pilkada, para calon bersilahturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-

rumah kiai untuk meminta do’a dan restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan 

kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat sangat 

besar. (Abd. Halim, 2014) Begitu pula halnya yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, 

calon bupati ataupun wakil bupati melakukan silaturahmi politik kepada tokoh-tokoh 

Gereja Toraja yang terkumpul dalam Badan Pekerja Sinode (BPS).  

Terjunnya elit agama ke kancah perpolitikan menjadikan agama bercampur-baur dengan 

kepentingan dan aktivitas politik. Dari sanalah lahir politik beraliran agama. Dalam partai 

politik yang berbasis agama, peran elit agama tidak bisa diabaikan. Para elit agama yang 

masuk ke dalam struktur partai politik, yang secara formal berbasis agama, meyakini 

bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama secara formal. Politik melekat secara 

integral dengan agama. Elit-elit agama menolak keras sekularisasi, dalam arti pemisahan 

agama dan politik. Namun, banyak pula elit agama yang berpendapat lain, yang lebih 

meyakini agama sebagai dasar etika sosial, di mana secara formal harus terpisah dari 

politik. Sebab, agama yang integral dengan dunia politik dapat menyebabkan nilai-nilai 

universal agama dimanipulasi dan dipolitisir untuk kepentingan politik praksis. Keterkaitan 
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agama dengan politik, menurut kelompok ini, lebih pada peran agama dalam high politic 

(politik tinggi), yang diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal agama di 

dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum 

dalam sistem politik apapun. (Abd. Halim, 2014) 

3) Elit Sipil  

Elit masyarakat sipil ini mencakup banyak kategori, seperti elit organisasi keagamaan, 

pemuka adat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, komunitas petani, 

komunitas nelayan, pengurus komunitas seni dan kebudayaan dan tokoh-tokoh organisasi 

lainnya. Para elit sosial masyarakat ini adalah mereka yang berada di luar struktur 

kekuasaan dan tidak memiliki modal kapital maupun religi untuk mempengaruhi kebijakan 

pemerintahan. Modal yang dimiliki oleh masyarakat sipil tersebut adalah modal sosial dan 

kepentingan - kepentingan rakyat akar rumput. (Abd. Halim, 2014) 

Peran elit sosial dalam masyarakat sengat penting. Mereka lebih dekat dengan masyarakat 

Pemuka adat, misalnya, jelas merupakan pihak yang membawahi sekaligus panutan bagi 

masyarakat di bawahnya. Karena itu, peran elit masyarakat untuk program-program 

pembangunan daerah. Sebuah sistem politik yang sehat, salah satunya ditentukan dengan 

civil society yang sehat, sebagai kekuatan kontrol terhadap kekuasaan. Selain itu, peran elit 

masyarakat daerah bertugas mengayomi dan menjalin kerukunan antar kelompok-

kelomppk masyarakat. Elit masyarakat daerah jangan menjadi provokator dan pemicu 

konflik horizontal di daerah. Elit sosial masyarakat hendaknya tidak menjadi pendukung 

salah satu partai atau calon pemimpin di daerah melainkan membebaskan warganya 

memilih. Sebagai pribadi, seorang elit sosial masyarakat berhak mendukung salah satu 

calon. Namun sebagai tokoh masyarakat, ia haruslah netral. Sebab tugas pokoknya sebagai 

tokoh masyarakat adalah melindungi warganya yang berbeda-beda dalam afiliasi politik. 

Elit masyarakat sipil berbeda dengan elit partai politik. 

Tugas lain para elit masyarakat di daerah mengawasi persaingan para kandidat agar tetap 

sportif dan tidak mengarah pada tindakan-tindakan negatif, seperti konflik antar 

pendukung. Dalam hal ini, elit sosial di daerah hendaknya berperan menjadi penyejuk dan 

pemersatu warganya yang tengah bersaing agar tetap rukun dan toleran. Sebab dalam 

pemilihan yang diatur secara demokratis, persaingan politik, baik di kalangan elit politik 

(calon) maupun di kalangan akar rumput, merupakan suatu kelaziman. (Abd. Halim, 2014) 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

311 
 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan 

Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015  /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 

2018. 

 
 

b) Teori Partisipasi Politik  

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi 

sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. di negara-negara yang proses 

modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik 

warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan 

pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga 

negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. Istilah “partisipasi politik” 

telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan 

persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert Mc Closky 

mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai:  

The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a 

society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public 

policy (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui 

mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau 

tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). (Herbert McClosky dalam 

Miriam Budiarjo, 2015) 

 

Definisi yang dikemukakan McClosky tersebut menitikberatkan pada tindakan-

tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal 

terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela 

dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan Samuel 

P. Huntingtondan Joan M. Nelson dalam  bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang 

memaknai partisipasi politik sebagai: 

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence 

government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or 

spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or 

ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, 

mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau 

tidak efektif). (Miriam Budoarjo, 2015) 

 

Pada perspektif pengertian yang generik Miriam Budiarjo menyatakan bahwa 

partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 
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pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan 

pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying 

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu 

gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. (Miriam Budiarjo, 2015) 

Ramlan Surbakimemberikan penjelasan terkait pengertian partisipasi politik diatas 

yakni: partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan 

pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefenisikan sebagai keikutsertaan warga negara 

dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa. 

(Ramlan Surbakti. 2010) 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukankan oleh para ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang secara  sukarela dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan 

pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap 

kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara  

langsung  atau  tidak  langsung  dengan  cara  konvensional ataupun dengan cara non 

konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence). Dalam sistem pemerintahan, yang 

berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi 

masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan 

keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut. 

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik 

rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik 

lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah 

dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian 

partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan 

lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya. 

 

Sifat Partisipasi Politik  

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi 

sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses 
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modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik 

warga negara meningkat.Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan 

warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.  

Samuel P. Huntingtondan Joan M. Nelson dalam  bukunya Partisipasi Politik di 

Negara Berkembang memaknai partisipasi politiksebagai: 

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence 

government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or 

spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or 

ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. 

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 

sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. 

(Miriam Budiarjo, 2015) 

Banyak kalangan yang tidak memberi batasan sifat partisipasi politik antara partisipasi 

yang dimobilisasi (mobilized participation) dengan partisipasi yang otonom (autonomous 

participation). Bahkan ada beberapa ahli yang menganggap tindakan yang dimobilisasi atau 

yang dimanipulasikan tidak termasuk partisipasi politik. Myron Wiener, umpamanya, 

menekankan sifat sukarela dari partisipasi, dengan mengemukakan argumentasi bahwa 

“menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah 

………. tidak termasuk (partisipasi politik)”. (Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, 

1984) 

Selain Myron Wiener, beberapa ahli yang lebih menfokuskan partisipasi politik hanya 

pada kegiatan politik yang sifatnya mandiri, seperti McClosky, Almond, Norman H. Nie dan 

lainnya, mereka menganggap bahwa partisipasi politik terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan 

politik yang dilakukan oleh pelaku politik atas inisiatif diri sendiri. 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik 

di Negara Berkembang, partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa) juga termasuk ke dalam 

kajian partisipasi politik. Partisipasi otonom dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan 

kenyataan tindakan: intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan 

partisipasi politik. 
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Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan 

membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif.  Partisipasi aktif merupakan mencakupi 

semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk 

mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, 

mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut 

serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa 

partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan 

pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah. 

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai 

waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam 

demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk- 

bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas 

sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasan politik dan kepuasan atau 

ketidakpuasan warga negara.  

Gabriel A. Almond yang dikutip oleh Mas’oed dan MacAndrews (2008:57) dalam 

buku Perbandingan Sistem Politik, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: 

a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam 

demokrasi modern.  

b. Partisipasi politik nonkonvensional yaitu suatu bentuk partispasi politik yang tidak lazim 

dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan 

dan revolusioner.  

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat 

dilihat ada tabel berikut : 
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Tabel 1. Bentuk Partisipasi Politik  

Konvensional Non-Konvensional 

1. Pemberiansuara  
2. Diskusi politik 

3. Kegiatan kampanye 

4. Membentuk dan bergabung dalam kelomok 

kepentingan 

5. Komunikasi individual dengan pejabat 

politik dan administratif 

1. Pengajuanpetisi 
2. Berdemonstrasi 
3. Konfrontasi 
4. Mogok 
5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta 

benda (pengeboman, pembakaran) 
6. Tindakan kekerasan politik terhadap 

manusia (penculikan, Pembunuhan) 

7. Perang grilya dan revolusi 

  Sumber: Almond dalam Mas’oed dan Mac Andrews (2008) 

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat 

dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa 

kekerasan  serta  partisipasi  politik  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  dalam  bentuk 

koersif atau jalur konflik. Menurut L. Milbrath dan M. Goel telah membuat tipologi 

partisipasi politik atas dasar piramidapartisipasi   yang   menunjukan   bahwa   semakin   

tinggi   intensitas   dan   derajat keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil 

kuantitas orang yang terlibat didalamnya.  (Miriam Budiarjo. 2015) 

Bagan 1. Piramida Partisipasi Politik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  L. Milbrath dan M. Goel (1977) dalam Miriam Budiarjo (2015) 

Identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktifitas politik dikenal sebagai 

gladiators (pemain), yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.Adapun 
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yang masuk dalam kelompok gladiators adalah pejabat publik atau calon pejabat publik dan 

para fungsionaris partai politik atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara 

penuh waktu (FullTime).  

Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai spectators 

(penonton), yaitu orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam Pemilu. Mereka yang 

digolongkan ke dalam kelompok ini adalah mereka yang ikut menghadiri kegiatan politik 

yang menyita waktu, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobi politik, pemilih dalam 

Pemilu, serta orang yang terlibat dalam diskusi politik dan pemerhati dalam pembangunan 

politik. Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok yang apathetics (apatis), yaitu 

kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka 

tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.  

Partisipasi politik pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan 

hak warga negara tetapi dalam kenyataannya dengan persentase warga negara yang 

berpartisipasi berbeda dari satu negara dengan negara lain, dengan kata lain tidak semua 

warga negara ikut dalam proses politik. Fakto-faktor yang diperkirakan dengan 

mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik 

merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.  

Hampir senada dengan Milbrath dan Goel, Michael Rush dan Philip Althoff yang 

dikutip oleh Damsar dalam Pengantar Sosiologi Politik mengidentifikasi bentuk-bentuk 

partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik 

menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan 

hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu 

orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki 

partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang 

diperlihatkan oleh bagan hierarki partisipasi politik, dimana garis vertikal segitiga 

menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan 

orang-orang. 
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Bagan 2. Hierarki Partisipasi Politik 

 

                            Menduduki jabatan politik atau administrative. 

                            Mencari jabatan politik atau administrative. 

                            Menjadi  Anggota Aktif  dalam suatu organisasi politik. 

                            Menjadi  Anggota pasif dalam suatu organisasi politik. 

                            Menjadi  Anggota Aktif  dalam suatu organisasi semi politik. 

                            Menjadi  Anggota pasif  dalam suatu organisasi semi politik. 

                            Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya 

                            Partisipasi dalam diskusi politik informal 

                            Partisipasi dalam pemungutan suara (voting) 

                            Apati Total 

 Sumber : Rush dan Althoff (2003) dalam Damsar (2010), hal. 185 

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althoff diatas dapat kita 

asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun 

sebaliknya semakin kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat 

aktif dalam kegiatan politik. Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut 

bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di 

lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada Pemilu. Partisipasi politik dalam 

pemberian suatu tersebut ialah dipilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan 

presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh 

masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian 

kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) 

dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat. 

 

c) Teori Pilihan Rasional 

Sebuah tindakan rasional akan selalu didasarkan pada untung (benefit) dan ruginya 

(cost) sebuah pilihan tindakan tersebut diambil. Dalam hal pilihan tindakan untuk mendukung 

atau memilih sebuah partai politik atau kandidat dalam sebuah Pemilu ataupun Pilkada, 

masyarakat juga mengkalkulasikan untung dan ruginya keputusan mereka dalam mendukung 
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partai politik atau kandidat. Manfaat apa yang akan diberikan oleh kandidat, dan apa 

kerugiannya jika mereka mendukungnya merupakan sesuatu yang menjadi sebuah 

pertimbangan untuk memilih kandidat dalam Pilkada.  

Secara teoritis pendekatan ekonomi atau pilihan rasional diadaptasi dari buku“An 

Economic Theory of Democracy”  karangan Anthony Downs. Buku yang dipublikasikan pada 

tahun 1957 tersebut menjelaskan bahwa pilihan rasional dapat dijelaskan secara ekonomi, 

yakni dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir resiko. Model pilihan rasional 

(Rational Choice Model) sebagai salah satu pendekatan dalam melihat atau menelusuri pola 

dukungan masyarakat terhadap kandidat.  

Menurut Downs melalui deskripsinya mengenai homo economicus, bahwa sang 

pemilih rasional hanya menuruti kepentinganya sendiri atau kalaupun tidak, akan senantiasa 

mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang ain. Downs menganalogikan 

partai politik seperti enterpreneur dalam mencari keuntungan ekonomi. Enterpreneur harus 

bisa meyakinkan konsumen soal manfaat dari produk yang dijual.Tentunya aspek manfaat 

tersebut dipahami juga secarara sional oleh konsumen. Sama halnya dengan partai politik 

atau kandidat dalam sebuah pemerintahan, bagaimana kebijakannya mampu menumbuhkan 

kepercayaan pemilih soal manfaat yang diperoleh pemilih. Dengan begitu, pemilih akan 

memilih partai atau kandidat yang memberikan manfaat tersebut. (Anthony Downs dalam 

KPU Kabupaten Sampang, 2015) 

Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa masyarakat pemilih mengetahui apa 

yang mereka inginkan dan menjadi kebutuhan mereka, mengevaluasi program atau kandidat 

dan menyesuaikan dengan kepentingan mereka dan kemudian menetapkan pilihan tindakan 

atau dukungan mereka kepada kandidat. Pilihan sikap masyarakat untuk mendukung atau 

tidak mendukung kandidat bisa diasumsikan sebagai sebuah tindakan rasional. Dukungan 

masyarakat terhadap kandidat bisa terbentuk karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap kinerja dan perilaku kandidat.  

Meskipun pemilih dalam teori pilihan rasional tidak memahami secara detail kebijakan 

pemerintah. Akan tetapi ia dapat mengambil kesimpulan dari proses generalisasi dari 

kebijakan yang diambil. Sejauh mana kebijakan tersebut menguntungkan secara pribadi dan 

masyarakat umum. Pemilih dalam teori pilihan rasional juga membandingkan dari sekian 

alternative pilihan yang tersedia, lalu mulai memberikan peringkat sebagai acuan dalam 
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preverensi pilihannya. Pemilih model ini juga memberikan penghargaan kepada partai dan 

calon yang dirasa menguntungkan dengan cara memilihnya pada Pemilu atau Pilkada. 

Karenanya, ia harus memiliki informasi memadai untuk menentukan pilihannya. Sekaligus 

memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Peran Elit Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 

1. Elit Politik  

Keterlibatan elit politik lokal pada perhelatan Pilkada di Toraja Utara sangat tinggi hal ini 

disebabkan elit politik yang bersangkutan memaksimalkan sosialisasinya kepada 

masyarakat. Elit politik tersebut memiliki kekuasaan dan kharisma sehingga mereka 

dimasukkan dalam tim kampanye. Para elit politik memainkan perannya dalam tim 

kampanye untuk mendapat dukungan dari pemilih karena mereka menjadi panutan atau 

acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka aktif melakukan 

kampanye untuk pasangan calon yang didukungnya dengan harapan partisipasi meningkat 

signifikan dan relevan mendukung mereka dalam kontestasi Pilkada. 

Peran elit politik dalam melakukan sosialisasi terhadap calon bupati dan wakil bupati 

dengan menjadi tim kampanye ataupun menjadi tim relawan yang bekerja setiap saat untuk 

memenangkan Pilkada. Sehingga elit-elit politik lokal di Toraja Utara dikategorikan 

sebagai gladiators berdasarkan tipologi partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbrath 

dan Goel karena memiliki intensitas keterlibatan dalam aktivitas politik yang cukup tinggi. 

Mereka adalah para pejabat publik atau calon pejabat publik dan para fungsionaris partai 

politik yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.  

Elit-elit politik sudah pasti memiliki kepentingan langsung dengan pelaksanaan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Elit politik ikut aktif 

berpartisipasi dalam tim kampanye, kalaupun tidak, dia akan aktif mensosialisasikan 

pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partainya. Dengan harapan 

pasangan calon yang diusung akan memenangkan perhelatan lima tahunan tersebut. 

Sosialiasasi yang dilakukan elit politik Toraja Utara dengan ikut sebagai tim kampanye 

ataupun membentuk tim pemenangan pasangan calon. Kegiatan sosialisasi ataupun 
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kampanye yang dilakukan oleh elit-elit politik tersebut merupakan bagian dari bentuk 

partisipasi konvensional yang dikemukakan oleh Almond. Pemilih mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh elit-elit politik lokal dalam menghadapi perhelatan pemilihan 

bupati dan wakil bupati sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan 

bentuk partisipasi politik nyata agar masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan 

tersebut. 

Selain itu, elit politik di Toraja Utara juga melakukan cara pragmatis dalam meningkatkan 

partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Cara-cara pragmatis 

dilakukan termasuk di dalamnya mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi. Kegiatan 

bagi-bagi uang biasa terjadi menjelang pelaksanaan hari pencoblosan sekitar 3 atau 2 hari 

sebelumnya. 

Menyinggung tentang politik uang yang kerap terjadi dalam Pilkada, elit politik tidak 

menampik langsung hal tersebut. Akan tetapi mereka menganggap hal tersebut sebagai 

biaya politik. Biaya politik yang harus dikeluarkan pada saat kontestasi pemilihan di 

tingkat manapun. Penggunaan istilah biaya politik ini sering digunakan oleh elit-elit politik 

untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan memberikan imbalan materi kepada 

pemilih. Biaya politik dilakukan dengan dalih mengganti biaya operasional, pengganti 

uang bensin, rokok atau makan minum. Hal ini dilakukan oleh elit politik untuk 

memberikan dorongan atau rangsangan kepada pemilih agar mau ikut serta berpartisipasi 

dalam Pilkada. 

Praktek politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon yang melibatkan elit politik 

untuk mempengaruhi pemilih dapat saja meningkatkan partisipasi pemilih. Peningkatan 

partisipasi tersebut oleh pemilih bukan disebabkan pemahaman tentang pentingnya 

memilih akan tetapi lebih disebabkan adanya faktor pendorong lain yaitu imbalan materi. 

Kondisi ini menjadikan pemilih tidak lagi memiliki idealisme dalam menentukan 

pilhannya karena sudah dibeli oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pola partisipasi 

pemilih tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bersifat mobilized (dimobilisasi) 

karena orientasi pemilih disebabkan keinginan mendapatkan materi. Hal ini sesuai dengan 

sifat partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 

Politik uang merupakan bentuk nyata pilihan rasional ekonomik menurut Downs, karena 

masyarakat pemilih diperhadapkan pada pilihan pragmatis untung-rugi, dengan 
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memaksimalkan pemberian uang dari tim pemenangan pasangan calon. Mereka juga 

meminimalkan resiko atau kerugian yang dihadapi dalam memilih baik jarak serta waktu 

menuju TPS atau dapat dikatakan masyarakat akan memilih berdasarkan imbalan materi 

yang diberikan. Tetapi penentuan pilihan tersebut ditentukan oleh masyarakat pemilih 

sesuai hasil evaluasinya terhadap calon dalam Pilkada, apakah sesuai dengan keinginan 

mereka atau tidak.  

Pertaruhan judi Pilkada ini dilakukan hampir secara keseluruhan oleh masyarakat di Toraja 

Utara. Judi Pilkada cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat 

dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 karena pelaku judi Pilkada mengajak 

warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Akan tetapi bentuk ajakan pelaku 

judi tersebut merupakan cara-cara yang melanggar regulasi Pilkada. Ini dilakukan dengan 

memberikan imbalan materi agar masyarakat datang memilih salah satu pasangan calon. 

Karena pada prinsipnya pelaku judi rela mengeluarkan uang asalkan tidak merugi banyak 

karena kalah dalam judi Pilkada.  

Perbuatan pelaku melalui judi Pilkada tersebut dapat dikatakan masyarakat pemilih pada 

umumnya sebagai spectators menurut L. Milbrath dan M. Goel. Meraka melakukan 

kegiatan politik dengan menyita waktu serta memiliki kepentingan dalam Pilkada. Atas 

dasar kepentingan pelaku judi untuk memenangkan taruhan sehingga berpengaruh juga 

terhadap perolehan calon yang didukung oleh pelaku judi.  

secara spesiifik, perjudian ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja tapi 

dilakukan juga dilakukan oleh elit politik di Kabupaten Toraja Utara. Karena perjudian 

Pilkada ini yang dilakukan oleh elit politik  dapat dikategorikan sebagai berikut: secara 

personal perjudian ini merupakan hobi atau kebiasaan sebagian masyarakat khususnya elit 

politik, perjudian Pilkada ini dapat memberikan keuntungan materi bagi elit, judi Pilkada 

dimodifikasi oleh elit politik selain menjadi ajang pertaruhan (judi) juga menjadi ajang 

memobilisasi masyarakat pemilih agar memberikan suaranya kepada calon tertentu. Dari 

kategori ini dapat dinyatakan judi Pilkada memberikan dua keuntungan bagi elit politik. 

pertama keuntungan secara materi (jika memenangkan judi), kedua keuntungan secara 

politis dengan memobilisasi massa (money politic) untuk memilih calon yang 

didukungnya.  
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2. Tokoh Agama  

Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan 

sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama 

berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat 

umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang 

tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama.  

Pendidikan serta bimbingan dari tokoh agama seharusnya dapat memberikan pencerahan 

kepada masyarakat agar dapat  berpartisipasi dengan baik pada Pilkada Kabupaten Toraja 

Utara tahun 2015. Tokoh agama sebagai panutan dapat memberikan teladan kepada 

masyarakat agar  tercipta suasana yang sejuk selama masa tahapan Pilkada. Melakukan 

kerja sama dengan penyelenggara Pilkada mengajak masyarakat untuk tidak menjadi apatis 

melainkan ikut aktif dalam memilih pepimpin Kabupaten Toraja Utara lima tahun 

kedepannya. Sebagian dari elit-elit lokal itu ada yang menjadi penyelenggara Pilkada 

dengan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara 

(PPS). 

Keikutsertaan tokoh-tokoh agama sebagai penyelenggara Pilkada sangat membantu KPU 

dalam sosialisasi kepada masyarakat, karena selain sebagai elit lokal yang menjadi panutan 

masyarakat juga sebagai penyelenggara Pilkada. Dua peran yang dimiliki oleh elit lokal 

tersebut membuat mereka dengan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. 

3. Tokoh Adat  

Kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat sebagai panutan dalam masyarakat dimanfaatkan 

oleh penyelenggara Pilkada untuk membantu melakukan sosialisasi. Sosialisasi mengenai 

Pilkada sering dilakukan oleh tokoh adat dalam lingkungannya pada kegiatan-kegiatan 

masyarakat karena pelaksanaan kegiatan tersebut selalu melibatkan tokoh adat. 

Selain dimanfaatkan  penyelenggara Pilkada untuk sosialisasi, peranan tokoh adat dalam 

percaturan politik di Kabupaten Toraja Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena 

dapat menjadi satu kekuatan politik yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat. 

Karena memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat, maka tokoh adat diperebutkan 

oleh pasangan calon untuk direkrut dijadikan sebagai tim kampanye atau paling tidak 
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sebagai tim relawan. Mereka dapat memberikan pengaruh kepada warga masyarakat yang 

berada dalam wilayah adat yang dikuasainya. 

Walaupun menjadi rebutan oleh pasangan calon dalam mencari dukungan masyarakat, 

kemampuan tokoh adat mempengaruhi pilihan politik masyarakat tidak sama dengan tokoh 

agama. Perbedaan pengaruh keduanya terletak pada jangkauan wilayah dari keduanya. 

Tokoh agama tidak terbatas oleh sekat-sekat wilayah adat tertentu, mereka dapat masuk ke 

semua tempat peribadatan di seluruh Gereja Toraja. Sedangkan tokoh adat hanya dapat 

memberikan pengaruhnya kepada masyarakat yang ada di wilayah adatnya, dia tidak dapat 

memasuki wilayah tokoh adat lainnya. Kendati demikian, tokoh adat memiliki peran yang 

sangat penting dalam masyarakat, terlebih lagi pada tataran keluarga yang terhimpun 

dalam satu Tongkonan. Mereka mengkampanyekan pasangan calon dukungan mereka 

kepada masyarakat di lingkungannya terlebih kepada keluarganya. 

Erat hubungan antara elit politik dengan tokoh adat yang ada di Kabupaten Toraja Utara 

terkait pelaksanaan Pilkada. Keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa sebagian tokoh adat ikut menjadi tim 

kampanye atapun tim relawan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka 

menjadi bagian dari pendukung setelah sebelumnya melakukan lobi-lobi politik dengan 

salah satu pasangan untuk mengkomodir kepentingannya beserta masyarakatnya. 

Sementara itu elit politik mengakomidir kepentingan tokoh adat agar mendapat dukungan 

sehingga dapat memenangkan pertarungan Pilkada.  

 

B. Dampak Keterlibatan Elit Lokal Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten 

Toraja Utara Tahun 2015 

Keterlibatan elit lokal diharapkan membawa dampak positif terhadap suasana aman dan 

damai di Toraja Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Selain itu 

diharapkan pula dengan keterlibatan elit lokal tersebut akan meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat. Sehingga akan menghasilkan bupati dan wakil bupati yang berkualitas dan 

memiliki legitimasi di masyarakat.  

Peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Toraja Utara tidak dapat dilepaskan 

dari peran serta elit lokal yang ada di Toraja Utara. Walaupun bukan hanya peran dari elit 

lokal yang menjadi satu-satunya yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
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Pilkada. Akan tetapi peran mereka sangat efektif dengan melakukan sosialisasi dan meningkat 

pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada sehingga meningkatkan partisipasi 

pemilih. Dengan banyaknya dan meluasnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan 

Pilkada maka akan meningkatkan partisipasi pemilih.  

Pengaruh yang ditimbulkan oleh keterlibatan elit lokal dalam Pilkada dapat 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat 

Toraja yang menghormati tokoh-tokh agama serta tokoh adat mereka. dapat dikatakan bahwa 

kenaikan tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara 

tahun 2015 merupakan dampak dari keterlibatan elit lokal dalam Pilkada. Elit lokal dapat 

mempengaruhi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Tetapi keterlibatan elit 

lokal dalam Pilkada bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih.  

Kemampuan elit lokal dalam mendorong partisipasi politik warga masyarakat pada 

Pilkada tidak lepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut. Lingkaran kekuasaan 

merepsentasikan sekelompok kecil individu (elit) yang memiliki kekuasaan yang lebih besar 

dibandingkan dengan sekelompok besar individu (massa) dengan sedikit kekuasaan atau 

bahkan mungkin tidak memiliki kekuasaan. Pola hubungan antara elit dengan massa 

menunjukkan bahwa massa bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap perintah dari elit karena 

pada diri elit tersebut melekat kekuasaan. Ini juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Toraja 

Utara tahun 2015, dimana elit lokal dapat mengajak  dan mengarahkan masyarakat pemilih 

untuk hadir berpartisipasi dalam Pilkada dan memilih salah satu kandidat sesuai dengan 

keinginan para elit lokal. Tindakan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gaetano 

Mosca.  

mengisyaratkan bahwa peran elit dalam Pilkada Toraja Utara bukanlah satu-satunya 

faktor yang meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Toraja Utara tahun 2015. Selain 

keterlibatan langsung elit lokal ada juga faktor lain yang dapat menjadi pendorong 

peningkatan partisipasi pemilih, yaitu imbalan materi. Padahal praktek politik uang 

merupakan suatu pelanggaran aturan Pilkada yang sanksinya cukup berat.  

Partisipasi politik yang dilakukan sebagian pemilih di Toraja Utara dengan dasar 

imbalan materi bukanlah merupakan sifat partisipasi yang otonom dari seorang pemilih. 

Seorang yang menggunakan hak suaranya dalam Pilkada atas dasar karena menerima imbalan 

materi dapat digolongkan dalam sifat partisipasi yang dimobilisasi. Hal ini dikarenakan 
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pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya bukan merupakan kesadaran dari dirinya dan tidak 

sesuai dengan hati nurani pemilih itu sendiri, akan tetapi pilihannya akan didasarkan pada 

pilihan dari yang memberikan imbalan materi. Tindakan pemilih yang menggunakan hak 

pilihnya karena adanya dorongan imbalan materi tersebut sesuai dengan pandangan 

Huntington dan Nelson tentang sifat partisipasi politik.   

Pemilih di Toraja Utara yang menerima imbalan materi tidak semuanya dapat 

digolongkan ke dalam pemilih yang dimobilisasi akan tetapi dapat digolongkan dalam sifat 

partisipasi politik yang otonom. Karena sebagian pemilih telah menentukan pilihan sesuai 

dengan hati nuraninya tetapi tetap diberikan uang oleh pasangan calon dan timnya. Mereka 

yang menerima uang tersebut beranggapan bahwa mereka tidak pernah meminta, akan tetapi 

tim pasangan calon yang datang sendiri memberikan uangnya. Akhirnya memunculkan istilah 

dalam masyarakat “ambil uangnya, jangan pilih calonnya”. Hal ini sesuai dengan perspektif 

pilihan rasional Downs, karena pemilih rasional hanya mendahulukan kepentingan (tendensi) 

pribadinya. Pemilih mengambil uang dari tim pemenangan pasangan calon untuk dirinya 

sendiri sedangkan pilihan politik tetap kembali kepada hasil evaluasi dan menetapkan calon 

pilihan pemilih itu sendiri. 

Partisipasi politik baik yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasi, berkaitan dengan 

adanya hubungan yang dinamis diantara keduanya. Sehingga antara partisipasi yang otonom 

dan partisipasi yang dimobilisasi sulit dibedakan dalam realitas tindakan akan tetapi 

perbedaannya hanya pada prinsipnya. Perilaku pemilih yang awalnya merupakan partisipasi 

yang dimobilisasi dapat saja berubah menjadi partisipasi yang otonom dan sebaliknya 

partisipasi yang awalnya merupakan otonom dapat menjadi dimobilisasi. Secara umum 

masyarakat di Toraja Utara dalam mengikuti/berpartisipasi di event Pilkada hampir sebagian 

besar dimobilisasi. Hal menarik lainnya yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi 

pemilih di Toraja Utara selain faktor elit dalam mengarahkan masyarakat pemilih, politik 

uang dalam bentuk bantuan materi pada faktanya terjadinya pelaksanaan judi Pilkada dalam 

mempengaruhi pemilih di masing-masing TPS. Dan terakhir yang berkaitan dengan isu 

penghinaan salah satu tokoh agama dalam kegiatan keagamaan.  

Terjadinya pelaksanaan judi Pilkada secara langsung dapat dikatakan mempengaruhi 

peningkatan partisipasi msyarakat pemilih di Toraja Utara berdasar dua alasan; pertama judi 

Pilkada ini hampir secara umum terjadi di Toraja Utara baik skup taruhannya yang nilainya 
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kecil hingga besar. Kedua elit politik memanfaatkan judi Pilkada menjadi arena mobilisasi 

masyarakat pemilih dalam memilih calon yang dipertaruhkannya.  

 

Kesimpulan 

Elit politik memainkan peran dalam Pilkada tidak lepas dari kepentingan untuk 

mensosialisasikan pasangan calon yang diusung oleh partai politiknya. Mereka masuk ke dalam 

tim kampanye ataupun tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati dan 

mengkampanyekannya ke masyarakat dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan 

politik uang.  

Tokoh agama melalui BPS berperan dalam Pilkada dengan melakukan pendampingan 

dan bimbingan kepada masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Tokoh 

agama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bersama dengan 

penyelenggara Pilkada. Selain melakukan bimbingan kepada masyarakat, BPS juga menghimbau 

kepada pasangan calon agar berkompetisi dengan cara-cara yang jujur. Ada juga sebagian tokoh 

agama ikut terlibat dalam tim pasangan calon dan melakukan kampanye.  

Tokoh adat memiliki peran penting dalam masyarakat Toraja Utara oleh karena itu 

penyelenggara Pilkada memanfaatkan kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat  untuk 

mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat. Selain itu ada juga tokoh adat yang 

membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. 

Tokoh adat menyerukan kepada masyarakat yang ada di lingkungan adatnya agar memilih 

pasangan calon yang telah membuat komitmen dengan tokoh adat tersebut.  

Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja 

Utara tahun 2015 memiliki dampak yang cukup baik terhadap tingkat partisipasi politik 

masyarakat. Hal ini dikarenakan peran elit lokal dan penyelenggara Pilkada dalam 

mensosialisasikan informasi tentang Pilkada. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada 

Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi 

Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, 

yaitu dengan diberikan imbalan materi.  
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Abstract  

This article aims to conduct studies to build character history for life in the younger generation through 

conservation education of cultural heritage perspective combined with the syntax of contex-learn inquiry. 

The method used in this article is the lybrary reserach method in which the object studied in this study 

comes from books, notes, journals, transcripts, research reports and other documents that can be found 

and related to conservative learning, character, history, etc. the techniques used to collect data with 

documentation, the researchers identify the discourse of books, papers or articles, magazines, journals, 

newspapers, web (internet), or other information related to conservative learning, character, history or 

directly related to the title of writing. after the data collected then the data is analyzed to obtain 

conclusions, forms in descriptive analysis techniques. The conclusion of this research indicates the 

importance to immediately apply conservation education in changing mindset and behavior in order to 

form character history for life especially for the young generation. Given the life of the era of 

globalization requires a young generation of the future that has three characteristics of knowledge or 

knowledge society, cultured or cultured society, and civilized or civilized society. 

Keyword: Conservative Education; Culture; History For Life 

 
Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian guna membangun karakter history for life pada generasi 

muda melalui pendidikan konservasi perspektif warisan budaya yang dipadukan dengan sintaks contex-

learn inkuiri. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode lybrary reserach yang mana objek 
yang di kaji pada penelitian ini berasal dari buku, catatan, Jurnal, transkrip, laporan penelitian dan 

dokumen lain yang dapat ditemukan dan terkait dengan pembelajaran konservatif, karakter, sejarah, dll. 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni  dengan dokumentasi, pada teknik tersebut 
peneliti mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web 

(internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran konservatif, karakter, 

sejarah ataupun yang berkaitan secara langsung dengan judul penulisan. setelah data terkumpul maka data 
tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis deskriptif. 

Kesimpulan dari peneltiian ini menunjukan pentingnya untuk segera menerapan pendidikan konservasi 

dalam mengubah mindset dan perilaku agar terbentuk karakter history for life khususnya bagi generasi 

muda. Mengingat kehidupan era globalisasi membutuhkan generasi muda masa depan yang memiliki tiga 
karakteristik yaitu berilmu atau knowledge society, berbudaya atau cultured society, dan beradab atau 

civilized society. 

Kata Kunci : Pendidikan; Konservasi; Budaya; History for life 
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Pendahuluan 

Penguatan budaya pada masa sekarang dianggap salah satu bagian penting untuk 

pemberdayaan keberlangsungan bangsa masa mendatang. Pemberdayaan yang dalam hal ini 

merupakan bentuk perlawanan terhadap pengikisan sendi-sendi normatif manusia berbangsa 

untuk menyelamatkan kekhasan yang dimilikinya dan ingin menunjukkan eksistensi melalui 

kebermaknaan sejarahnya. Sebagai manusia yang menghargai bangsa, maka jati diri yang 

dimiliki harus dikuatkan dan diberdayakan. Tidak hanya untuk membedakan tetapi lebih pada 

menawarkan dan menjaga serta memposisikan nilai-nilai identitas untuk mencapai konstruksi 

eksistensial. Konstruksi eksistensial dibentuk dari memahami, lalu mentransformasikan simbol 

identitas atas dasar dominasi diskursus budaya dan historis yang menyertainya. Telaah identitas 

dalam pusaran dominasi budaya memposisikan manusia dalam tiga kerangka, yaitu (1). tinjauan 

reproduksi culture, (2). embed culture, (3). elimination culture dan (4). reforma culture. 

Reproduksi culture dimaknai manusia dalam dinamika sosial baik antar individu bersama 

kelompoknya melahirkan kebiasaan yang membudaya sehingga dalam konteks ini tercipta hasil 

silang pembaharuan kebudayaan yang menyertai manusianya. Contoh reproduksi culture  dapat 

dilihat dari adanya penduduk pendatang yang memiliki budaya berbeda dari masyarakat 

setempat yang kemudian memaksa pendatang untuk melakukan adaptasi agar dirinya diterima 

oleh lingkungan setempat, dan  pada akirnya menciptakan campuran budaya  dan menjadi 

budaya baru misalnya perpaduan budaya daerah dengan Negara Asia/Eropa.  

Pada embed culture posisi budaya yang lama mulai mendapat pengaruh dari budaya baru 

dan pada akirnya mengeser budaya lama yang lebih dulu ada. Contohnya adanya perpaduan 

motif pakaian asli daerah di Indonesia (batik atau pakaian daerah) dengan pola, motif dan model 

pakaian yang sedang berkembang saat. Hal itu terjadi karena perkembangan jaman dan era 

globalisasi yang tidak terbendungkan, sehingga  memaksa suatu budaya melekatkan (embed) 

budaya lain pada dirinya. 

Dalam konteks elimination culture, dominasi manusia pada budaya yang telah lama 

mengikatnya, sedikit demi sedikit mulai luntur. Lunturnya budaya lama tersebut menyebabkan 

hilangkan simbol-simbol kebudayaan yang selama ini menjadi kekuatannya. Hal tersebut 

disebabkan meningkatnya perkembangan budaya kontemporer dan dipercaya sebagai 

pembaharuan yang memiliki nilai positif bagi manusia. Misalnya, ketika zaman dahulu 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

331 
 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Khoirul Huda, Yoga Ardian Feriandi,  Pendidikan Konservasi Perspektif Warisan Budaya nntuk Membangun History For Life 

/07/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018. 

 
 

masyarakat bangga untuk mengenakan busana daerah, maka seiring perkembangan zaman akan 

hilang dengan sendirinya sesuai dengan dan mengikuti mode saat ini. 

Hegemoni budaya populer seperti illfitrasi budaya korea mengubah mindset manusia dan 

memaknai peranan penting dalam perubahan yang lebih modern dengan meninggalkan bekas 

keaslian warisan budaya yang ada. Anak muda lebih tertarik dengan bahasa dan pakaian korea 

daripada pakaian khas Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pada akhirnya 

perubahan tersebut akan mengalami reforma-culture bahwa budaya akan mengalami proses 

transformasi menjadi baru dan menghilangkan sama sekali kebiasaan (kebudayaan) yang selama 

ini melekatnya yang sebenarnya mengenai makna, hakikat dan nilai dapat berperan penting 

dalam kehidupan manusia. Dominasi masyarakat akan terbangun konstruksi identitas kekinian 

dengan sendi-sendi tatanan sosial-budaya yang dicoba untuk dirubahnya. Dengan demikian, 

upaya internalisasi terhadap nilai-nilai warisan bangsa perlu diperkuat dengan menempatkan 

peran campuran budaya secara seimbang baik ranah lokal dan nasional. Merujuk pada warisan 

budaya, maka pengenalan tersebut untuk mencapai proses internalisasi perlu direncanakan. 

Tujuannya tak lain adalah agar pergerakan alur dari proses perjalanan warisan budaya tidak 

tertutup oleh kebijakan dinamika globalisasi yang dapat mempengaruhi, mengabaikan dan 

bahkan mendiskriminasi budaya setempat yang cenderung terkerdilkan. Pernyataan tersebut 

sebenarnya menjadi cerminan kita bahwa pengenalan kepada generasi sekarang harus segera 

mungkin diterapkan. Keterlambatan terhadap prosesnya menyebabkan determinasi budaya akan 

terhambat. Hakikat pemaknaan nilai-nilai warisan budaya sebenarnya memberikan kontribusi 

secara nurani untuk selalu menjaga kesadaran dan pengetahuan dan sebagai bentuk 

mempertahankan dalam menghadapi hegemoni budaya asing agar tidak dihilangkan dan 

diabaikan. Dengan demikian, persoalan disintegritas budaya tersebut yang merupakan bentuk 

dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi setiap masyarakat bangsa terutama generasi saat 

ini. Dampak yang dirasakan adalah muncul sikap mereka yang sering memposisikan hasil 

kebudayaan yang telah diciptakan masa lalu dan justru berpotensi membentuk pengabaian atau 

kebencian terhadap warisan bangsa. Permasalahannya adalah bagaimana kurangnya menelaah 

dan membiasakan untuk memahami proses pembentukan kebangsaan melalui bukti-bukti 

peninggalan hasil budayanya. Kompensasi yang diterimanya adalah menjadikan generasi muda 

Indonesia ditempatkan dalam posisi underdog mentality. Konsep tersebut dimaknai bahwa 

menurunnya ruh kecintaan pada bangsa dan meleburnya reforma resistensi budaya baru atau 
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bahkan peniadaan tampilan hasil cipta dan karya kolektivitas bangsanya. Keadaan tersebut 

menandakan bahwa memperlihatkan  ketidak eksisan hasil kebudayaan lokal yang sengaja 

dilebur dalam budaya populer sehingga terjadi suatu siklus marginalisasi budaya. Keterpurukan 

tersebut sebagai akibat kurangnya kepekaan dan memaknai terhadap paradigma mata rantai suatu 

nilai-nilai pembentukan bangsa. Adanya sikap pembiaran dan terperdaya dalam dinamika budaya 

kekinian. Dalam situasi tertentu, secara laten tahap pemberdayaan warisan budaya belum 

berjalan dengan baik. Apabila  Pewarisan budaya berjalan dengan baik, maka memiliki peran 

dalam pembangunan identitas. Hal ini disebabkan warisan budaya berhubungan dengan 

internalisasi identitas. Bilamana cakupan internalisasi tercapai, bukan tidak mungkin kekuatan 

nasionalisme dan rasa cinta kepada bangsanya bisa diwujudkan. Proses pewarisan tersebut bisa 

disalurkan pada beberapa kegiatan mendidik berbudaya terutama dalam pembelajaran di 

keluarga sebagai bagian dari pendidikan informal maupun sekolah yang mengikatkan pada 

lembaga formal. Mengingat tabiat pendidikan adalah terapan kegiatan pengajaran dengan 

karakteristiknya untuk memberikan pencerahan informasi serta pengubahan perilaku manusia 

yang menjadi subyek pendidikan. (Ridhayanti 2017) 

Dengan demikian, diperlukan suatu formulasi dalam merancang strategi untuk 

membangun proses internalisasi serapan national-culture terhadap etnosentrisme globalisasi 

dalam perspektif integritas subordinasi budaya dalam pangsa multikultural. Salah satunya adalah 

pendidikan konservasi beridentitas warisan budaya sebagai penyemai dini integritas 

nasionalisme. Pendidikan konservasi tersebut merupakan salah satu bentuk gagasan dalam 

mengurangi kondisi disinternalisasi pelekatan kebanggaan pada bangsa dalam kekhasan 

nasionalismenya. Pada konteks tersebut, pendidikan konservasi yang terpenting adalah 

menekankan pada upaya penguatan melestarikan warisan budaya dari peradaban bangsa. 

Heterogenitas peradaban bangsa Indonesia perlu direposisikan dalam segi pemaknaan, 

simbolisasi, nilai filosofi yang terangkum dalam proses edukasi secara berkelanjutan. Hal itu 

karena banyak hal dari indonesia yang dapat di gali nilai-nilainya, untuk dijadikan pedoman 

dalam bertingkah laku (Feriandi, 2017).  

Tujuannya tak lain adalah agar dapat membangun karakter history for life pada generasi 

muda yang ditandai oleh (1). Mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan terhadap dinamika 

perjalanan sejarah bangsa, (2). Peduli terhadap apa yang dimiliki suatu bangsa terutama 

kecintaan pada kebudayaan lokal sebagai penekan ekspansi budaya luar, (3). Menguatkan 
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kembali sisi nasionalisme dan cinta tanah air terhadap bangsanya meskipun perkembangan 

globalisasi terus berekspansi, dan (4). Mampu memberikan pelekatan pengetahuan terhadap 

pembentukan, perkembangan dan dinamika kebangsaan. Pada dimensi lain, bentuk pendidikan 

konservasi dalam perspektif warisan budaya merupakan suatu bentuk gerakan pendidikan 

melalui pembelajaran bermakna yang memfungsikan eksistensi reposisi hasil kebudayaan yang 

saat ini berada dalam posisi marginal guna mewujudkan kebangkitan bangsa secara 

berkelanjutan melalui dimensi kultural. 

 

Metode  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif, dengan 

metode deskriptif-kritis. Metode deskriptif krisis merupakan metode yang lebih menekankan 

pada kekuatan analisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber-sumber yang diperoleh dari 

berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk 

diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis 

(Abdurrahman & Soerjono, 1999).  

Selain itu pada penelitian ini juga merujuk pada model studi kepustakaan (library 

research) yang mana objek yang di kaji pada penelitian ini berasal dari buku, catatan, Jurnal, 

transkrip, laporan penelitian dan dokumen lain yang dapat ditemukan dan terkait dengan 

pembelajaran konservatif, karakter, sejarah, dll. 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni  dengan 

dokumentasi, pada teknik tersebut peneliti mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah 

atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan 

dengan pembelajaran konservatif, karakter, sejarah ataupun yang berkaitan secara langsung 

dengan judul penulisan, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis deskriptif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pendidikan Konservasi: Makna Dan Konstelasinya 

Pendidikan konservasi dalam kajian ini tidak akan lepas dari konteks tujuan pelestarian, 

penyelamatan, pemberdayaan serta pendayagunaan. Makna tersebut secara normatif 

mengantarkan kepada peserta didik agar memiliki pemahaman pengetahuan dalam 
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memberdayakan dan menghormati kekhasan untuk eksistensi dan mereposisikannya pada 

perkembangan dinamika globalisasi sekarang ini. Keterlibatan pendidikan konservasi untuk 

eksistensi resposisi tersebut karena terdapat konsep pencerahan pengetahuan sehingga muncul 

kesadaran betapa pentingnya mempertahankan kekhasan yang dimiliki oleh manusia. Mengingat 

pendidikan merupakan salah satu sarana bentuk pemeliharaan pemahaman pengetahuan dalam 

mempengaruhi perubahan perilakunya sebagai akibat dari adanya dorongan dari ketercerahan 

kognitifnya. Keterkaitan dengan pendidikan konservasi ialah bagaimana ketercerahan wawasan 

berpikir tersebut memberikan dampak dalam pengubahan perilaku dalam menempatkan kembali 

(mereposisi) subjek yang selama ini belum difungsikan dengan baik yang hakikatnya memiliki 

nilai dan makna untuk pengembangan keilmuan masa depan. Maka pendidikan konservasi dalam 

penerapannya mempunyai arti penting dalam mendorong generasi muda untuk menyelamatkan 

keberagaman nilai-nilai kekhasan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya pengertian 

pendidikan konservasi adalah pendidikan yang mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, 

sikap dan cara berpikir terutama yang berkaitan dengan pengelolaam sumber daya alam da 

ekosistemnya (Djoko Setiono, 2011. 2).  

Sebagaimana yang dimaksud dalam penyataan tersebut adalah dalam sisi normatif titik tekan dalam 

pendidikan konsevasi terlihat pada pengelolaan perubahan perilaku disertai dengan segala dinamika 

perkembangan paradigma berpikir yang diwujudkan dalam bentuk sikap untuk dapat memelihara aspek sumber 

daya alam yang ada dan dimanfaatkan oleh manusia untuk bersanding di kehidupan manusia itu sendiri. Sumber 

daya alam yang dalam konteks ini sebagai bagian dari pembentuk karakter kepribadian manusia khususnya 

generasi muda dengan menawarkan pada pengetahuan masa lampau yang memang harus dipelihara dan 

dilestarikan.  

Pada konsep yang lain menjelaskan bahwa pendidikan konservasi merupakan salah satu pembelajaran 

secara eksperiental dengan memfokuskan pada beberapa hal, yaitu: (1). Untuk mendukung kepedulian dan 

perhatian terhadap ekonomi, sosial dan keterkaitannya terhadap lingkungan ekologis baik di 

perkotaan maupun di pedesaan, (2). Untuk menyediakan setiap orang dengan kesempatan untuk 

mendapatkan pengetahuan, nilai, perilaku, komitmen, kemampuan yang diperlukan untuk 

menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan (3). Untuk menciptakan pola sikap 

hidup yang positif baik dari tingkat individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan 

terhadap lingkungannya (Alif Sulfiantono, 2012 dalam http://www.tngunungmerapi.org/urgensi-

pendidikan-konservasi/) 
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Pernyataan tersebut menitikberatkan pada bagaimana manusia memiliki rasa kepedulian 

dalam menciptakan bentuk sikap hidup dalam perilakunya sehari-hari yang berkaitan dengan 

upaya meningkatkan pemeliharaan lingkungan sekitar. Perilaku tersebut juga disertai 

kemampuan dan pengetahuannya sehingga nilai-nilai subyek konservasinya dapat ditindaklanjuti 

hingga dimasa depan. Pendidikan yang menekankan pada perubahan perilaku cenderung 

dimanfaatkan dalam pembelajaran sehingga tercapai wujud peran aktif keterlibatan langsung 

secara kontekstual tatkala berada dalam tempat atau lingkungan tertentu. Selanjutnya, gerakan 

konservasi mempunyai misi untuk melakukan pembangunan sumberdaya alam dan 

berpandangan bahwa manusia menguasai alam dan alam melayani kebutuhan manusia serta 

dinilai sebagai komoditas untuk keuntungan manusia (Didik Suharjito, 2008).  

Sebagaimana dalam pernyataan tersebut bahwa konservasi dipandang sebagai penguatan 

antara satu sama lain dan saling membutuhkan untuk pembangunan kelangsungan sumber daya 

alam yang dalam hal ini menempatkan simbolisasi normatif keanekaragaman budaya untuk terus 

menerus dikuatkan nilai filosofinya dalam memacu generasi saat ini agar tidak punah. Senada 

dengan, Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo menjelaskan bahwa  

Konservasi atau pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan kota 

atau penataan ruang yang dalam Perda kota Surabaya No 5 Tahun 2005 menyatakan 

bahwa pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk 

mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, melindungi dan 

memelihara bangunan atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan serta memanfaatkan 

bangunan atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan pembangunan.  (Volare 

Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo, 2012: 63) 

Pendapat yang lain dikemukakan Isdaryono bahwa konsep konservasi merupakan proses 

panjang baik dalam dimensi konservasi material dan non material kemudian membuat sarana 

prasarana sampai ke masalah aksesbilitas ke lokasi dan mengarah pada pemanfaatan secara 

ekonomis untuk menunjang nilai-nilai historisnya maupun nilai-nilai emosionalnya yang 

terkadnung dalam warisan tersebut. Dengan demikian dari beberapa telaah pendapat yang 

dikemukakan tersebut, maka pendidikan koservasi merupakan suatu tindakan seseorang dalam 

proses pembelajaran dan mendidik untuk memberikan pengubahan perilaku dan paradigma 

berpikirnya melalui perubahan tindakan dan sikapnya terhadap lingkungan sekitar yang memiliki 

unsur-unsur nilai kehidupan dengan harapan terdapat keterjagaan keanekaragaman ekosistem 

kebudayaannya agar tidak punah, dengan mendorong perilaku kepeduliannya untuk 
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pembangunan kekhasan yang dimiliki masyarakat. (Rikka Agustriana Sinulingga dan Igusti 

Angung Oka Mahagangga, 2016) 

 

Warisan Budaya Untuk Pendidikan Konservasi 

Secara makna, warisan budaya merupakan wujud peninggalan hasil pemikiran dan karya 

manusia masa lampau yang secara normatif mengandung nilai-nilai filosofis sebagai bentuk 

simbolisme dalam pusaran kehidupan masyarakat dahulu kala. Pemaknaan warisan budaya tidak 

hanya memahami dan mengerti bentuknya secara kronologis, melainkan ada upaya untuk 

melestarikan, menjaga serta memposisikannya ke dalam penguatan internalisasi di dalam 

kepribadian setiap manusia khususnya generasi sekarang yang bertujuan agar tindakan punahnya 

dapat dihindari. Menjaga warisan budaya diperlukan demi kelangsungan kebangsaan yang 

menekankan pada 1). Wawasan budaya dapat menyadarkan betapa pentingnya mempelajari 

kronologis sejarah bangsa dari sisi kemegahan budaya, 2). Sebenarnya dalam dimensi masa 

lampau, bangsa ini memiliki kemegahan yang besar disertai bukti hasil kebudayaannya, dan 3). 

Hasil karya masa lampau tidak hanya dipandang dalam bentuk visualisasi, melainkan memaknai 

nilai yang terkandung didalamnya  untuk dimanfaatkan dalam proses internalisasi di era sekarang 

sehingga penguatan sisi pengakuan bisa dirasakan baik secara lokal, nasional dan global. 

Pengakuan tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan yang bersifat etno-kultural dalam 

menjaga eksistensi. Warisan budaya secara kategorinya dapat dibagi menjadi dua yaitu warisan 

budaya bersifat benda dan warisan budaya tak benda. Warisan tak benda dapat dimaknai:  

Sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan (serta isntrumen, 

objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya) yang diakui oleh masyarakat, 

kelompok dan bahkan dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari warisan 

budaya mereka. Warisan budaya tak benda ditransmisikan dari generasi ke generasi dan 

diciptakan berulang-ulang secara terus-menerus oleh komunitas dan kelompok dalam 

rangka merespons (kebutuhan di) lingkungan mereka, interakasi mereka dengan alam 

sekitar dan sejarah mereka. Warisan budaya tak benda tersebut memfasilitasi masayarakat 

dalam rangka membangun identitas dan eksistensi serta mempromosikan penghormatan 

atas keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia (Hairus Salim, 2014).  

Pada prinsipnya warisan tak benda tersebut merupakan hasil kebudayaan dari dimensi 

pengetahuan dan merupakan bentuk ekpresi yang dilakuan oleh masyarakat sebagai ungkapan 

identitasyang menyertainya. Laurajane Smith menjelaskan mengenai karakteristik kriteria sebuah 

warisan adalah materialitas (wujud kebendaan), usia, estetika, dan/atau sifat monumentalnya 

yang dipandu dengan penelusuran historis yang luas sehingga dapat diakui sebagai warisan 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo
mailto:aristo@umpo.ac.id


 

 
  

 

337 
 

 
Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/ aristo@umpo.ac.id 

 

Khoirul Huda, Yoga Ardian Feriandi,  Pendidikan Konservasi Perspektif Warisan Budaya nntuk Membangun History For Life 

/07/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018. 

 
 

budaya. Warisan budaya bersifat benda adalah wujud materialnya seperti bangunan, situs dan 

benda cagar budaya yang telah berada pada suatu kawasan dan merupakan aset hasil kebudayaan 

masa lampau. Keberadaan warisan budaya tersebut penting untuk diperkenalkan ke generasi 

sekarang guna sebagai bentuk penghormatan, penyadaran dan pengakuan agar warisannya tidak 

kalah dengan budaya masa kini. (dalam Hairus Salim, 2014) 

 

Model Pendidikan Konservasi Warisan Budaya 

Untuk implementasi pendidikan konservasi diperlukan suatu model dan strategi yang di 

dalam tahapannya konsisten terhadap upaya membangun pembelajaran yang hierarki pada 

pendekatan konservatif. Suatu model yang efektif apabila ketercapaian indikator yang termaktub 

pada ranah tujuan tersebut dapat terlaksana. Pendidik dalam merancang model pendidikan 

konsetrvasi perlu memikirkan kembali inti pokok capaian pembelajaran yang diinginkan secara 

spesifik sehingga pada pelaksanaannya memainkan peran penting terutama menyangkut 

internalisasi nilai-nilai budaya yang beridentitas. Sebagaimana model yang digunakan oleh 

pendidik pada umumnya, pada prinsipnya model pendidikan konservasi menitikbertakan pada 

perpaduan teori dengan praktik atau yang biasa disebut dengan pendekatan kontekstual. Pada 

dasarnya model pembelajaran konservasi merupakan perpaduan dengan pengajaran kontekstual 

dengnan pendekatan inquiri yang menekankan pada pengalaman belajar, yang kemudian dari 

pengalaman tersebut peserta didik mampu memaknai kandungan nilai-nilai filosofi dan 

perkembangannya secara konstruktif. Pada prinsipnya cakupan model mencakup beberapa 

kegiatan, seperti yang dikemukakan Marquis-Kyle & Walker dan Alvares (Maman Rachman, 

2006) yang meliputi ranah: 

a. Preservasi adalah tindakan mempertahankan dengan upaya melestarikan sesuai keadaan asli 

tanpa ada perubahan dan mencegah penghancuran.  

b. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun disuatu tempat ke kondisi semula yang 

diketahui dengan menghilangkan atau membangun kembali tambahan atau kompnen semula 

tanpa menggunakan bahan baru,  

c. Rekonstruksi adalah membangun kembali suatu tempat sesuai dengan kondisi semula dan 

diperbedakan dengan menggunakan bahan baru atau lama,  

d. Adaptasi adalah merubah suatu tempat dengan penggunaan yang dapat digabungkan.  
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e. Revitalisasi adalah mereposisikan untuk memanfaatkan kembali bangunan yang sudah ada 

tanpa mengubah dan mengurangi kekhasan yang dimiliki obyek tersebut. 

Penjelasan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang bisa dipergunakan dalam upaya 

pendidikan konservasi secara berkelanjutan. Desain pembelajaran tersebut cukup komprehensift 

karena setiap ranah memiliki tujuan masing-masing. Pada intinya adalah kerangka tersebut 

sebenarnya dapat dikombinasi dengan pendekatan inquiry terutama dalam aspek pembelajaran 

langsung (kontekstual). Sebagaimana yang tercermin dalam pembelajaran kontekstual yang 

menekankan pada upaya membangun kesadaran terhadap keberadaan warisan budaya agar etno-

budaya terbangun. Pada konteks yang lebih luas sebenarnya dapat dilakukan peleburan dengan 

upaya menggabunkan ke beberapa model pembelajaran yang mempunyai kekhasan kontektual 

tetapi desainnya masih tetap mengandung dan mencerminkan kegiatan konservatif. 

Pengembangan model pembelajaran yang telah digabungkan tampak pada gambar berikut ini: 

 

 

 

Gambar 1. Model pembelajaran konservasi modifikasi sintaks contex-learn inkuiri Sumber: 

Trianto (2007) 

 

Gambar tersebut merupakan keterterapan pembelajaran konservasi dengan langkah-

langkah yang ditawarkan dalam model kontekstual inquiri yang mana peserta didik berusaha 

mencari dan mengeksplorasi beberapa warisan budaya dengan arahan dari pendidik. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam tulisan ini desain kegiatan yang akan dijadikan bahan rujukan model 

masih dalam tahap preservasi dimana peserta didik diperkenalkan untuk mengetahui warisan 

budaya dengan berbagai sumber yang ada baik primer maupun sekunder dan tanpa merubah atau 

Preservasi 

Restorasi 

Rekonstruksi 

Adaptasi 

Revitalisasi 
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meneliti secara mendalam obyek yang dikaji dan hanya sampai bagian pengamatan dan masih 

dapat dikembangakan secara berkelanjutan. 

 

Integrasi Pendidikan Konservasi pada mata pelajaran 

Terkait dengan langkah-langkah konstetual seperti di jelaskan di atas maka pada tahapan 

preobservasi akan meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik (Budiyono & Feriandi, 

2017). Pertama kognitif, mengisi otak, mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada 

tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat memfungsi 

akalnya menjadi kecerdasan intelegensi. Pada tahap ini peserta didik diberikan pengetahuan 

mengenai pengenalan/disajikan data-data mengenai berbagai macam budaya-budaya atau tempat 

bersejarah yang ada di Indonesia. Pengenalan tersebut akan lebih optimal jika bisa dilakukan 

dengan menggunakan strategi pembelajaran “Belajar melalui pengalaman” yakni dengan 

mengunjungi cagar-cagar budaya secara langsung yang ada di Indonesia. Jika hal tersebut bisa 

dilakukan maka peserta didik akan mendapatkan pengalaman nyata/Factual yang dapat 

membantunya untuk memahami nilai-nilai sejarah yang ada, Selain itu dengan mengajak siswa 

belajar melalui pengalaman maka siswa akan mulai belajar dari hal-hal yang bersifat factual 

menuju konseptual.  

Namun tentu saja mengunjungi cagar budaya secara langsung tidak dapat dilakukan 

setiap saat, karena keterbatasan dana, waktu dll. Sehingga dalam hal ini pendidik juga dapat 

mengenalkan sumber-sumber budaya melalui cara lain, misalnya dengan vidio, foto, maupun 

miniatur dari tempat-tempat bersejarah. Dengan demikian maka pendidik akan lebih menghemat 

waktu biaya dan tenaga untuk dapat mengenalkan cagar budaya yang ada di Indonesia. Pada 

tahap ini pendidik menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk membandingkan cagar-cagar 

budaya dalam kondisi ideal yang didapat dari berbagai sumber dan kondisi nyatanya saat ini, 

diharapkan dengan membandingkanya ranah dari afektif siswa menjadi tergugah untuk dapat 

membantu melestarikan atau membuat hipotesis dan merancang tindakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada.  

Ranah yang Kedua yakni afektif, yang berkenaan dengan perasaan, emosional, 

pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, antipati, 

mencintai, membenci,dan lain sebagainya. Pada ranah ini pendidik berusaha mempengaruhi sisi 

afektif siswa. Setelah medapat sajian data dan mengetahui berbagai macam permasalahan yang 
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ada maka langkah yang selanjutnya adalah, peserta didik mulai mencari solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut dan membuat hipotesisnya. Untuk itu pendidik dapat menggunakan metode 

dilema moral yang dihubungkan dengan kebudayaan dan kondisi sejarah yang ada di Indonesia. 

Dilema moral merupakan suatu kondisi dimana seseorang diperadapkan dengan dua atau lebih 

kondisi yang tidak mengenakkan, tetapi peserta didik diharuskan harus memilih salah satu 

kondisi tersebut. Pada hal ini peserta didik diberikan pandanga mengenai suatu dilema yang 

dihadapi pemerintah untuk merawat dan memelihara tempat-tempat bersejarah. Harapanya 

adalah peserta didik selain mampu mencari solusi bagi permasalahan yang telah di 

identifikasikanya, dan tidak sewenang-wenang menyalahkan pihak lain. Dengan metode dilema 

moral ini ranah afektif peserta didik akan terpengaruhi, sehingga benar-benar berkomitmen untuk 

melakukan perbaikan atau mengatasi permasalahan yang ditemuinya melalui berbagai macam 

cara. 

Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan action, perbuatan, prilaku, dan 

seterusnya. Dengan demikian maka peserta didik membuat produk makalah atau karya tulis yang 

berisi solusi-solusi dari permasalahan yang ada dan ditemuinya ketika melakukan pengamatan. 

Pada tahap ini peserta didik mulai  melakukan ekporasi terkait subyek yang dibuatkan rancangan  

percobaanya, dan dilanjutkan  reduksi dan analisis data serta membuat suatu kesimpulan atas 

permasalahan yang ada. Dengan demikian ketiga ranah tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari model pembelajaran konservasi modifikasi dengan menggunakan sintaks 

contex-learn inkuiri. Dari hal itu maka pembelajaran akan mendapatkan hasil yang maksimal 

karena melalui tahapan yang mengandung dari tiga ranah pengetahuan (Bloem). Selain itu ketiga 

ranah tersebut  juga merupakan cara yang efektif untuk mendidik karakter konservatif peserta 

didik, hal itu dapat kita lihat dari berbagai kajian tentang karakter. (Budiyono & Feriandi, 2017).   

 

Kesimpulan 

Pendidikan konservasi dapat diupayakan untuk didesain pada pembelajaran IPS guna 

memelihara serta menyadarkan peserta didik dalam membangun nasionalisme melalui warisan 

budaya bangsa. Pembelajaran IPS di anggap sebagai sarana yang tepat membangun History For 

Life karena “dalam pembelajaran IPS juga terdiri dari berbagai disiplin ilmu sosial dan  humanity 

yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang 

berlandaskan Pancasila dan Kebudayaan Indonesia”. Dalam hal ini tidak dapat dimaknai 
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bahwasanya mata pelajaran lain tidak bisa untuk menjadi sarana membangun History For Life, 

namun dalam konteks ini IPS menjadi mata pelajaran yang secara langsung terkait dengan 

pengetahuan tentang sejarah. Memperkenalkan sejak dini warisan budaya akan mendorong 

proses penguatan internalisasi kekhasan budaya bangsa agar tetap eksis di era globalisasi dengan 

adanya pendidikan konservasi. Mengingat suatu program konservasi sedapat mungkin tidak 

hanya mempertahankan keasliannya dan perawatannya namun juga tidak mendatangkan nilai 

ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik. Sehingga betapa pentingnya penerapan konservasi 

dalam mengubah mindset dan perilaku agar terbentuk mentalitas nasionalisme khususnya bagi 

generasi muda. Mengingat kehidupan era globalisasi membutuhkan generasi muda masa depan 

yang memiliki tiga karakteristik yaitu berilmu atau knowledge society, berbudaya atau cultured 

society, dan beradab atau civilized society . 
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